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KEDUDUKAN HUTAN ADAT DALAM PERSPEKTIF 

MAQĀṢID AL-SYARĪ’AH 
 

ABSTRAK 

MELINDA LAILI NUROCHMAH 

NIM. 1917303022 

 

Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah  

UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto 

 

Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan mendefinisikan 

kedudukan hutan adat sebagai bagian hutan negara menimbulkan permasalahan 

antara masyarakat hukum adat dengan negara. Karena negara, dengan hak 

menguasai telah memberikan wilayah hutan adat kepada para pemilik modal yang 

dengan sengaja memperluas kawasan hutan adat. Kemudian kesatuan masyarakat 

hukum adat mengajukan uji materiil ke MK, karena menganggap bahwa hak 

masyarakat atas hutan telah dirampas oleh negara, padahal dalam hal ini UUD 1945 

telah mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak 

tradisionalnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalis pertimbangan hakim 

dalam putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012 tentang kedudukan hutan adat dan 

dikaitkan dengan perspektif maiqai>s}id ail-syairi>’aih. 
Penelitian ini termasuk jenis penelitian kepustakaan dengan mengambil dan 

mengolah data dari sumber kepustakaan seperti buku, jurnal, dan artikel. Adapun 

pendekatan penelitian yang penulis gunakan ialah pendekatan kasus yang dilakukan 

dengan menganalisis kasus terkait pengujian UU Kehutanan yang bertentangan 

dengan UUD 1945 yang ada dalam putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012. Sumber 

data yang digunakan ialah salinan putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012. Metode 

pengumpulan data melalui dokumentasi dan metode analisis data menggunakan 

analisis isi putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sejak diundangkannya UU Kehutanan 

telah salah memasukkan hutan adat ke dalam kategori hutan negara, hal ini 

bertentangan dengan konstitusi UUD 1945 Pasal 18B. Pasca dikeluarkannya 

Putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012 kemudian terjadi pergeseran kedudukan 

hutan adat, dari yang sebelumnya dimasukkan ke dalam bagian dari hutan negara 

menjadi bagian dari hutan hak. Jika dilihat dari perspektif ma iqai>s}id ail-syairi>’aih, 

pergeseran kedudukan hutan adat yang kini merupakan hutan hak masyarakat hutan 

adat merupakan pemeliharaan hutan adat terhadap jiwa, harta, dan lingkungan. 

Jaminan adanya pemeliharaan jiwa merupakan jaminan atas hak hidup, keadilan, 

dan kebebasan untuk perlindungan hak asasi masyarakat hukum adat 

 

Kata Kunci: Kedudukan Hutan Adat, Masyarakat Hukum Adat, Putusan MK
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MOTTO 

“Berfikirlah positif dan jalani setiap prosesnya, ketika jatuh, bangkitlah sebagai 

pemenang” 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN 

Transliterasi kata-kata Arab yang digunakan dalam penyusunan proposal 

skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan 

Menteri Pendidikan dan Menteri Kebudayaan R.I. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 

0543b/U/1987. 

A. Konsonan Tunggal 

Huruf 

Arab 

Nama Huruf Latin Nama 

 Alif Tidak ا

dilambangkan 

Tidak dilambangkan 

 Ba’ B Be ب

 Ta’ T Te ت

 S|a S| Es (dengan titik di atas) ث

 Jim J Je ج

 H{a H{ Ha (dengan titik di bawah) ح

 Kha’ Kh Ka dan ha خ

 Dal D De د

 Zal| Z| Ze (dengan titik di atas) ذ

 Ra’ R Er ر

 Zai Z Zet ز

 Sin S Es س

 Syin Sy Es dan ye ش

 Sa{d S{ Es (dengan titik di bawah) ص
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 Da{d D{ De (dengan titik di bawah) ض

 Ta{ T{ Te (dengan titik di bawah) ط

 Za{ Z{ Zet (dengan titik di bawah) ظ

 Ain ‘ Koma terbalik di atas‘ ع

 Gain G Ge غ

 Fa’ F Ef ف

 Qaf Q Qi ق

 Kaf K Ka ك

 Lam L ‘el ل

 Mim M ‘em م

 Nun N ‘en ن 

 Waw W W و

 Ha’ H Ha ه

 Hamzah _’ Apostrof ء

 Ya’ Y Ye ي

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis rangkap 

 Ditulis Z|immah ذِمَّة  

C. Ta’ Marbutah di akhir kata Bila dimatikan tulis h 

Ditulis a الشَّريِْ عَة   il-Syairi>’aih 
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Ketentuan ini tidak diberlakukan pada kata-kata arab yang sudah 

terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali 

bila dikehendaki lafal aslinya. 

D. Vokal Pendek 

 Fathah Ditulis A ـَ

 Kasrah Ditulis I ـِ

 D{amah Ditulis U ـُ

E. Vokal Panjang 

1. D{amah + wawu mati Ditulis u> 

وْص وْفَة   
َ
 Ditulis al-Maus{u>f الم

2. Fathah + alif Ditulis a> 

 Ditulis ail-Mai>l الَْمَلْ  

3. Kasrah + ya’ mati Ditulis i> 

لْدِيْنِ ا   Ditulis ail-Di>n 

F. Vokal Rangkap 

وْص وْفَة  ا
َ
لم  Ditulis al-Maus{u>fah 

G. Kata Sandang Alif dan Lam 

1. Bila diikuti huruf Qamariyyah 

 Ditulis ail-Milk الَْمِلْك  

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah diikuti dengan menggunakan huruf 

Syamsiyyah yang mengikutinya 

 <Ditulis as-Syair’i لشَّرعِْ 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah  

Neigara Indo ineisia didirikan o ileih Foiunding Fatheirs beirtujuan untuk 

meilindungi se igeinap bangsa Indo ineisia, meimajukan keiseijahteiraan umum, 

meinceindaskan ke ihidupan bangsa, dan ikut me ilaksanakan ke iteirtiban dunia. Di 

satu sisi, ne igara Indo ineisia seibagai neigara yang me irdeika dan be irdaulat seirta 

keidudukannya seibagai o irganisasi yang me impunyai keikuasaan teirtinggi 

meimpunyai keiweinangan untuk meingatur masyarakat adat.1 Masyarakat hukum 

adat meirupakan ke isatuan masyarakat yang tinggal dalam suatu wilayah adat 

yang meimpunyai peimeirintahan seindiri, dimana masyarakat adat ini me ingatur 

sisteim keihidupannya seicara mandiri tanpa campurtangan de ingan neigara.2 

Dalam hal ini, ne igara meingamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 

1945, teirutama dalam Pasal 18B ayat (2) yang be irbunyi “Neigara meingakui dan 

meinghoirmati keisatuan-keisatuan masyarakat hukum adat se irta hak-hak 

tradisioinalnya seipanjang masih hidup dan se isuai deingan peirkeimbangan 

masyarakat dan prinsip Neigara Keisatuan Reipublik Indoineisia, yang diatur dalam 

Undang-Undang”. Keiteintuan dalam Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar 

1945 ini ke imudian dipeirkuat deingan Pasal 28I ayat (3) bahwa ide intitas budaya 

dan masyarakat hukum adat diho irmati seipanjang deingan adanya peirkeimbangan 

 
1 Sulastriyono, “Filosofi Pengakuan Dan Penghormatan Negara Terhadap Masyarakat 

Hukum Adat di Indonesia”, Jurnal Yustisia, edisi 90, 2014, hlm. 100. 
2 Safrian Salam, “Perlindungan Hukum Masyarakat Hukum Adat Atas Hutan Adat”, Jurnal 

Hukum, vol. 7, no. 2, 2016, hlm. 210.  
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zaman.3 Pengakuan dan penghormatan negara terhadap masyarakat hukum adat 

di Indonesia tidak terjadi secara langsung, tetapi harus diperjuangkan secara 

terus menerus.4 

Bagi masyarakat hukum adat yang khususnya berada di sekitar hutan, 

yang mana hutan disini menjadi sumber penghidupan utama untuk kelangsungan 

hidup bagi masyarakat adat. Konsep dari adanya penguasaan hutan bagi 

masyarakat hukum adat merupakan bagian dari bentuk hak ulayat masyarakat 

hukum adat atas sumber daya alam yang berada pada wilayah tersebut5. Hak 

ulayat disini merupakan hak untuk menikmati tanah ulayat masyarakat hukum 

adat untuk mengelola suatu wilayah tertentu dalam rangka untuk kelangsungan 

masyarakat hukum adat. Setiap anggota masyarakat hukum adat yang 

bersangkutan, berhak dengan bebas mengolah dan memanfaatkan tanah dan 

sumber daya alam yang ada di dalam kawasan mereka.6 

Seperti itulah konsepsi penguasaan masyarakat hukum adat atas 

ulayatnya yang diberikan berupa hak untuk menguasai dan mengelola secara 

komunal ulayat mereka, dalam hal ini termasuklah hutan yang berada dalam 

wilayah masyarakat hukum adat. Namun semenjak berlakunya Undang-Undang 

Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan mengakibatkan terjadinya peralihan 

konsepsi penguasaaan masyarakat hukum adat atas hak ulayatnya. Peralihan ini, 

menegaskan adanya kedudukan hutan adat merupakan hutan negara yang berada 

 
3 Septya Hanung Surya Dewi, dkk, “Kedudukan dan Perlindungan Masyarakat Adat Dalam 

Mendiami Hutan Adat”, Jurnal Legislatif, vol. 4, no. 1, 2020, hlm. 80. 
4 Sulastriyono, “Filosofi Pengakuan”, edisi 90, hlm. 99. 
5 Agita Fernanda, “Kedudukan Hutan Adat Dalam Hukum Negara Berdasarkan Putusan 

Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012”, Skripsi (Sumatera: Universitas Andalas, 2015). 
6 Sri Hajati, dkk, Buku Ajar Hukum Adat (Jakarta: Kencana, 2018), hlm. 117. 
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di wilayah masyarakat hukum adat. Skema hak menguasai oleh negara sebagai 

lembaga dari kekuasaan seluruh rakyat sebenarnya merupakan prinsip dari 

Negara Kesatuan Republik Indonesia.7 Hal ini diperkuat dengan Undang-

Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (2) dan (3) juga mengatakan bahwa: 

(2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang 

menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara,  

(3)  Bumi, air, dan kekayaan alam di dalamnya dikuasai oleh negara dan 

digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.8 

 

Tetapi hal tersebut justru tidak sejalan dengan Undang Nomor 41 Tahun 

1999 karena negara justru memberikan kewenangan terhadap pihak swasta 

untuk dapat menguasai lahan di sekitar masyarakat hukum adat. Respon dari 

negara atas kewenangannya tersebutlah yang memberi izin pada pihak swasta 

untuk mengelola lahan tersebut, karena memang sudah dikatakan dalam 

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 bahwa status kepemilikan hutan adat 

adalah milik negara. Jadi, negara berhak untuk memberikan wewenang tersebut. 

Tetapi ketika masyarakat melihat pemanfaatan hutan yang dilakukan dengan 

cara penebangan liar yang berakibat pada timbulkan kerusakan hutan, 

masyarakat hutan adat tidak memiliki kewenangan untuk mencegah perbuatan 

tersebut. Sedangkan kehidupan masyarakat hutan adat sangat bergantung pada 

hutan adat, jika hutan adat mereka disalahgunakan oleh para pemilik modal atau 

pihak swasta dan berakibat pada kerusakan hutan maka masyarakat hutan adat 

tidak bisa lagi memanfaatkan hasil hutan untuk kehidupan sehari-hari. Bahkan 

 
7 Adhitiya Muktafa Adnan Musaddad dan Melani, “Perubahan Penguasaan Lahan Sesudah 

Penetapan Hutan Adat”, Jurnal Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat, vol. 5, no. 2, 

2021, hlm. 273. 
8 Tristam Moeliono dan Myrna A. Safitri, Hukum Agraria dan Masyarakat di Indonesia 

(Jakarta: HuMA, 2010), hlm. 3. 
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dengan adanya pengertian hutan adat sebagai bagian dari hutan negara tersebut 

mengamcam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan 

menginkari Pasal 18B ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Karena lalai 

memberikan hutan adat pada para pihak yang memanfaatkan hutan secara liar 

tanpa memikirkan keberadaan masyarakat hukum adat di dalamnya.9 

Salah satu kasus permasalahan dari hutan adat ini adalah kehadiran PT. 

Ledo Lestari yang membuka lahan untuk perkebunan kelapa sawit di sekitar 

wilayah masyarakat hukum adat yang kemudian dalam perkembangannya 

perusahaan terus memperluas lahan garapan dengan menyerobot ruang kelola 

masyarakat tanpa permisi hingga merambah sejumlah kawasan penting 

masyarakat adat seperti hutan adat. PT. Ledo Lestari merupakan anak 

perusahaan Group Duta Palma Nusantara yang memiliki izin usaha perkebunan 

berdasarkan Surat Bupati Bengkayang. Tetapi masyarakat adat tidak menerima 

kehadiran perusahaan yang hanya bermodalkan izin pemerintah namun tiba-tiba 

hadir tanpa restu masyarakat adat. Pembebasan lahan perkebunan kelapa sawit 

yang dilakukan oleh PT. Ledo Lestari juga telah menghilangkan kawasan hutan 

adat masyarakat Semunying Jaya. Sekitar 2.000 hektar kawasan hutan adat milik 

Semunying Jaya digusur habis dan dirubah menjadi kebun kelapa sawit. Atas 

perilaku tersebut, PT. Ledo Lestari sering dikenakan sanksi adat. Sedikitnya 

sebanyak 3 kali pihak perusahaan di (hukum) adat oleh masyarakat Semunying 

Jaya. Selain dikenakan sanksi adat, pihak perusahaan juga menyepakati untuk 

 
9 Myrna A. Safitri, Masa Depan Hak-Hak Komunal Atas Tanah (t.k.:BAPPENNAS, 2011), 

hlm. 26. 
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tidak lagi menggarap dan menggusur kawasan hutan adat, namun sering kali juga 

pihak PT. Ledo Lestari mengingkari dan melanggar kesepakatan yang telah 

disepakati bersama.10 

Berdasarkan kondisi tersebut, kemudian tiga aliasi masyarakat yang 

diantaranya Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) sebagai Pemohon I, 

Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Kenegerian Kuntu sebagai Pemohon II, dan 

Kesatuan Masyarakat Hukum adat Kesepuhan Cisitu sebagai Pemohon III 

melakukan pengajuan ke Mahkamah Konstitusi terkait dengan adanya 

permasalahan pemberlakuan Undang-Undang Kehutanan yang selama lebih dari 

10 tahun dijadikan sebagai alat oleh negara untuk mengambil alih hak dari 

kesatuan masyarakat hukum adat atas wilayah hukum adatnya untuk kemudian 

dijadikan sebagai hutan negara, selanjutnya atas nama negara diberikan dan 

diserahkan  kepada para pemilik modal melalui berbagai skema perizinan untuk 

dieksploitasi tanpa memperhatikan kearifan lokal kesatuan masyarakat adat di 

wilayah tersebut. Hal inilah yang menimbulkan terjadinya konflik antara 

kesatuan masyarakat hukum adat dengan para pemilik modal yang 

menyalahgunakan hutan adat mereka. Selain itu, frasa hutan adat yang 

dimasukkan sebagai bagian hutan negara dalam Undang-Undang Kehutanan 

memiliki cara pandang yang tidak tepat terhadap keberadaan dan hak-hak 

kesatuan masyakat hukum adat atas kawasan hutan adatnya, karena tidak 

memperhatikan aspek historis dan klaim kesatuan masyarakat hukum adat atas 

 
10  Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012, hlm.115. 
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wilayah adatnya. Permasalahan yang seperti inilah yang menjadi arus dari 

adanya penolakan terhadap pemberlakuan Undang-Undang Kehutanan.11 

Kemudian pada tanggal 16 Mei 2013 dikeluarkan Putusan Mahkamah 

Konstitusi No. 35/PUU-X/2012 dan mengubah beberapa pasal diantaranya Pasal 

1 ayat 6 yang mengatakan bahwa hutan adat adalah hutan yang berada dalam 

wilayah masyarakat hukum adat sehingga diklasifikasikan sebagai wilayah dari 

hutan hak, tetapi sebenarnya dalam pelaksanaannya tetap  harus memperhatikan 

peraturan negara.12 Konsep pengakuan dalam Undang-Undang Pokok Agraria 

terkait masyarakat hukum adat adalah konsep pengakuan bersyarat, sebab 

sepanjang kenyataannya masih ada sesuai dengan kepentingan nasional dan 

negara berdasarkan prinsip persatuan bangsa.13  

Maihkaimaih Konstitusi No. 35/PUU-X/2012 melaikukain uji maiteriil 

terhaidaip ketentuain Paisail 1 aingkai 6, Paisail 4 aiyait (3), Paisail 5 aiyait (1), (2), (3), 

(4), dain Paisail 67 aiyait (1), (2) dain (3). Ailaisain adanya uji materiil aintairai laiin 

menurut ketentuain Paisail 1 aingkai 6 UU Kehutainain yaing dilaikukain pengujiain 

terhaidaip UUD 1945 tentang hutain aidait aidailaih hutain negairai yaing beraidai dailaim 

wilaiyaih maisyairaikait hukum aidait. Dailaim pernyaitaiain tersebut jikai dihaidaipkain 

dengain posisi ma isyairaikait hukum aidait yaing staitusnyai lemaih dituntut untuk 

tunduk paidai negairai dain menyeraihkain hutain aidait sebaigaii baigiain dairi hutain 

 
11 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012, hlm. 4. 
12 Sahrina Safiuddin, “Wewenang Kepala Adat Dalam Pengelolaan Hutan Adat 

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bomba No. 4 Tahun 2015 Dan Pengaruhnya Bagi 

Masyarakat Hukum Adat Moronene Hukae Laea”, Jurnal of Indonesian Adat Law, vol. 2, no. 3, 

2018, hlm. 107.  
13  Fitria Esfandiari, “Persepsi Mahkamah Konstitusi Tentang Hutan Adat Pasca Putusan 

No. 35/PUU-X/2012”, Jurnal Legality, vol. 26, no. 2, 2019, hlm. 271. 



7 

 

 

negairai seketikai negairai memainfaiaitkain hutain tersebut. Tetaipi paidai kenyaitaiainnyai 

hail tersebut huta in tersebut dijaidikain ailait untuk penyeraihain huta in kepaidai paira i 

pemilik moda il dengain aitais negairai dengain tidaik memperhaitikain terkaiit kesaituain 

maisyairaikait hukum aidait didailaimnyai. Hail inilaih yaing saiait ini menjaidi suaitu 

permaisailaihain aintairai maisyairaikait hukum aidait dengain pairai pemilik moda il.  

Paisail 4 aiyait (3) tentang penguaisaiain hutain oleh negairai tetaip 

memperhaitikain haik maisyairaikait hukum aidait, sepainjaing kenyaitaiainnyai maisih aida i 

dain diaikui keberaidaiainnyai, sertai tidaik bertentaingain dengain kepentingain naisionail i 

ini, maisyairaikait hukum aidait berhaik aitais pemungutain haisil hutain untuk 

memenuhi kehidupa in sehairi-hairi, selaimai tidaik bertenta ingain denga in 

kepentingain naisionail, dain mendaipaitkain pemberdaiyaiain terkaiit hutain dengain 

tujuain untuk meningka itkain kesejaihteraiain. 

Ketentuain Paisail 5 diainggaip bertentaingain dengain dengain Undaing-

Undaing Daisair 1945 kairenai sehairusnyai hutain aidait tidaik dimaiknaii sebaigaii hutain 

negairai mela iinkain sebaigaii hutain haik maisyairaikait hukum adat. 

 Paisail-paisail diatas yaing dikaibulkain oleh Maihkaimaih Konstitusi. 

Sedaingkain terhaidaip ketentuain Paisail 67 Undaing-Undaing Kehutainain yaing 

menyaingkut haik-haik, keberaidaiain, dain haipusnyai maisyairaikait hukum aidait ditolaik 

Maihkaimaih Konstitusi kairenai tidaik terdaipait muaitain yaing diainggaip bertentaingain 

dengain normai-normai HAiM dailaim Undaing-Undaing Daisair 1945.14 

Kemudian, Mahkamah Konstitusi memberikan pertimbangan 

kedudukan hukum pemohon berdasarkan Pasal 51 ayat 1 UU MK yang dimana 

 
14 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012, hlm. 126-127. 
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yang dapat mengajukan permohonan adalah mereka yang menganggap hak dan 

kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh 

berlakunya suatu Undang-Undang yaitu Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 

tentang Kehutanan. Dalam hal ini, Pemohon I mendalilkan dirinya sebagai badan 

hukum privat yang mengalami hambatan dalam menjalankan tugas dan peran 

untuk memperjuangkan hak masyarakat hukum adat, sedangkan Pemohon II dan 

III merupakan kesatuan hukum adat yang kehilangan wilayah hutan adatnya dan 

tidak memiliki akses untuk memanfaatkan dan mengelola dimana pada 

hakikatnya masyarakat adat secara konstitusional diakui dan dihormati wilayah 

hutan adatnya.  

  Hal penting dari adanya hubungan hukum adalah masyarakat adat 

sebagai penyandang hak dan penyandang kewajiban. Dengan demikian, 

masyarakat hukum adat dikatakan sebagai subjek hukum yang berhak 

mendapatkan perhatian sebagai subjek hukum lain atas tanah hutan adatnya. 

Tetapi Undang-Undang Kehutanan memperlakukan masyarakat hukum adat 

yang secara konstitusional sebagai subjek hukum terkait dengan hutan, berbeda 

dengan subjek hukum yang lain. Hal ini terkait dengan pengkategorisasian hutan 

yang terdapat tiga subjek hukum, yaitu negara, masyarakat hukum adat, dan 

pemegang hak atas tanah. Negara menguasai baik atas tanah maupun atas hutan. 

Pemegang hak atas tanah juga memegang hak atas hutan, tetapi masyarakat 

hukum adat tidak secara jelas pengaturan tentang hak atas tanah maupun hutan.  

Dengan adanya perlakuan yang berbeda, masyarakat hukum adat 

kehilangan haknya atas hutan sebagai sumber kehidupan mereka, termasuk hak 
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tradisionalnya, sehingga masyarakat hukum adat mengalami kesulitan untuk 

memenuhi kehidupannya. Keadaan ini, sebagai akibat dari berlakunya norma 

yang tidak menjamin kepastian hukum dan menimbulkan ketidakadilan terhadap 

masyarakat hukum adat dalam kaitannya dengan hutan sebagai sumber 

kehidupan mereka, karena sumber hukum lain dalam Undang-Undang a quo 

memperoleh kejelasan mengenai hak-hak atas hutan. Masyarakat hukum adat 

berada dalam posisi yang lemah karena tidak diakui hak-hak mereka secara jelas 

dan tegas ketika berhadapan dengan negara dengan hak menguasai yang sangat 

kuat. Seharusnya penguasaan negara atas hutan dipergunakan untuk 

mengalokasikan sumber daya alam secara adil demi sebesar-besarnya untuk 

kemakmuran rakyat. 

Selain itu, Mahkamah Konstitusi juga memberikan pertimbangan 

tentang pokok permohonan yang telah diajukan oleh para pemohon, dimana 

dalam Pasal 1 angka 6, pengertian hutain aidait merupakan hutain negairai yaing 

beraidai dailaim wilaiyaih maisyairaikait hukum aidait. Menurut para pemohon, hutan 

adat secara langsung didefinisikan sebagai hutan negara yang berada di atas 

tanah dalam wilayah masyarakat hukum adat. Padahal, suatu hutan disebut 

sebagai hutan negara apabila hutan tersebut berada di atas tanah yang tidak 

dibebani suatu hak atas tanah. Hal ini memungkinkan negara memberikan hak 

atas tanah ulayat kepada subjek hukum tertentu tanpa persetujuan dari 

masyarakat hukum adat, akibatnya pemohon tidak dapat memanfaatkan hutan 

adat mereka. Kemudian menurut Mahkamah Konstitusi, keberadaan hutan adat 

dalam kesatuannya dengan wilayah hak ulayat masyarakat hukum adat 
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merupakan konsekuensi pengakuan terhadap hukum adat sebagai living law. 

Tetapi dalam hal ini dikatakan bahwa, hak ulayat ini bersifat luntur dan jika 

dalam perkembangannya masyarakat hukum adat tidak ada lagi, maka hutan adat 

jatuh pada negara.15 Karena tidak adanya Undang-Undang khusus yang 

melindungi masyarakat hukum adat maka hak ulayat masyarakat adat menjadi 

lemah. Dalam hal ini, tujuan dari adanya Undang-Undang tentang masyarakat 

hukum adat diharapkan dapat mempertahankan eksistensi dari masyarakat 

hukum adat. 

 Islam merupakan suatu agama yang mampu untuk memberikan solusi 

bagi setiap masalah. Islam juga mengajarkan beberapa konsep hidup sejahtera 

dan menjadi keselamatan bagi manusia yang meyakininya. Selain itu, Islam juga 

mengatur tentang asas keadilan bagi setiap umatnya, dalam hal ini tidak 

membedakan antara umat negara maupun masyarakat hukum adat. Hal ini 

bertujuan agar sesama umat Islam dapat saling menjaga keharmonisan untuk 

mencapai kesejahteraan, sesuai dengan tujuan maiqai>s}id ail-syairi>’aih yaitu untuk 

mewujudkain kemaislaihaitain dain kesejaihteraiain terutaimai untuk umait Muslim yaing 

sedaing menghaidaipi suaitu permaisailaihain.16 

Dikaitkan dengan perkara yang ada dalam putusan Mahkamah 

Konstitusi yang penulis teliti tentang kedudukan hutan adat dengan maiqai>s}id ail-

syairi>’aih berhubungan dengan h}ifz} a il- naifs (menjaigai jiwai), dimana Mahkamah 

Konstitusi dalam mempertimbangkan hukum para pemohon mengenai hak 

 
15 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012, hlm. 159-172. 
16 Busyo, Maqa>s}id al-Syari>’ah  (Jakarta: Kencana, 2019), hlm. 9. 
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konstitusionalnya yang dirugikan dengan berlakunya UU Kehutanan yang 

memberi pengertian bahwa hutan adat adalah hutan negara yang berada dalam 

wilayah masyarakat hukum adat, tetapi justru hutan tersebut disalahgunakan 

oleh para pemilik modal denngan atas izin negara dan merampas kawasan 

masyarakat hukum adat sehingga mereka kehilangan hutan adatnya inilah yang 

menjadi tolak ukur terkait kedudukan hutan adat. Tetapi setelah diputuskan 

bahwa hutan adat bukan lagi sebagai hutan negara, melainkan sebagai hutan hak. 

Masyarakat adat pun dapat kembali untuk mengelola hutan adat mereka. 

Terkait dengan kedudukan hutan adat, dimensi perlindungan terhadap 

jiwa diturunkan kepada perlindungan masyarakat hukum adat. Memberi 

perlindungan kepada masyarakat hukum adat berarti telah memberikan 

perlindungan kepada jiwa yang menjadi salah satu kemasalatan dalam maiqai>s}id 

ail-syairi>’aih. Karena keberadaan dan hak masyarakat hukum masih lemah dan 

belum adanya Undang-Undang khusus terkait masyarakat hukum adat, maka 

h}ifz} ail- na ifs dianggap menjadi alternatif yang tepat untuk bisa melindungi hutan 

adat beserta masyarakat hukum adat dengan menjaga jiwa, melindungi hak 

hidup setiap individu maupun masyarakat secara kolektif serta segala hal yang 

mengancam jiwa. Menjaga jiwa disini mengajarkan cara bagaimana dalam 

memenuhi kebutuhan akan makanan, rumah, pakaian, obat-obatan.17 Sehingga 

konsep h}ifz} a il- naifs (menjaigai jiwai) korelasinya sejalan dengan putusain MK No. 

35/PUU-X/2012 yang menempatkan hutan adat bukan lagi sebagai hutan negara, 

 
17 Abdurrahman Kasdi, “Maqa>s}id al-Syari>’ah dan Hak Asasi Manusia”, Jurnal Penelitian, 

vol. 8 no. 2, 2014, hlm. 250-251. 
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melainkan hutan hak masyarakat hukum adat. Tetapi dalam hal ini masyarakat 

hukum adat juga tetap harus memperhatikan peraturan dari negara maupun 

pemerintah. 

Berdaisairkain uraiiain di aitais, penulis tertairik untuk meneliti lebih jaiuh 

mengenaii: KEDUDUKAiN HUTAiN AiDAiT DALAM PERSPEKTIF MAiQĀṢID 

AiL-SYAiRĪ’AiH dengain memperhaitikain terkaiit dengain pertimbaingain Haikim 

dailaim Putusain MK Nomor 35/PUU-X/2012. 

B. Definisi Operasional  

Aigair tidaik terjaidi kesailaihain, perbedaiain pendaipait, maiupun perbedaiain 

dailaim memaihaimi penelitiain skripsi yaing berjudul “Kedudukain Hutain Aidait i 

Dalam Perspektif Maiqai>s}id ail-Syairi>’aih, maikai penulis memberikain definisi dairi 

beberaipai istilaih yaing berkaiitain dengain judul penelitiain yaiitu: 

1. Kedudukain Hutain Aidait  

Hutain aidait aidailaih baigiain dairi wilaiyaih aidait aitaiu haik ulaiyait 

maisyairaikait hukum aidait.18 Hak masyarakat hukum adat dalam hal 

pengaturannya, menempatkan posisi dan kedudukan masyarakat hukum 

adat sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban dalam Negara 

Kesatuan Republik Indonesia. Dari sini kita bisa melihat bahwa apakah 

negara sendiri mengakui dan menghormati kedudukan masyarakat hukum 

adat dan hak tradisionalnya atau tidak.19 Dailaim penelitia in ini, penulis aikain 

menjelaiskain terkaiit dengain kedudukain hutain aidait sebaigaii bukain hutain 

 
18 Fitria Esfandiari, “Persepsi Mahkamah”, vol. 26, no. 2, hlm. 272. 
19 Rosdalina Bukido, Hukum Adat (Yogyakarta: Deepublish, 2017), hlm. 120. 
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negairai. Dimainai ketikai Undaing-Undaing Kehutainain la ihir, kedudukain 

maisyairaikait aidait tidaik mempunyaii kewenaingain untuk mengelola i dain 

memainfaiaitkain hutain yaing dikaitaikain jugai baihwai kedudukain hutain aidait 

merupaikain milik negairai. Teta ipi setelaih dikeluairkainnyai Putusaim MK No. 

35/PUU-X/2012, kedudukain maisyairaikait aidait berhaik untuk mengelola i dain 

memainfaiaitkain hutain aidait dain kedudukain hutain aidait pun kini dika itaikain 

baihwai hutain aidait merupaikain hutain haik, bukain hutain negairai. 

2. Hutain Negairai  

Hutain negairai merupaikain hutain yaing beraidai paidai tainaih yaing tidaik 

dibebaini haik aitais tainaih.20 Dailaim penelitiain ini, aikain dijela iskain hutain aidait 

sebaigaii bukain hutain negairai yaiitu terkaiit dengain kedudukain hutain aidait yaing 

semulai disebutkain dailaim Undaing-Undaing Kehutainain Nomor 41 Taihun 

1999 baihwai hutain aidait aidailaih milik negairai berailih staitus menjaidi hutain 

aidait merupaikain hutain haik, bukain hutain negairai berdaisairkain putusain[ 

Maihkaimaih Konstitusi No. 35/PUU-X/2012.  

3. Maiqa i>s}id ail-Syairi>’aih 

Maiqai>s}id ail-syairi>’aih beraisail dairi duai kaitai yaiitu maiqai>s}id dain ail-

syairi>’aih. Airti dairi maiqai>s}id ini aidailaih kesengaijaiain aitaiu tujuain aitaiu jugai hail 

yaing dikehendaiki. Sedaingkain ail-syairi>’aih aidailaih sejumlaih hukum yaing 

mengaitur hubungain mainusiai dengain Aillaih SWT yaing dibaiwai oleh aigaimai 

Islaim, baiik yaing berkaiitain dengain imain maiupun legislaisi hukumnyai. Jaidi, 

maiqa i>s}id ail-syairi>’aih aidailaih tujuain yaing mengaitur hubungain mainusiai 

 
20 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, hlm. 3. 
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dengain Aillaih SWT berdaisairkain aitais aijairain aigaimai Islaim.21 Dailaim 

penelitiain ini, penulis aikain menjelaiskain terkaiit maiqai>s}id ail-syairi>’aih dailaim 

jenis maiqai>s}id ail-syairi>’aih h}ifz} a il-naifs (menjaigai jiwai), yaing dimainai hutan 

adat dan masyarakat hukum aidait waijib dain hairus dijaigai, baiik oleh negairai. 

C.  Rumusan Masalah  

Berdaisairkain laitair belaikaing di aitais, maikai daipait ditairik suaitu rumusain 

maisailaih sebaigaii berikut:  

1. Baigaiimainai pertimbaingain Haikim dailaim putusain Maihkaimaih Konstitusi No. 

35/PUU-X/2012 tentaing kedudukain hutain aidait i? 

2. Baigaiimainai pertimbaingain Haikim dailaim putusain Maihkaimaih Konstitusi No. 

35/PUU-X/2012 tentaing kedudukain hutain aidait dalam perspektif maiqai>s}id 

ail-sya iri>’aih? 

D. Tujuan Penelitian  

Tujuain yaing ingin dicaipaii dairi penelitiain ini aidailaih : 

1. Untuk mengainailisis pertimbaingain Haikim dailaim putusain Maihkaimaih 

Konstitusi No. 35/PUU-X/2012 tentaing kedudukain hutain aidait. 

2. Untuk mengainailis pertimbaingain Haikim dailaim putusain Maihkaimaih 

Konstitusi No. 35/PUU-X/2012 tentaing kedudukain hutain aidait dalam 

perspektif maiqai>s}id ail-syairi>’aih. 

 
21 Retna Gumanti, “Maqa>s}id al-Syari>’ah Menurut Jasser Auda (Pendekatan Sistem dalam 

Hukum Islam)”, Jurnal Al-Himayah, vol. 2 no. 1, 2018, hlm. 100. 
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E. Manfaat Penelitian  

1. Secairai Teoritis 

Dengain aidainyai penelitiain ini dihairaipkain daipait memberikain 

informaisi mengenaii pertimbaingain Haikim dailaim putusain Maihkaimaih 

Konstitusi No. 35/PUU-X/2012 tentaing kedudukain hutain aidait i, terutaimai 

dailaim perspektif maiqai>s}id ail-syairi>’aih. 

2. Secairai Praiktis  

Penelitiain ini dihairaipkain daipait membuaihkain haisil baigi : 

a. Peneliti, penelitiain ini aikain menjaidi waiwaisain yaing lebih luais untuk 

kehidupain yaing mendaitaing. 

b. Pemerintaih, dihairaipkain daipait menjaidi baihain pertimbaingain terkaiit 

permaisailain-permaisailaihain yaing berkaiitain dengain kedudukain huta in 

aidait i. 

c. Maisyairaikait hukum aidait, daipait memberikain informaisi dain pengetaihuain 

kepaidai maisyairaikait hukum aidait terkaiit dengain kedudukain hutain aidait 

aidailaih memaing haik maisyairaikait hukum aidait, tetaipi maisyairaikait aidait 

jugai tetaip memperhaitikain peraiturain negairai. Dain negairai perlu 

menghormaiti dain memberikain perlindungain terhaidaip haik maisyairaikait 

hukum aidait. 

F. Kajian Pustaka 

Kaijiain Pustaikai ini bertujuain untuk menghindairi aidainyai kesaimaiain 

dengain penelitiain laiin yaing sejenis. Haisil dairi penelusurain pustaikai yaing penulis 

daipait aintairai laiin : 
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Dailaim skripsi yaing pertaimai yaing ditulis oleh Muhaidlir S. Baikue paida i 

taihun 2019 yaing berjudul “Ainailisis Putusain Maihkaimaih Konstitusi Nomor: 

35/PUU-X/2012 tentaing Pengujiain Undaing-Undaing Nomor 41 Taihun 1999 

tentaing Kehutainain dailaim Perspektif Perlindungain Maisyairaikait Hukum Aidait”. 

Dailaim skripsi ini membaihais tentaing penguaisaiain hutain aidait dinilaii kuraing 

hairmonis yaing didailaimnyai terdaipait pihaik yaing mengikutserta ikain maisyairaika it 

hukum aidait dain aidai pihaik yaing tidaik mengikutsertaikain maisyairaikait hukum aidait. 

Hail ini menjaidi keraiguain dailaim konsep ail-milk.22 Setelaih penulis membaicai 

skripsi tersebut ternyaitai aidai kesaimaiain dengain skripsi yaing aikain penulis teliti, 

persaimaiainnyai aidailaih terletaik paidai ainailisisnyai yaiitu saimai-saimai mengainailisis 

putusain Maihkaimaih Konstitusi Nomor: 35/PUU-X/2012. Naimun terdaipait 

beberaipai perbedaiain dairi skripsi yaing penulis teliti, yaiitu penulis mena imbaihkain 

kedudukain huta in aidait dailaim perspektif maiqai>s}id ail-syairi>’aih. 

Kemudiain dailaim skripsi yaing keduai yaing ditulis oleh Desy Kufitai 

Raihmainiai paidai taihun 2020, yaing berjudul “Penguaisaiain Hutain Aidait Menurut 

Peraiturain Menteri Nomor 10 Taihun 2016 dain Menurut Konsep ail-Milk dailaim 

Islaim”. Dailaim skripsi ini membaihais tentaing baigaiimainai penguaisaiain hutain aidait 

menurut Peraiturain Menteri AiTR Nomor 10 Taihun 2016 dain baigaiimainai 

penguaisaiain hutain aidait menurut konsep ail-milk. Dimainai dailaim skripsi ini 

dijelaiskain penguaisaiain hutain aidait menurut Peraiturain Menteri AiTR Nomor 10 

Taihun 2016 kuraing hairmonis kairenai dailaim hail ini maisyairaikaith hukum aidai tidaik 

 
22 Muhadlir S. Bakue, “Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 35/PUU-X/2012 

tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dalam Perspektif 

Perlindungan Masyarakat Hukum Adat”, Skripsi (Gorontalo: Universitas Negeri Gorontalo, 2019).  
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diikutsertaikain sedaingkain menurut konsep ail-milk tentaing taitai cairai penyelesaiiain 

penguaisaiain tainaih yaing beraidai dailaim kaiwaisain hutain menjaidi diraigukain kairena i 

dailaim konsep ail-milk terdaipait perjainjiain yaing mempunyaii syairait-syairait yaing 

hairus dipenuhi aigair trainsaiksi bisai dijailainkain.23  Setelaih penulis membaicai skripsi 

tersebut ternyaitai aidai kesaimaiain dengain skripsi yaing aikain penulis teliti, 

persaimaiainnyai aidailaih terkaiit dengain subjek penelitiainnyai yaing saimai-saimai 

membaihais tentaing hutain aidait. Naimun terdaipait beberaipai perbedaiain dairi skripsi 

yaing penulis teliti, yaiitu penulis menjelaiskain terkaiit kedudukain hutain aida it 

berdaisairkain perspektif maiqai>s}id ail-syairi>’aih dengain ainailisis putusain Maihkaimaih 

Konstitusi Nomor: 35/PUU-X/2012. 

Dailaim skripsi ketigai yaing ditulis oleh Aigitai Fernaindai paidai taihun 2015 

yaing berjudul “Kedudukain Hutain Aidait dailaim Hukum Negairai Berdaisairkain 

Putusain Maihkaimaih Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012”. Dailaim skripsi ini 

membaihais tentaing kedudukain hutain aidait dailaim hukum negairai sebelum aidainyai 

Putusain Maihkaimaih Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 di mainai hutain 

merupaikain milik negairai, naimun setelaih aidainyai Putusain, kedudukain hutain aidait 

menjaidi haik dairi maisyairaikait hukum aidait.24 Setelaih penulis membaicai skripsi 

tersebut ternyaitai aidai kesaimaiain dengain skripsi yaing aikain penulis teliti, 

persaimaiainnyai aidailaih terkaiit dengain subjek penelitiain yaing membaihais terkaiit 

dengain kedudukain hutain aidait dain mempunyaii putusain yaing saimai yaiitu putusain 

 
23 Desy Kufita Rahmania, “Penguasaan Hutan Adat Menurut Peraturan Menteri Nomor 10 

Tahun 2016 dan Menurut Konsep Al-Milk”, Skripsi (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana 

Malik Ibrahim, 2020). 
24 Agita Fernanda, “Kedudukan Hutan Adat Dalam Hukum Negara Berdasarkan Putusan 

Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012”, Skripsi (Sumatera: Universitas Andalas, 2015). 
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Maihkaimaih Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012. Naimun terdaipait beberaipa i 

perbedaiain dairi skripsi yaing penulis teliti, yaiitu penulis menaimbaihkain ainailisis 

putusain berdaisairkain perspektif maiqai>s}id ail-syairi>’aih.  

Keempait, jurnail yaing ditulis oleh Henna i Kurnia isih dain Tundjung 

Herning Sita ibuainai yaing berjudul “Perlindungain Hukum Hutain Aidait Ditinjaiu 

dairi Haik Maisyairaikait Hukum Aidait”. Dailaim jurnail ini memba ihais tentaing haik 

dairi keberaidaiain maisyairaikait hukum aidait yaing sebenairnyai maisih diaikui dain 

dihormaiti. Naimun pengaikuainnyai maisih lemaih, hail ini menyebaibkain maisyairaikait 

hukum aidait tidaik bisai mengoptimailkain hutain aidait tersebut. Upaiyai dairi 

pemerintaih dailaim melindungi haik maisyairaikait hukum aidait sebenairnyai sudaih 

aidai, naimun peneraipainnyai menghaimbait maisyairaikait hukum aidait untuk menuntut 

haik merekai.25 Setelaih penulis membaicai jurnail tersebut ternya itai aidai kesaimaiain 

dengain penelitia in yaing aikain penulis teliti ya iitu saimai-saimai membaihais terkaiit 

dengain huta in aidait. Naimun, subjeknyai berbedai. Penulis memba ihais tentaing 

kedudukain hutain aidait dengain menaimbaihkain perspektif maiqai>s}id ail-syairi>’aih. 

Kelima i, jurnail yaing ditulis oleh Devria in Aili Putra i yaing berjudul 

“Hutain Aida it dailaim Perspektif Isla im: Studi Kaisus Hutain A idait Guguk Provinsi 

Jaimbi”. Da ilaim jurnail ini memba ihais tentaing kesesuaiiain a intairai hukum aidait 

dengain hukum Isla im dimainai saimai-saimai memperhaitikain lingkunga in dengain 

tidaik merusa ik dain melairaing untuk mela ikukain penebaingain seca irai liair.26 Setelaih 

penulis membaicai jurnail tersebut ternyaitai aidai kesaimaiain dengain penelitiain yaing 

 
25 Henna Kurniasih dan Tundjung Herning Sitabuana, “Perlindungan Hukum Hutan Adat 

Ditinjau dari Hak Masyarakat Hukum Adat”, Jurnal Serina, edisi 4, 2022. 
26 Devrian Ali Putra, “Hutan Adat dalam Perspektif Islam: Studi Kasus Hutan Adat Guguk 

Provinsi Jambi”, Jurnal Indo-Islamika, vol. 2 no. 2, 2015. 
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aikain penulis teliti ya iitu saimai-saimai membaihais terkaiit dengain hutain aidait dailaim 

perspektif Hukum Isla im. Naimun, penulis menjela iskain berdaisairkain studi 

putusain dain perspektif Hukum Isla im maiqai>s}id ail-syairi>’aih. 

Taibel 1 

Perbaindingain Kaijiain Pustaikai Terdaihulu 

No. Nama Penelitian 

Judul Penelitian 

Pokok 

Pembahasan 

Persamaan  Perbedaan 

1. Muhaidlir S. 

Baikue dengain 

judul skripsi 

“Ainailisis Putusain 

Maihkaimaih 

Konstitusi 

Nomor: 35/PUU-

X/2012 tentaing 

Pengujiain 

Undaing-Undaing 

Nomor 41 Taihun 

1999 tentaing 

Kehutainain dailaim 

Perspektif 

Perlindungain 

Maisyairaikait 

Hukum Aidait” 

Menjelaiskain 

tentaing 

pengaiturain haik 

maisyairaikait 

hukum aidait yaing 

maisih belum 

terdaipait ruaing 

untuk pemberiain 

haik maisyairaikait 

hukum aidait, 

dimainai hutain 

maisih belum 

dimiliki 

sepenuhnyai oleh 

maisyairaikait 

hukum aidait serta i 

implikaisi dairi 

laihirnyai Putusain 

Maihkaimaih 

Konstitusi 

Nomor: 35/PUU-

X/2012 terhaidaip 

Saimai-saimai 

mengainailisis 

Putusain 

Maihkaimaih 

Konstitusi 

Nomor: 

35/PUU-

X/2012. 

Dailaim 

penelitiain ini, 

penulis 

menaimbaihkain 

kedudukain 

hutain aidait 

dailaim 

perspektif 

maiqai>s}id ail-

syairi>’aih. 
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perlindungain 

maisyaikait hukum 

aidait di Indonesiai. 

2.  Desy Kufita i 

Raihmainiai dengain 

judul skripsi  

“Penguaisaiain 

Hutain Aidait 

Menurut 

Peraiturain Menteri 

Nomor 10 Taihun 

2016 dain Menurut 

Konsep ail-milk” 

Menjelaiskain 

tentaing 

penguaisaiain hutain 

aidait dinilaii 

kuraing hairmonis 

yaing didailaimnya i 

terdaipait pihaik 

yaing 

mengikutsertaikain 

maisyairaikait 

hukum aidait dain 

aidai pihaik yaing 

tidaik 

mengikutsertaikain 

maisyairaikait 

hukum aidait. Hail 

ini menjaidi 

keraiguain dailaim 

konsep ail-milk. 

Saimai-saimai 

membaihais 

tentaing subjek 

penelitiain 

yaing terkaiit 

dengain hutain 

aidait 

Dailaim 

penelitiain ini, 

penulis 

menjelaiskain 

terkaiit 

kedudukain 

hutain aidait 

berdaisairkain 

perspektif 

maiqai>s}id ail-

syairi>’aih dengain 

ainailisis 

Putusain 

Maihkaimaih 

Konstitusi 

Nomor: 

35/PUU-

X/2012  

3. Aigitai Fernainda i 

dengain judul 

skripsi 

“Kedudukain 

Hutain Aidait dailaim 

Hukum Negaira i 

Berdaisairkain 

Putusain 

Menjelaiskain 

tentaing 

kedudukain hutain 

aidait dailaim 

hukum negaira i 

sebelum aidainya i 

Putusain 

Maihkaimaih 

Saimai-saimai 

membaihais 

tentaing subjek 

penelitiain 

yaing saima i 

yaiitu terkaiit 

dengain 

kedudukain 

Dailaim 

penelitiain ini, 

penulis 

menaimbaihkain 

ainailisis putusain 

dengain 

perspektif 
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Maihkaimaih 

Konstitusi Nomor 

35/PUU-X/2012” 

Konstitusi 

Nomor 35/PUU-

X/2012 di maina i 

hutain merupaikain 

milik negairai, 

naimun setelaih 

aidainyai Putusain, 

kedudukain hutain 

aidait menjaidi haik 

dairi maisyairaikait 

hukum aidait 

hutain aidait dain 

mempunyaii 

putusain yaing 

saimai yaiitu 

Putusain 

Maihkaimaih 

Konstitusi 

Nomor 

35/PUU-

X/2012.  

maiqai>s}id ail-

syairi>’aih. 

4. Hennai Kurniaisih 

dain Tundjung 

Herning 

Sitaibuainai dengain 

judul berjudul 

“Perlindungain 

Hukum Hutain 

Aidait Ditinja iu dairi 

Haik Maisyairaikait 

Hukum Aidait” 

Menjelaiskain 

tentaing haik dairi 

keberaidaiain 

maisyairaikait 

hukum aidait yaing 

sebenairnyai maisih 

diaikui dain 

dihormaiti. 

Naimun 

pengaikuainnyai 

maisih lemaih. 

Upaiyai dairi 

pemerintaih 

dailaim 

melindungi haik 

maisyairaikait 

hukum aidait 

sebenairnyai sudaih 

aidai, naimun 

peneraipainnyai 

Saimai-saimai 

membaihais 

terkaiit dengain 

hutain aidait.  

Dailaim 

penelitiain ini, 

memiliki 

subjek berbedai. 

Penulis 

membaihais 

tentaing 

kedudukain 

hutain aidait 

dengain 

menaimbaihkain 

perspektif 

maiqai>s}id ail-

syairi>’aih. 
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menghaimbait 

maisyairaikait 

hukum aidait untuk 

menuntut haik 

merekai 

5. Devria in Aili Putrai 

denga in judul 

“Huta in Aidait 

dailaim Perspektif 

Islaim: Studi 

Kaisus Huta in Aidait 

Guguk Provinsi 

Jaimbi”.  

Menjelaiska in 

tentaing 

kesesuaiiain aintaira i 

hukum aidait 

dengain hukum 

Islaim dimainai 

saimai-saimai 

memperhaitikain 

lingkunga in 

dengain tida ik 

merusaik da in 

melairaing untuk 

melaikukain 

penebaingain 

secairai lia ir. 

Saimai-saimai 

membaihais 

terkaiit dengain 

hutain aidait 

dailaim 

perspektif 

Hukum Islaim.  

Dailaim 

penelitiain, 

penulis Naimun, 

penulis 

menjelaiskain 

berdaisairkain 

studi putusain 

dain perspektif 

Hukum Islaim 

maiqai>s}id ail-

syairi>’aih. 

 

 

G. Metode Penelitian  

1. Jenis Penelitiain  

Jenis penelitiain yaing digunaikain penulis aidailaih penelitiaiain 

kepustaikaiain. Penelitiain kepustaikaiain aidailaih metode penelitiain yaing dimainai 

dailaim proses pencairiain, mengumpulkain dain mengainailisis sumber daitai 

untuk diolaih, disaijikain dailaim bentuk penelitiain dengain beraigaim topik yaing 
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diperlukain.27 Dailaim hail ini penulis mengumpulkain sumber daitai 

kepustaikaiain dairi berbaigaii literaitur seperti buku, jurnail, korain, airtikel, dain 

informaisi laiin yaing didaipait. 

2. Pendekaitain Penelitiain  

Pendekatan penelitian yang digunakan penulis adalah pendekatan 

kasus. Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap 

kasus-kasus yang berkaitan dengan masalah hukum yang sedang dihadapi 

yang telah menjadi putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan 

tetap.28 Dailaim penelitiain ini, penulis aikain menganalisis kasus terkait 

pengujian UU Kehutanan yang bertentangan dengan UUD 1945 yang ada 

dalam putusan Maihkaimaih Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 tentang 

dengain kedudukain hutain aidait perspektif maiqai>s}id ail-syairi>’aih.  

3. Sumber Daitai Penelitiain 

a. Sumber Daitai Primer  

Dailaim jenis penelitiain kepustaikaiain, daitai yaing dibutuhkain yaiitu 

daitai primer. Daitai primer aidailaih daitai aisli yaing dikumpulkain sendiri oleh 

penulis untuk menjaiwaib permaisailaihain yaing aikain diteliti.29 Daitai primer 

yaing digunaikain oleh penulis yaiitu berupai telaiaih Putusain Maihkaimaih 

Konstitusi No. 35/PUU-X/2012. 

 

 
27 Mestika Zed, Metode Penelitian Kepustakaan (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), 

hlm. 69. 
28 Suharyono M. Hadiwiyono, Hukum Pertanahan di Indonesia (Malang: Intelegensia 

Media, 2020), hlm. 45. 
29 Istijanto, Riset Sumber Daya Manusia (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005), hlm. 

32. 
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b. Sumber Daitai Sekunder 

Dailaim jenis penelitiain kepustaikaiain, daitai yaing dibutuhkain yaiitu 

daitai sekunder. Daitai sekunder merupaikain daitai yaing telaih dikumpulkain 

oleh pihaik laiin. Hail ini mengaindung airti baihwai penulis aitaiu periset 

sekedair mencaitait, mengaikses, aitaiu memintai daitai ke pihaik laiin. Periset 

hainyai memainfaiaitkain daitai yaing sudaih aidai untuk penelitiainnyai.30 Daitai 

sekunder yaing digunaikain oleh penulis dengain melaikukain telaiaih 

kepustaikaiain melailui buku, airtikel, jurnain dain perundaing-undainga in 

yaing aikain penulis teliti. 

4. Metode Pengumpulain Daitai 

Metode yaing digunaikain penulis yaiitu dengain menggunaikain metode 

pengumpulain daitai melailui metode dokumentaisi. Metode dokementaisi yaiitu 

dengain cairai mencairi daitai mengenaii hail-hail yaing berupai caitaitain, buku, surait 

kaibair, maijailaih, airtikel, jurnail, dain laiin sebaigaiinyai. 31 Dailaim hail ini, penulis 

mengainailisi putusain Maihkaimaih Konstitusi No. 35/PUU-X/2012 yaing 

menyaingkut tentaing kedudukain hutain aidait i. 

5. Metode Ainailisis Daitai 

Metode ainailisis daitai yaing digunaikain oleh penulis aidailaih content 

ainailysis (aanailisis isi). Ainailisis isi ini merupa ikai suaitu teknik penelitiain untuk 

mendeskripsikain suaitu pembaihaisain yaing mendailaim terhaidaip isi suaitu 

 
30 Istijianto, Aplikasi Praktis Riset Pemasaran Manusia (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 

2005), hlm. 38. 
31 Sandu Siyoto, Dasar Metodologi Penelitian (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 

2015), hlm. 77. 
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informaisi.32 Dailaim hail ini, penulis mengainailisis penelitia in dengain cairai 

menaifsirkain airti dairi hutain aidait, hutain negairai, kedudukain hutain aidait sertai 

mengainailisis hubungain kedudukain hutain aidait i dengain maiqai>s}id ail-syairi>’aih 

dengain mengaicu paidai buku, jurnail, sertai putusain Maihkaimaih Konstitusi No. 

35/PUU-X/2012. 

H. Sistematika Pembahasan  

Dailaim upaiyai mempermudaih melaikukain pembaihaisain, maikai penulis 

menyusun sistemaitikai pembaihaisain yaing terdiri dairi limai baib, yaiitu: 

Bab I, bab ini berisi pendahuluan yaing terdiri dari latar belakang, 

definisi operasional, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 

kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. 

Baib II, baib ini berisi kedudukain hutain aidait dan maiqai>s}id ail-syairi>’aih, 

yaing meliputi penjela isain tentaing hutain yaing berisi definisi huta in, jenis hutan, 

fungsi dain ma infaiait hutain, definisi huta in aidait, definisi huta in negairai, hak ulayat 

masyarakat hukum adat, kedudukain hutain adat, dan definisi maiqai>s}id ail-syairi>’aih 

beserta jenis-jenis maiqai>s}id ail-syairi>’aih 

Baib III, baib ini berisi Putusain Maihkaimaih Konstitusi No. 35/PUU-

X/2012 tentaing kedudukain hutain aidait i, yaing meliputi penjelaisain tentaing 

deskripsi alasan-alasan pemohon dalam permohonan i uji maiteriil Undaing-

Undaing Kehutainain No. 41 Taihun 1999 terhadap Putusain MK No. 35/PUU-

 
32 Gusti Yasser Arafat, Membongkar Isi Pesan dan Media dengan Content Analysis, 

A ilhaidhaira ih: Jurnal Ilmu Dakwah, vol. 17 no. 33, 2018, hlm. 34.  
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X/2012 dain pertimbaingain haikim dailaim Putusain MK No. 35/PUU-X/2012 

tentaing Hutain Aidait. 

Baib IV, baib ini berisi Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang 

Kedudukan Hutan Adat Dalam Perspektif Maiqai>s}id ail-Syairi>’aih, yaing berisi 

penjelasan mengenai analisis pertimbaingain Haikim dailaim putusain Maihkaimaih 

Konstitusi No. 35/PUU-X/2012 tentaing kedudukain hutain aidait i dan analisis 

pertimbaingain Haikim dailaim putusain Maihkaimaih Konstitusi No. 35/PUU-X/2012 

tentaing kedudukain hutain aidait dalam perspektif maiqai>s}id ail-syairi>’aih. 

Baib V, baib ini berisi penutup yaing terdiri dairi kesimpulain dain sairain. 

Dailaim baib kesimpulain ini aikain disaijikain haisil dairi penelitiain secairai ringkais 

sesuaii dengain rumusain maisailaih. Sedaingkain sairain disaijikain untuk memberi 

pendaipait dairi haisil penelitiain sebaigaii koreksi untuk peneleti yaing aikain daiting 

yaing aikain menulis peneitiain yaing saimai dengain peneliti. 
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BAB II 

KEDUDUKAN HUTAN ADAT DAN MAQĀṢID AL-SYARĪ’AH 

A. Hutan  

1. Definisi Hutan 

Kata “hutan” meirupakan teirjeimahan dari kata bois dalam bahasa 

Beilanda dan foireist dalam bahasa Inggris artinya rimba atau suatu dae irah 

deingan hamparan tanah yang ditumbuhi pe ipoiho inan, tanaman, dan 

teimpat hidup untuk binatang buas dan burung hutan. Ke imudian salah 

satu to ikoih Dangleir juga me indeifinisikan hutan de ingan ciri adanya 

peipoihoinan yang tumbuh pada tanah yang luas dan pe ipoihoinan teirseibut 

seicara beirkeiloimpo ik.  

Seidangkan deifinisi hutan se icara yuridis teirdalam dalam Pasal 1 

UU No i. 5 Tahun 1967, yang me indeifinisikan hutan adalah suatu 

hamparan luas yang ditumbuhi pe ipoihoinan yang didalamnya te irdapat 

seikumpulan makhluk hidup yang te ilah diteitapkan o ileih peimeirintah.33 

Seidangkan meinurut Pasal 1 angka 2 UU No i. 41 Tahun 1999, 

meindeifinisikan hutan seibagai suatu eikoisisteim beirupa hamparan lahan 

yang beirisi sumbeir daya alam hayati dan didoiminasi o ileih peipoihoinan 

yang satu deingan lainnya tidak dapat dipisahkan. Dalam UU ini ada 

eimpat unsur peingeirtian hutan yaitu unsur lapangan yang cukup luas 

(minimal satu pe ir eimpat heiktar), unsur po ihoin (kayu, bambu, pale im) 

 
33 Pasal 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967  
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beiseirta floira dan fauna yang ada didalamnya, unsur lingkungan, dan 

unsur penetapan pemerintah.34 

Beirdasarkan peingeirtian di atas, maka dapat dipahami bahwa ada 

dua keipeintingan yang te irkandung di dalamnya yaitu pe irtama, bahwa 

hutan yang beirisi sumbeir daya alam hayati me irupakan karunia Tuhan 

Yang Maha E isa yang dianugeirahkan keipada bangsa Indo ineisia yang 

patut untuk dijaga dan dile istarikan seibagai wujud ke ikayaan yang tidak 

teirnilai harganya. Keidua, bahwa hutan me irupakan satu ke isatuan 

eiko isisteim antara alam dan lingkungan yang tidak dapat dipisahkan satu 

sama lain.35 

2. Jenis Hutan 

Dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 

dikemukakan jenis hutan berdasarkan statusnya. Yang dimaksud dengan 

hutan berdasarkan statusnya adalah suatu pembagian hutan yang 

didasarkan pada status (kedudukan) antara orang, badan hukum, atau 

institusi yang melakukan pengolaan, pemanfaatan, dan perlindungan 

terhadap hutan tersebut. Hutan berdasarkan statusnya dibagi menjadi 

dua macam, yaitu: 

a. Hutan Hak, yaitu hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak 

atas tanah.  

 
34 Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan 
35 Anwar Sodik, Rekontruksi Kebijakan Hukum dalam Penanganan Pemberatasan 

Perusakan Hutan Berbasis Nilai Keadilan (Kendal: Ahsyara Media Indonesia, 2021), hlm. 95-97.  
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b. Hutan Negara, yaitu hutan yang berada pada tanah yang tidak 

dibebani hak atas tanah. Yang termasuk dalam kategori hutan 

negara, yaitu: 

1) Hutan Adat, yaitu hutan negara yang berada dalam wilayah 

masyarakat hukum adat. Dahulu hutan ini terkenal dengan 

istilah hutan ulayat 

2) Hutan Desa, yaitu hutan negara yang dikelola oleh desa dan 

dimanfaatkan untuk kesejahteraan desa 

3) Hutan Kemasyarakatan, yaitu hutan negara yang pemanfaatan 

utamanya ditujukan untuk pemberdayaan masyarakat.36 

3. Fungsi dan Manfaat Hutan 

Hutan meimpunyai tiga fungsi utama yaitu fungsi ko inseirvasi, 

fungsi lindung, dan fungsi pro iduksi. Fungsi ko inseirvasi seibagai fungsi 

po ikoik peirlindungan keianeikaragaman tumbuhan dan satwa se irta 

eiko isisteim didalamnya. Fungsi lindung, se ibagai peirlindungan sisteim 

peinyangga keihidupan untuk me inceigah teirjadinya keirusakan hutan dan 

meimeilihara keisuburan tanah. Se idangkan fungsi pro iduksi untuk 

meimproiduksi hasil hutan. 

Seidangkan hutan me impunyai keidudukan dan pe iran peinting 

dalam meinunjang peimbangunan nasio inal, kareina pada hakikatnya hutan 

beirmanfaat bagi seibeisar-beisarnya untuk keimakmuran dan keiseijahteiraan 

rakyat Indo ineisia. Manfaat hutan dibe idakan meinjadi dua macam yaitu: 

 
36 Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan 
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a. Manfaat hutan seicara langsung, yaitu dapat meinghasilkan kayu yang 

meimpunyai nilai eikoino imis tinggi, seirta dapat me inghasilkan roitan, 

geitah, nuah-buahan, madu, dan hasil hutan lainnya. 

b. Manfaat hutan seicara tidak langsung, yaitu dapt me ingatur tata air, 

meinceigah teirjadinya eiroisi, dapat meinjadi bahan o ibat-oibatan, 

meimbeiri rasa keiindahan, me injadi seikto ir pariwisata, me imbeiri 

manfaat dibidang peirtahanan dan keiamanan, meinampung teinaga 

keirja, meinambah deivisi neigara, bahkan dapat me injadi teimpat 

tinggal bagi Binatang dan manusia.37 

4. Definisi Hutan Adat 

Hutan adat meirupakan hutan yang beirada di wilayah masyarakat 

hukum adat. Hutan adat dike iloila oileih masyarakat hukum adat, yaitu 

seikumpulan masyarakat yang seicara turun-teimurun beirteimpat tinggal di 

wilayah hukum adat yang je ilas, meimpunyai peiraturan hukum yang 

masih ditaati, dan masih me ingadakan peimungutan hasil hutan di 

wilayah hutan adat di se ikitarnya untuk me imeinuhi keihidupan seihari-

hari.  

Pengakuan hutan adat yang dibeirikan keipada masyarakat 

hukum adat ini ada dalam ke iputusan Meinteiri Lingkungan Hidup dan 

Keihutanan. Peingeiloila hutan adat atau masyarakat hukum adat ini 

meingajukan peirmoihoinan untuk meindapat peingakuan hutan adat deingan 

meingajukan beibeirapa syarat yaitu : 

 
37 Luh Putu Sudina, Kearifan Lokal (Yogyakarta: Jejak Pustaka, 2021), hlm. 6. 



31 

 

 

a. Adanya Peiraturan Daeirah teintang masyarakat hukum adat yang 

wilayat adatnya beirada dalam Kawasan hutan 

b. Meinyeirtakan leitak, luas, batas wilayah, bukti hak ke ipeimilikan, dan 

peita loikasi deingan skala 1 : 50.000 

c. Untuk peirmoihoinanhutan adat dalam satu kabupate in, peita 

ditandatangani o ileih, bupati/waliko ita, untuk lintas kabupate in/ko ita, 

peita ditandatangani o ileih gubeirnur, seidangkan untuk lintas 

proivinsi, peita difasilitasi o ileih Peirhutanan So isial dan Keimitraan 

Lingkungan 

d. Meiyeirahkan proifil masyarakat hukum adat yang be irisikan nama, 

keitua, alamat, seijarah, silsilah, adat, hukum adat, so icial, eikoinoimi, 

dan budaya.38  

5. Definisi Hutan Negara 

Hutan neigara adalah hutan yang be irada pada tanah yang tidak 

dibeibani hak-hak atas tanah, te irmasuk di dalamnya hutan yang 

seibeilumnya dikuasai o ileih masyarakat adat yang dise ibut hutan ulayat, 

hutan marga, hutan peirtuanan, dan lain seibagainya. Hutan yang dike iloila 

oileih masyarakat hukum adat dimasukkan di dalam pe ingeirtian hutan 

neigara adalah seibagai akibat dari adanya hak me inguasai o ileih neigara 

seibagai Leimbaga keikuasaan te irtinggi dan me irupakan prinsip dari 

Neigara Keisatuan Reipublik Indo ineisia. Deingan dimasukkannya hutan 

 
38 Asep Yunan Firdaus, Panduan Praktis Penerapan Kebijakan Perhutanan Sosial (Bogor: 

Cifor), hlm. 29. 
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adat dalam peingeirtian neigara ini, maka hal ini tidak me inghapus hak dari 

masyarakat hukum adat se ipanjang keinyataan dan keibeiradaannya masih 

ada dan diakui untuk meilalukan keigiatan peingeiloilaan hutan. 

Ada jeinis hutan dalam hutan ne igara, diantaranya hutan de isa 

yang dimanfaatkan untuk ke iseijahteiraan masyarakat de isa dan hutan 

keimasyarakatan yang dimanfaatkan untuk peimbeirdayaan masyarakat.39 

B. Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat 

Dalam Pasal 3 Undang-Undang Po ikoik Agraria (UUPA) te ircantum 

suatu hak masyarakat hukum adat, hak ini dinamakan hak ulayat.40 Hak 

ulayat adalah se ikumpulan weiweinang dan keiwajiban masyarakat hukum 

adat te irteintu atas atas suatu wilayah adat te irteintu yang me irupakan tanah 

beirsama masyarakat hukum adat yang be irsangkutan, seibagai teimpat tinggal 

masyarakat untuk meingambil manfaat dari sumbe ir daya alam, te irmasuk 

tanah dan hutan yang ada dalam wilayah te irseibut. Adapun yang me injadi 

oibjeik dari hak ulayat, yaitu se imua tanah yang beirada dalam kawasan hutan 

masyarakat hukum adat. Se idangkan subjeik dari masyarakat hukum adat, 

yaitu se iluruh anggoita masyarakat hukum adat yang be irsangkutan. Oirang 

dari luar masyarakat hukum adat pun bo ileih meimanfaatkan tanah yang 

beirada dalam wilayah ulayat itu teitapi deingan seiizin dari peinguasa adat 

seiteimpat. 

 
39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, hlm. 2. 
40 Undang-Undang Poikoik Agraria Pasal 3 Nomor 5 Tahun 1960 
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Pada masyarakat hukum adat yang ada di Indo ineisia teirdapat 

beirmacam-macam hak ulayat, se ipeirti di Ambo in dike inal deingan “Hak 

Peirtuanan”, di Kalimantan dike inal deingan “Panyampe itoi”, di Jawa dike inal 

deingan “Weiweingkoin”, dan di Minangkabau dike inal de ingan “Ulayat”. 

Hak ulayat masyarakat hukum adat me impunyai keikuatan hukum ke i 

dalam dan keiluar. 

1. Keikuatan hukum hak ulayat yang be irlaku kei dalam, yaitu dimana 

masyarakat hukum adat se iteimpat teirikat oileih aturan-aturan dari 

peinguasa adat. Tanah yang be irada dalam kawasan hutan masyarakat 

ulayat digunakan untuk keiseijahteiraan anggoita masyarakat hukum adat. 

Masyarakat dapat me inggunakan tanah untuk ke ipeintingan pribadi atas 

izin dari peinguasa dan me ireika diwajibkan untuk me imbeirikan 

peimbayaran dalam jumlah te irteintu. Deingan deimikian, dalam hak ulayat 

disamping ada hak Be irsama, ada juga hak pe irseioirangan. Hubungan 

antara hak ulayat de ingan hak peiroirangan dalam ko inseip hukum adat 

adalah seimakin banyak usaha dari seiseioirang atas tanah, maka se imakin 

eirat hubungannya dan se imakin kuat haknya. Teitapi jika tanah tidak 

dimanfaatkan, maka haknya pun akan hilang. Dan se imakin kuat hak 

peiroirangan, maka hak ulayat me ileimah, seibaliknya se imakin leimah hak 

peiroirangan, maka seimakin kuat hak ulayatnya. 

2. Keikuatan hukum hak ulayat be irlaku keiluar, yaitu hak ulayat 

dipeirtahankan dan dilaksanakan o ileih peinguasa masyarakat hukum adat 

yang beirsangkutan. Masyarakat dari luar wilayah hukum adat dilarang 
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masuk kei wilayat hukum adat tanpa izin dari peinguasa adat. Jika adanya 

peilanggaran o irang luar masuk tanpa izin, maka dianggap me ilakukan 

tindak pidana yang akan dike inakan sanksi pidana seisuai deingan hukum 

adat yang beirlaku yang beirada dalam wilayah hutan adat te irseibut.41 

Teitapi dalam Pasal 3 Undang-Undang Po iko ik Agraria (UUPA) 

meinjeilaskan teirkait deingan eiksisteinsi hak ulayat masyarakat hukum adat ini 

seipanjang keinyataannya masih ada, artinya jika ke inyataannya tidak ada, 

maka hak ulayat tidak akan dihidupkan lagi dan tidak akan diciptakan hak 

ulayat baru. Hak ulayat masyarakat hukum adat dianggap masih ada 

meinurut Pasal 2 ayat (2) Pe irmein Agraria/Keipala BPN No i. 5 Tahun 1999, 

jika : Peirtama,teirdapat seikeilo impo ik oirang yang masih me irasa teirikat o ileih 

tanah hukum adatnya se ibagai masyarakat suatu pe irseikutuan hukum 

teirteintu, yang me ingakui dan me ineirapkan keiteintuan peirseikutuan dalam 

keihidupan seihari-hari. Keidua, teirdapat tanah ulayat te irteintu yang meinjadi 

wilayah peirseikutuan hukum dan teimpat untuk meingambil keipeirluan seihari-

hari. Keitiga, teirdapat tatanan hukum adat te irkait peingurusan, peinguasaan, 

dan peinggunaan tanah ulayat yang be irlaku dan ditaati o ileih masyarakat 

peirseikutuan.42 

C. Kedudukan Hutan Adat 

Hutan yang merupakan modal pembangunan nasional memiliki 

manfaat yang nyata untuk ke ihidupan bangsa Indo ineisia. Dalam 

 
41 Muhammad Arba, Hukum Agraria Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 72-73.  
42 Urip Santoso, Hukum Agraria (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 82-83. 
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keidudukannya seibagai salah satu sisteim peinyangga keihidupan, hutan 

meimbeirikan manfaat beisar bagi masyarakat, untuk itu hutan harus dijaga, 

dikeilo ila, dan dilindungi seicara beirkeisinambungan untuk keiseijahteiraan 

masyarakat Indo ineisia, baik ge ineirasi seikarang maupun ge ineirasi yang akan 

datang.  

Seijalan deingan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 se ibagi 

landasan ko institusio inal yang diwajibabkan agar bumi, air, dan ke ikayaan 

alam yang te irkandung didalamnya dikuasai o ileih Neigara dan dipe irgunakan 

seibeisar beisarnya untuk ke imakmuran rakyat, maka pe inyeileinggara 

keihutanan seinantiasa meingandung jiwa dan se imangat keirakyaratan, 

beirkeiadilan, dan beirkeilanjutan.43 Oileih kareina itu, peinyeileinggara keihutanan 

harus me ineirapkan asas manfaat dan le istari, keirakyatan, keibeirsamaan, 

keiteirbukaan, dan keadilan. Konsep keadilan mempunyai cakupan yang 

sangat luas, meliputi keadilan dalam berbagai hubungan, antara hubungan 

individu dengan diri sendiri, individu dengan masyarakat, maupun individu 

dengan negara.44  

Pada poikoiknya, hutan seibagai sumbeir keikayaan alam yang dimiliki 

Indoineisia pada tingkatan te irtinggi dikuasai oileih neigara seibagai oirganisasi 

keikuasaan rakyat yang digunakan se ibeisar-beisarnya untuk ke imakmurak 

rakyat. Dalam peingeirtian hutan dikuasai o ileih neigara meingandung 

keiwajiban te irteintu dan weiweinang teirteintu yang seibagaimana diatur dalam 

 
43 Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia  
44Hariyanto, “Prinsip Keadilan dan Musyawarah dalam Hukum Islam serta 

Implementasinya dalam Negara  Hukum Indonesia”, Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum, 

vol. 4 no. 1, 2015, hlm. 235. 
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Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Keihutanan meinyatakan peinguasaan hutan 

oileih neigara meimbeiri weiweinang pada pe imeirintah untuk me ingatur dan 

meingurus seigala seisuatu yang beirkaitan deingan hutan, me ineitapkan suatu 

kawasan te irteintu seibagai kawasan hutan, dan me ingatur seirta meineitapkan 

hubungan hukum antara hukum de ingan oirang.  

Teitapi seiteilah adanya Undang-Undang Keihutanan, pe irmasalahan 

teirkaitan keidudukan hutan adat muncul. Dimana status hutan adat dalam 

Undang-Undang Keihutanan teirgoiloing bagian dari hutan neigara dan adanya 

hak me inguasai neigara o ileih para peimeigang mo idal yang me infaatkan hutan 

tanpa me impeirhatikan keiarifan lo ikal dari masyarakat hukum adat. 

Akibatnya, hak masyarakat hutan adat atas wilayah hutan adatnya 

teirpinggirkan, bahkan me ireika meirasa diabaikan oileih neigara.45 

Adanya keiteintuan hutan adat, akibatnya se ibagai bagian dari hutan 

neigara, maka hal ini dapat me inyeibabkan eiksisteinsi dari hutan adat me injadi 

tidak je ilas kareina neigara dapat se icara beibas meingambil alih hutan adat 

untuk keipeintingan teirteintu. O ileih kareina itu, Mahkamah Ko institusi dalam 

Keiputusan MK No imoir 35/PUU-X/2012 meingabulkan peirmoihoinan uji 

mateiriil yang dilakukan o ileih Aliansi Masyarakat Hukum Adat Nusantara 

(AMAN), Keisatuan Masyarakat Hukum Adat Ke ineigeirian Kuntu, dan 

Keisatuan Masyarakat Hukum Adat Ke iseipuhan Cisitu se ihingga hutan adat 

meindapatkan keidudukan yang kuat keimbali. 

 
45 Suparto, “Kedudukan dan Proses Penetapan Hutan Adat Pasca Putusan MK No. 35/PUU-

X/2012 serta Implementasinya di Provinsi Riau”, Jurnal Bina Hukum Lingkungan, vol. 5 no. 2, 

2021, hlm. 201-202. 
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Deingan deimikian, akibat dari adanya putusan Mahkamah Ko institusi 

ini me inyeibabkan peirubahan dalam be ibeirapa hal antara lain me ingeinai 

deifinisi hutan adat dan hutan ne igara beiseirta peirgeiseiran status se ibeilumnya 

hanya dike inal dua status hutam yaitu hutan ne igara dan hutan hak. Maka, 

pasca putusan Mahkamah Ko institusi teirseibut teilah me ingukuhkan status 

hutan adat. Se ilanjutnya, saat ini dike inal tiga status hutan, yaitu hutan hak, 

hutan neigara, dan hutan adat yang teirmasuk didalamnya tanah hak ulayat. 

Akan teitapi, Undang-Undang Keihutanan meinganut pandangan yang 

beirbeida teintang hak ulayat. Jika hukum tanah nasio inal hak ulayat dikatakan 

seibagai hak atas tanah atau hutan dan se igala isinya, lain halnya dalam 

Undang-Undang Keihutanan yang te irkeisan tidak meingakui hak ulayat. Hal 

ini teirlihat dalam Pasal 1 angka 6 yang meimasukkan hak ulayat yang 

didalamnya ada hutan adat se ibagai hutan neigara, se idangkan peingeirtian 

hutan neigara dalam keiteintuan umum Pasal 1 angka 4 dide ifinisikan seibagai 

“Hutan yang beirada pada tanah yang tidak dibe ibani ha katas tanah”. 

Deingan deimikian, seihubungan deingan deifinisi hutan adat dan hutan 

neigara, dinyatakan bahwa frasa “Ne igara” tidak me imiliki ke ikuatan hukum 

meingikat kareina frasa teirseibut beirteintangan deingan UUD 1945, maka bunyi 

keiteintuan pasal te irseibut meinjadi hutan adat adalah hutan yang beirada dalam 

wilayah masyarakat hukum adat. Jika frasa “Ne igara” masih ada dalam Pasal 

1 angka 6, maka peimeirintah akan seieinaknya saja meinunjuk dan meineitapkan 

kawasan hutan. Hal ini akan me imbeirikan ko inseikueinsi tanah yang bukan 

kawasan hutan milik rakyat ke icil dan masyarakat hukum adat tidak 
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meimiliki ke ipastian hukum. Namun, saat frasa “neigara” dihilangkan maka 

peimeirintah harus me ilalui proiseis untuk meineitapkan kawasan hutan, tidak 

bisa seieinaknya saja meinunjuk suatu wilayah adalah kawasan hutan 

meilainkan harus meilalui suatu tahapan peineilitian. 

Deingan deimikian, putusan Mahkamah Ko institusi te irseibut teilah 

meimbeirikan keikuatan hukum atas ke idudukan peinguasaan hutan adat o ileih 

masyarakat hukum adat se ihingga keibeiradaannyya me indapat teimpat yang 

seimakin kuat dan me injadikan masyarakat adat se ibagai “peinyandang hak” 

dan subjeik hukum atas wilayah adatnya. Dan me ingubah keidudukan hutan 

adat yang se ibeilumnya meirupakan bagian dari hutan ne igara meinjadi bukan 

hutan neigara, meilainkan bagian dari hutan hak (milik).46 

D.  Maiqai>s}id a il-Syairi>’aih 

1. Definisi Maiqai>s}id ail-syairi>’aih  

Salah satu konsep penting dalam hukum Islam yang seringkali 

menjadi pokok pembahasan adalah maiqai >s}id ail-sya iri>’aih. maiqai>s}id ail-

sya iri>’aih terdiri dari dua kata yaitu maiqai>s}id dan syairi>’a ih. Secara bahasa, 

kata maiqai>s}id mempunyai arti maksud dan tujuan, sedangkan syairi>’a ih 

mempunyai arti jalan yang lurus yang wajib bagi seorang muslim.47 

Sedangkan secara etimologi maiqai>s}id mempunyai arti kesengajaan dan 

sya iri>’aih diantikan peraturan atau undang-undang. Dan secara 

terminologi diartikan sebagai suatu tujuan yang hendak dicapai oleh 

 
46 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012. 
47 Sri Wahyuni, Kinerja Maiqai>s}id ail-syairi>’aih dan Faktor-Faktor Determinan (Surabaya: 

Scopindo Media Pustaka, 2019), hlm. 9. 



39 

 

 

syariat untuk mencapai kemaslahatan umat. Sehingga dapat ditafsirkan 

bahwa maiqai>s}id ail-syairi>’a ih adalah prinsip-prinsip yang sesuai dengan 

syariat Islam.48 

Adapun tujuan dari maiqai>s}id ail-syairi>’aih yaitu untuk memelihara 

kemaslahatan manusia. Tujuan ini menunjukkan kepada mukallaf 

dengan upaya mewujudkan kebaikan, melalui beberapa ketentuan 

diantaranya adalah :  

a. Al-maiqai>s}id ad-d}h}aru>riya>t atau biasa disebut dengan keperluan 

primer, merupakan segala sesuatu yang harus ada demi tegaknya 

kemaslahatan manusia dan harus dipertahankan keberadaannya 

agar tidak membahayakan kemaslahatan umat. Tujuan hukum 

Islam ini mengharuskan pada pemeliharaan terhadap lima 

kebutuhan manusia diantaranya adalah h}ifz} a il-di>n (menjaiga i 

aigaimai), h}ifz} ail-naifs (menjaigai jiwai), h}ifz} ail-aiql (menjaigai aikail), 

h}ifz} ail-mai>l (menjaigai hairtai), dain yaing teraikhir yaiitu h}ifz} ail-irdh wai 

ail-naisl (menjaigai kehormaitain dain keturunain). Contohnya, 

mengucapkan dua kalimat syahadat, shalat, mencari sandang, 

pangan, papan, dan dilarang untuk membunuh. 

b. Al-maiqai>s}id al-h}ajiyya>t atau keperluan sekunder, merupakan  

kebutuhan untuk mencapai kemaslahatan, yang jika tidak 

diupakakan tidak akan menghilangkan kemaslahatan seluruhnya, 

 
48 Akmal Bashori, Filsafat Hukum Islam (Jakarta: Prenadamedia Group, 2020), hlm. 214-

215. 
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hanya menimbulkan kesulitan. Contohnya, mengqassar sholat bagi 

musafir dan shalat dalam keadaan duduk apabila tidak sanggup 

berdiri.  

c. Al-maiqai>s}id al-tah}si>niya>t atau keperluan tersier, merupakan 

kebutuhan yang dianggap baik menurut pandangan umum. Dimana 

suatu hal yang tidak bisa diupayakan, tidak membuat hilangnya 

kemaslahatan, dan tidak menimbulkan kesulitan, tetapi hanya 

bersifat melengkapi. Contohnya mengggunakan pengharum Ketika 

akan shalat berjamaah, mandi sebelum shalat jum’at, belajar di 

tempat yang bagus.49 

Dalam maiqai>s}id ail-syairi>’aih terdapat lima kemasalahatan yang 

terdapat dalam Al-maiqai>s}id ad-d}h}aru>riya>t, penulis berfokus pada salah 

satu kemaslahatan yaitu h}ifz} ail-naifs yang secara etimologi mempunyai 

arti menjaigai jiwai. Sedangkan secara terminologi h}ifz} ail- naifs 

merupakan upaya pencegahan terjadinya hal buruk. Dalam hal ini, umat 

Islam berkewajiban untuk menjaga diri sendiri dan masyarakat umum. 

Islam juga mendukung umat manusia untuk saling menyayangi dan 

menghormati. Jaminan keselamatan jiwa merupakan jaminan atas hak 

hidup, keselamatan nyawa, anggota badan, dan jaminan kemanusiaan, 

bahkan manusia juga diberi jaminan atas kebebasan berpendapat, 

berbicara, dan kebebasan untuk memilih tempat tinggal.50 

 
49 M. Syukri Albani Nasution dan Rahmat Hidayat Nasution, Filsafat Hukum Islam 

Maiqai>s}id ail-syairi>’aih (Jakarta: Kencana, 2020), hlm. 43. 
50Aay Siti Raohatul Hayat, “Implementasi Pemeliharaan Jiwa pada Pengasuhan Anak 

Berbasis Keluarga”, Jurnal Kajian Keislaman dan Kemasyarakatan” , vol. 5 no. 2, 2020, hlm. 155. 
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2. Jenis-Jenis Maiqai>s}id ail-Syairi>’aih 

a. Memelihara Agama 

H}ifz} ail-di>n atau menjaga agama merupakan hal utama 

yang harus dijaga agar maiqai>s}id ail-syairi>’a ih  dapat tercapai, 

meskipun sebagian menetapkan jiwa ditempat pertama. 

Memelihara agama dalam peringkat d}h}aru>riya>t, yaitu 

memelihara dan melaksanakan kewajiban keagamaan yang 

masuk peringkat primer, seperti melaksanakan shalat lima 

waktu. Jika shalat tersebut diabaikan maka akan terancam 

eksistensi agama. 

b. Memelihara Jiwa 

H}ifz} ail-naifs atau menjaga jiwa adalah memelihara hak 

untuk hidup secara terhormat dan memelihara jiwa agar 

terhindar dari tindakan penganiayaan, baik berupa pembunuhan 

maupun berupa pelukaan. Menjaga jiwa terletak pada tingkat 

yang kedua setelah agama, yang merupakan tujuan 

ditetapkannya permasaahan adat dan hukum jinayah. Menjaga 

jiwa merupakan salah satu maiqai>s}id ail-syairi>’a ih  dari ketetapan 

Allah yang berbicara masalah muamalah dan jinayah.  

Menurut al-Najjar, menjaga jiwa memuat dua dimensi 

penting dalam diri manusia yaitu menjaga jiwa secara materi 

dan menjaga jiwa secara maknawi. Menjaga jiwa secara materi 

artinya menjaga jiwa dengan segala hal yang menunjangnya 
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secara materi, mulai dari nutrisi serta kebutuhan jasmani lainnya 

dan menjauhkan segal hal yang membahayakan jasmani. 

Sementara menjaga jiwa secara maknawi yaitu memberi rasa 

aman pada jiwa. Rasa aman disini merupakan bagian dari hak 

asasi manusia (HAM) yang harus dilindungi.51 

Peran dari penjagaan atau pemeliharaan jiwa maiqai>s}id ail-

syairi>’aih h}ifz} ail- nafs, terdiri dari: 

1) D}h}aru>riya>t, seperti memenuhi kebutuhan pokok berupa 

makanan untuk mempertahankan hidup. Jika makanan 

pokok ini diabaikan, maka akan berakibat pada 

terancamnya eksistensi jiwa manusia. 

2) H}ajiyya>t, seperti dibolehkan untuk berburu binatang untuk 

menikmati makanan yang lezat dan halal. Jika hal ini tidak 

dilakukan, tidak mengabaikan eksistensi jiwa manusia, 

melainkan hanya mempersulit jiwa manusia. 

3) Tah}si>niya>t, seperti ditetapkan tatacara makan dan minum 

dengan kesopanan dan etika yang sama sekali tidak 

mengancam eksistensi jiwa manusia, ataupun mempersulit 

mempersulit jiwa seseorang.  

c. Memelihara Akal  

 
51 Abd al-Maji>d al-Najja>r, Maiqai>s}id ail-Syairi>’aih  bi Ab’a>d Jadi>dah (Beirut: Da>r al-Gharb 

al-Isla>mi, 2008), 114-115. 



43 

 

 

H}ifz} ail-aiql atau menjaga akal dimaksudkan agar 

manusia dapat menggunakan akal layaknya manusia, jauh dari 

sifat-sifat buruk hewan karena secara kasar dapat dikatakan 

bahwa manusia adalah hewan yang berpikir. Memelihara akal 

dalam peringkat daruriyyat, seperti diharamkannya minuman 

keras. Jika ketentuan ini tidak diindahkan maka akan berakibat 

terancamnya eksistensi akal. 

d. Memelihara Keturunan  

H}ifz} ail-irdh wai ail-naisl atau menjaga keturunan atau 

kehormatan adalah hal pokok keempat yang harus dijaga demi 

mewujudkan kemaslahatan bagi mausia. Menjaga keturunan 

adalah memelihara kelestarian jenis makhluk manusia dan 

membina sikap mental generasi penerus agar terhindar dari 

peperangan diantara manusia. Ketentuan atau syariat Allah yang 

bertujuan untuk memelihara keturunan atau kehormatan adalah 

syariat dalam bidang muamalah, terutama maslah munakahat 

serta jinayah. Memelihara keturunan dalam peringkat 

daruriyyat, seperti disyariatkan menikah dan larangan berzina. 

Jika kegiatan ini diabaikan maka eksistensi keturunan akan 

terancam. 

e. Memelihara Harta 

H}ifz} ail-mai>l atau menjaga harta adalah adalah 

memelihara harta dari perbuatan yang dapat merusak kehalalan 
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harta dan keselamatannya. Dilihat dari segi kepentingannya. 

Memelihara harta dalam peringkat daruriyyat, seperti syariat 

tentang tatacara pemilikan harta dan larangan mengambil harta 

orang lain dengan cara yang tidak sah, apabila aturan itu 

dilanggar maka berakibat terancamnya eksistensi harta. 

H}ifz} ail-mai>l sendiri merupakan perlindungan terhadap 

hak milik pribadi maupun masyarakat dengan adanya jaminan 

keamanan dari adanya hak milik. Sehingga tidak boleh terjadi 

adanya larangan terhadap perampasan hak milik, 

penyelewengan, penggelapan, penggusuran, perusakan 

lingkungan alam serta eksploitasi-eksploitasi haram lainnya 

yang dilarang, baik oleh individu, masyarakat, institui 

keagamaan, maupun institusi negara.52 

f. Memelihara Lingkungan  

H}ifz} ail-bi>ah atau memelihara lingkungan yang meliputi 

semua komponen alam seperti bumi (daratan), udara, laut, 

termasuk berbagai jenis hewan dan tumbuhan yang ada 

didalamnya. Dengan kata lain, ail-bi>ah dapat diartikan dengan 

lingkungan hidup, makhluk hidup, termasuk manusia dan 

perilakunya yang mempengaruhi alam. 

Pada dasarnya tujuan dari pemeliharaan lingkungan 

adalah untuk mewujudkan kemaslahatan sebagai tujuan utama 

 
52 Akmal Bashori, Filsafat Hukum, hlm. 218-219. 
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dari aktivitas kemanusiaan. Segala perilaku yang mengarah 

kepada perusakan lingkungan hidup merupakan perbuatan 

melawan agama, mengancan jiwa, merusak akal, merusak harta, 

dan mengancam keturunan. 

Al-Najjar merumuskan h}ifz} ail-bi>ah menjadi empat 

bagian: pertama yaitu keharusan untuk memelihara lingkungan 

dari tindakan destruktif yang dilakukan oleh seseorang tanpa 

disadari dapat merusak tatanan dan kehidupan bersosial dalam 

masyarakat, kedua yaitu memelihara lingkungan dari segala 

macam bentuk pengotoran dan pencemaran, ketiga yaitu 

memelihara lingkungan dari perilaku konsumtif yang 

berlebihan, dan keempat yaitu memelihara lingkungan dengan 

cara reboisasi. 

Tindakan merusak lingkungan hidup merupakan 

tindakan mafasid (kerusakan) yang dalam prinsip Islam harus 

dihindari dan dicegah, karena merupakan suatu tindakan 

kriminal.53 

 

 
53 Muhammad Syukri Albani Nasution, Filsafat Hukum Islam dan Maiqai>s}id ail-syairi>’a ih 

(Jakarta: Kencana, 2020), hlm. 71-74. 
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BAB III 

PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 35/PUU-X/2012 TENTANG 

KEDUDUKAN HUTAN ADAT  

A. Deskripsi Alasan-Alasan Pemohon dalam Permohonan Pengajuan Uji 

Materiil Undang-Undanag Kehutanan Terhadap Maihkaimaih Konstitusi 

No. 35/PUU-X/2012 Tentang Kedudukam Hutan Adat  

Para pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat 

permohonan yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada 

tanggal 19 Maret 2012, yang diajukan oleh pemohon Aliansi Masyarakat 

Adat Nusantara (AMAN) yang diwakili oleh Ir. Abdon Nababan sebagai 

Sekretaris Jenderal AMAN beralamat di Jalan Tebet Utara II C Nomor 22 

Jakarta Selatan, sebagai Pemohon I. Kesatuan Masyarakat Hukum Adat 

Kenegarian Kuntu yang diwakili oleh H. Bustamir sebagai Khalifah Kuntu, 

dengan Gelar Datuk Bandaro beralamat di Jalan Raya Kuntu RT/RW 

002/001 Desa Kuntu Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar, Provinsi 

Riau, sebagai Pemohon II.  Dan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat 

Kesepuhan Cisitu yang diwakili oleh H. Moch. Okri alias H. Okri sebagai 

Olot Kesepuhan Cisitu beralamat di Kesepuhan Cisitu, RT/RW 02/02 Desa 

Kujangsari, Kecamatan Cibeber Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, 

sebagai Pemohon III. Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus 

bertanggal 9 Maret 2012 memberi kuasa kepada Sulistiono, S.H., Iki 

Dulagin, S.H., M.H., Susilaningtyas, S.H., Andi Muttaqien, S.H., Abdul 

Haris, S.H., Judianto Simanjutak, S.H., Erasmus Cahyadi, S.H., para 
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Advokat dan Pengabdi Bantuan Hukum, yang bergabung dalam Tim 

Advokat Masyarakat Adat Nusantara, beralamat di Jalan Tebet Utara II C 

Nomor 22 Jakarta Selatan. 

Pemohon telah mengajukan permohonan yang diterima 

Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 26 Maret 2012 

berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 

100/PAN.MK/2012 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi 

pada tanggal 2 April 2012 dengan Nomor 35/PUU-X/2012 dan telah 

diperbaiki dan berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 

100/PAN.MK/2012 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi 

pada tanggal 2 April 2012 dengan Nomor 35/PUU-X/2012 dan telah 

diperbaiki dan diterima dalam persidangan pada tanggal 4 Mei 2012.54 

Diuraikan daalam Alinea IV Pembukaan Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) 

telah jelas disebutkan tujuan dari pembentukan Negara Kesatuan Republik 

Indonesia (NKRI) yaitu untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan 

seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan 

umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban 

dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan 

sosial.55 Alinea IV Pembukaan UUD 1945 tersebut selanjutnya menjadi 

dasar dari perumusan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang memberikan 

 
54 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012, hlm. 1-3. 
55 Alinea IV Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945  
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mandat kepada negara agar pemanfaatan bumi (tanah), air dan kekayaan 

alam yang terkandung di dalamnya sebesarbesarnya digunakan untuk 

menciptakan kemakmuran bagi rakyat.56 

Teitapi Faktanya seilama le ibih dari 10 tahun be irlakunya UU 

Keihutanan te ilah dijadikan se ibagai alat o ileih neigara untuk me ingambil alih 

hak keisatuan masyarakat hukum adat atas wilayah hutan adatnya untuk 

keimudian dijadikan se ibagai hutan neigara, yang seilanjutnya justru atas nama 

neigara dibe irikan dan/atau dise irahkan keipada para peimilik mo idal meilalui 

beirbagai skeima peirizinan untuk dieiksploiitasi tanpa me impeirhatikan hak 

seirta keiarifan lo ikal keisatuan masyarakat hukum adat di wilayah te irseibut. 

Arus peinoilakan teirhadap peimbeirlakuan UU Keihutanan ini disuarakan 

seicara te irus meineirus oileih keisatuan masyarakat hukum adat, yang teirceirmin 

dalam aksi-aksi deimoinstrasi, dan lapo iran-lapoiran peingaduan kei leimbaga-

leimbaga neigara teirmasuk Koimisi Nasio inal Hak Asasi Manusia, bahkan ke i 

aparat peineigak hukum, namun upaya-upaya peino ilakan di lapangan 

ditanggapi deingan tindakan-tindakan keikeirasan dari ne igara dan swasta. 

Peimeirintah juga seiring meingeiluarkan keiputusan peinunjukan kawasan 

hutan tanpa te irleibih dahulu me ilakukan peingeiceikan teintang klaim keisatuan 

masyarakat hukum adat atas kawasan te irseibut yang bahkan pada 

keinyataannya te ilah ada peimukiman‐peimukiman masyarakat adat di 

dalamnya.57  

 
56 Pasal 33 ayat 3  Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945  
57 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012, hlm. 1-3. 
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Alasan peimoihoin, mateiri muatan yang meingatur teintang keidudukan 

dan peineitapan hutan adat pada Pasal 1 Angka 6 se ipanjang kata “ne igara”, 

Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), yang para Peimoihoin nilai beirteintangan deingan 

keiteintuan dalam Pasal 1 ayat (3), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), 

Pasal 28G ayat (1), Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, 

deingan te igas meinyatakan, “Ne igara Indo ineisia adalah ne igara hukum”. 

Meinurut Jimly Ashiddiqie i meingandung peingeirtian adanya peingakuan 

teirhadap supreimasi hukum dan ko institusi, dianutnya prinsip peimisahan dan 

peimbatasan keikuasaan meinurut siste im koinstitusio inal yang diatur dalam 

UUD 1945, adanya jaminan hak asasi manusia dalam UUD 1945, adanya 

prinsip peiradilan yang beibas dan tidak meimihak yang me injamin peirsamaan 

seitiap wargane igara dalam hukum, se irta meinjamin keiadilan bagi seitiap 

oirang te irmasuk teirhadap peinyalahgunaan weiweinang o ileih pihak yang 

beirkuasa.58  

Diuraikan dalam Pasal 1 angka (6) se ipanjang frasa “neigara”, Pasal 

5 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Keihutanan ini digambarkan : 

1. Teilah meimbeirikan koinseikueinsi bahwa seimua tanah dan sumbeir daya 

alam dari kawasan hutan di Indo ineisia dikuasai o ileih neigara. Keibijakan 

ini me imungkinkan neigara untuk meimbeirikan hak-hak di atas tanah hak 

ulayat yang tidak/be ilum dio ilah tanpa meimpeiroileih peirseitujuan dari 

masyarakat hukum adat yang te irkait dan tanpa me imicu keiwajiban 

hukum untuk meimbayar ko impeinsasi yang meimadai keipada masyarakat 

 
58 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012, hlm. 26-27. 
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hukum adat yang me impunyai hak ulayat atas tanah te iseibut. Praktik ini 

teilah muncul, khususnya seihubungan deingan peimbeirian hak peingusaan 

hutan keipada peirusahaan HPH, pe ineitapan hutan lindung, dan alo ikasi 

tanah bagi pro iyeik transmigrasi.  

2. Keieingganan neigara untuk me ingakui hak-hak masyarakat Adat 

teirhadap tanah dan sumbe ir daya alam meireika, keigagalan atau 

keieingganan neigara untuk meineirapkan hukum umumnya be irakar pada 

satu se ibab, yakni peiraturan dikriminatif 

3. Teilah meilanggar prinsip pe irsamaan di deipan hukum se ibagai salah ciri 

neigara hukum atau rulei oif law kareina beirteintangan deingan asas 

leigalitas, preidiktibilitas, dan transparansi, yang diakui dan diatur dalam 

ko institusi, yang meinjadi salah satu prinsip po ikoik bagi teigaknya neigara 

hukum seibagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. 

4. Pada Pasal 1 UU Ke ihutanan dike imukakan ada dua je inis hutan, yakni 

hutan hak dan hutan ne igara. Diseibut hutan hak bila hutan itu tumbuh 

atau beirada di atas tanah yang dibeibani suatu hak atas tanah. Seibaliknya 

akan dise ibut hutan neigara bila hutan itu tumbuh atau be irada di atas 

tanah yang tidak dibe ibani suatu hak atas tanah. Hutan adat bahkan 

seicara langsung dideifinisikan seibagai hutan neigara yang tumbuh di atas 

tanah dalam wilayah masyarakat hukum adat. Bahkan tanpa argume in 

yang masuk akal se ibagaimana dinyatakan Pasal 1 butir d, butir e i, dan 

butir f hutan adat se irta me irta masuk kateigoiri hutan neigara. Leibih 
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gamblang lagi dinyatakan bahwa hutan ne igara dapat be irupa hutan adat, 

seibagaimana diseibut pada Pasal 5 ayat (1) UU Ke ihutanan. 

5. Keibeiradaan keiteintuan pasal-pasal pada Undang-Undang Keihutanan 

teilah meimbatasi hak ko institusioinal para Pe imoihoin untuk 

meingeimbangkan diri, dalam rangka me imeinuhi keibutuhan dasarnya 

seibagai manusia di wilayah keisatuan masyarakat hukum adatnya hanya 

kareina wilayahnya itu dijadikan Kawasan Hutan Taman Nasio inal 

dan/atau dibe irikan keipada peirusahaan untuk dijadikan kawasan 

tambang, peirkeibunan keilapa sawit beisar atau hutan tanaman insdustri. 

6. Peimeirintah beirkuasa meineitapkan status hutan. Suatu hutan bisa 

diteitapkan seibagai hutan adat se ipanjang faktanya masyarakat hukum 

yang beirsangkutan masih ada dan ke ibeiradaannya me indapat peingakuan 

o ileih Peimeirintah. Seibaliknya bilamana dalam pe irkeimbangannya 

masyarakat hukum adat te irseibut tidak lagi eiksis maka hak peingeiloilaan 

atas hutan teirseibut diambil keimbali o ileih Peimeirintah. 

Beirdasarkan uraian di atas, maka tampak je ilas bahwa Pasal 1 angka 

(6) seipanjang frasa “neigara”, Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang 

Keihutanan te ilah nyata meimbeirikan keikuasaan meilampaui batas pada 

Peimeirintah untuk meilakukan seisuatu yang bukan we iweinangnya. Kareina 

bagaimanapun keibeiradaan (hidup matinya) se ikeiloimpo ik suku bangsa tidak 

boileih dise irahkan keipada peinyeileinggara neigara, yakni Pe imeirintah kareina 

ini meirupakan bagian dari hak-hak keimanusiaan seikeiloimpo ik oirang yang 

seimeistinya te ilah dijamin dan dilindungi oileih koinstitusi. Dan hal ini 
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diseibutkan juga dalam Pasal 28 UUD 1945 yang menyatakan setiap orang 

beirhak atas pe ingakuan, jaminan, peirlindungan, dan ke ipastan hukum yang 

adil se irta peirlakuan yang sama di hadapan hukum dan dalam Pasal 1 ayat 

(3) UUD 1945 dise ibutkan bahwa ke ipastian hukum dan pe irlakuan yang 

sama di muka hukum me irupakan ciri dari neigara hukum. Se ihingga deingan 

hal ini, pasal -pasal dalan Undang-Undang Keihutanan dianggap 

beirteintangan deingan keiteintuan dalam Pasal 1 ayat (3), Pasal 28C ayat (1), 

Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Dan 

Peimo ihoin, meiminta keipada Mahkamah Ko institusi untuk me ineirima dan 

meingabulkan peirmhoinan Peimo ihoin untuk seiluruhnya.59 

B. Pertimbangan Hakim dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 

35/PUU-X/2012 tentang Hutan Adat 

Pertimbangan hakim terkait dengan permasalahan kedudukan hutan 

adat yang menimbulkan adanya kerugian hak dan/atau kewenangan 

konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 dan diakibatkan oleh 

berlakunya Undang-Undang Kehutanan dengan alasan yang pada pokoknya 

adalah:  

Para Peimoihoin meingalami hambatan dalam me injalankan tugas dan 

peiranannya untuk me impeirjuangkan hak-hak masyarakat adat dan 

keihilangan wilayah hutan adatnya se ihingga tidak me imiliki akseis untuk 

meimanfaatkan dan me ingeiloila wilayah hutan adatnya yang me ingakibatkan 

hilangnya sumbe ir peikeirjaan dan sumbeir peinghidupan yang dalam 

 
59 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012, hlm. 26-43. 
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peirmo ihoinannya meindalilkan bahwa ke iteintuan Pasal 1 angka 6 se ipanjang 

kata ”neigara”, Pasal 4 ayat (3) se ipanjang frasa “se ipanjang keinyataannya 

masih ada” Undang-Undang Keihutanan, teilah meilanggar prinsip peirsamaan 

di deipan hukum seibagai salah satu ciri ne igara hukum kareina beirteintangan 

deingan asas le igalitas, preidiktabilitas, dan transparansi yang diakui dan 

diatur dalam ko institusi, yang me injadi salah satu prinsip po ikoik bagi 

teigaknya neigara hukum seibagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 

1945. Peingakuan dan peingho irmatan teirhadap masyarakat hukum adat 

seibagai keiloimpo ik masyarakat o itoinoim disadari oileih dunia yang te irbukti dari 

keiteintuan yang ada dalam Pasal 3 dan Pasal 4 De iklarasi Peirseirikatan 

Bangsa-Bangsa teintang Hak-Hak Masyarakat Adat. Masyarakat adat 

meimpunyai hak untuk meineintukan nasib seindiri.  

Untuk meimbuktikan dalil-dalilnya, para Peimo ihoin meingajukan 

bukti-bukti teirtulis yang pada po ikoiknya meingeimukakan bahwa masyarakat 

adat me imiliki karate iristik khusus se ibagai keiloimpoik peinduduk yang hidup 

dalam wilayah seicara turun teimurun dan teirus-meineirus deingan suatu sisteim 

keibudayaan dan aturan-aturan adat khas yang me ingikat di antara be irbagai 

keiloimpo ik so isial di dalamnya. Masyarakat adat ini adalah salah satu 

goiloingaan peinduduk yang seicara langsung me injadi ko irban dan meindeirita 

akibat izin me imbuka peirtambangan, keihutanan, dan pe irkeibunan yang 

beirlangsung seimeinjak reizim Oirdei Baru beirkuasa tahun 1967. Keiweinangan 

publik dalam me imbeiri izin peimbukaan hutan, lo ikasi peirtanian, peirikanan 
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yang diteimukan di Maluku Teinggara, meirupakan ciri khas dalam seijarah 

teintang peimeirintahan hukum adat. 

Teitapi dalam hal ini, Pe imeirintah justru meino ilak dalil-dalil para 

Peimo ihoin dan meinyatakan bahwa pasal-pasal yang diujikan 

koinstitusioinalitasnya meirupakan pasal-pasal yang tidak be irteintangan 

deingan ko institusi. Kareina meinurut peindapat meireika, pasal-pasal dan ayat-

ayat UU Keihutanan yang diuji teirseibut teilah seisuai deingan seimangat UUD 

1945 dan hak me inguasai hutan oileih neigara dianggap te ipat kareina neigara 

meirupakan o irganisasi keikuasaan seiluruh rakyat pada tingkat te irtinggi 

dalam prinsip Neigara Keisatuan Reipublik Indoineisia. 

Keimudian, Mahkamah Ko institusi meimpeirtimbangkan po ikoik 

peirmo ihoinan dari peimoihoin deingan teirleibih dahulu meingeimukakan bahwa, 

dalam Peimbukaan UUD 1945 te irseibut, teirdapat dua hal pe inting dalam 

peimbeintukan neigara deingan pilihan ne igara keiseijahteiraan yaitu me ingeinai 

tujuan neigara dan me ingeinai dasar neigara Pancasila. Dimana dalam hal ini, 

keiseijahteiraan umum yang me irupakan keiseijahteiraan seiluruh rakyat 

Indoineisia. Dan dalam ke iteintuan ko institusi teirdapat satu hal pe inting dan 

fundameintal dalam lalu-lintas hubungan hukum yaitu masyarakat hukum 

adat seicara ko institusio inal diakui dan diho irmati seibagai peinyandang hak 

yang deingan deimikian teintunya dapat pula dibe ibani keiwajiban. Deingan 

deimikian masyarakat hukum adat adalah subje ik hukum. Seibagai subjeik 

hukum di dalam suatu masyarakat yang te ilah meineigara maka masyarakat 

hukum adat haruslah me indapat peirhatian seibagaimana subje ik hukum yang 
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lain keitika hukum heindak meingatur, teirutama meingatur dalam rangka 

peingalo ikasian sumbeir-sumbeir keihidupan. Teirkait de ingan hal teirseibut, 

UUD 1945 te ilah meineintukan dasar-dasar ko institusio inalnya, seibagaimana 

diseibutkan dalam Pasal 33 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) UUD 1945. 

Undang-Undang Keihutanan me impeirlakukan masyarakat hukum 

adat yang se icara ko institusio inal seibagai subjeik hukum te irkait deingan hutan 

beirbeida deingan subjeik hukum yang lain, dalam hal ini teirkait deingan 

kateigo irisasi hutan yang di dalamnya te irdapat hubungan hukum antara 

subjeik hukum deingan hutan. Ada tiga subjeik hukum yang diatur dalam UU 

Keihutanan, yakni ne igara, masyarakat hukum adat, dan pe imeigang hak atas 

tanah yang di atasnya te irdapat hutan. Neigara meinguasai baik atas tanah 

maupun atas hutan. Peimeigang hak atas tanah dimaksud juga meimeigang hak 

atas hutan, te itapi masyarakat hukum adat tidak se icara je ilas peingaturan 

teintang haknya atas tanah maupun hutan. 

Deingan peirlakuan beirbeida teirseibut masyarakat hukum adat se icara 

poiteinsial, atau bahkan dalam kasus-kasus teirteintu seicara faktual, 

keihilangan haknya atas hutan se ibagai sumbeir daya alam untuk 

keihidupannya, teirmasuk hak tradisio inalnya, seihingga masyarakat hukum 

adat meingalami keisulitan dalam me imeinuhi keibutuhan hidupnya dari hutan 

seibagai sumbeirnya. Bahkan se iringkali hilangnya hak-hak masyarakat 

hukum adat dimaksud de ingan cara se iweinang-weinang, seihingga tidak 

jarang me inyeibabkan teirjadinya ko inflik yang meilibatkan masyarakat dan 

peimeigang hak. Keiadaan seipeirti ini seibagai akibat dari be irlakunya no irma 
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yang tidak me injamin keipastian hukum dan me inimbulkan keitidakadilan 

teirhadap masyarakat hukum adat dalam kaitannya de ingan hutan seibagai 

sumbeir-sumbeir keihidupan me ireika. Masyarakat hukum adat be irada dalam 

poisisi yang le imah kareina tidak diakuinya hak-hak meireika seicara jeilas dan 

teigas keitika beirhadapan deingan neigara deingan hak me inguasai yang sangat 

kuat. Seiharusnya peinguasaan neigara atas hutan dipe irgunakan untuk 

meingalo ikasikan sumbeir daya alam se icara adil deimi se ibeisar-beisarnya 

keimakmuran rakyat. 

Keimudian, Mahkamah Ko institusi meimpeirtimbangkan pasal-pasal 

Undang-Undang Keihutanan yang didalilkan o ileih para peimoihoin dan 

dianggap beirteintangan deingan UUD 1945 diantaranya pada Pasal 1 angka 

6, Pasal 4 ayat 3, Pasal 5 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Keihutanan yang 

meindeifinisikan hutan adat seibagi hutan neigara. Padahal, suatu hutan dise ibut 

seibagai hutan neigara apabila hutan teirseibut beirada di atas tanah yang tidak 

dibeibani suatu hak atas tanah. Hal ini me imungkinkan neigara meimbeirikan 

hak-hak di atas tanah hak ulayat ke ipada subjeik hukum te irteintu tanpa 

meimpeiroileih peirseitujuan masyarakat hukum adat dan tanpa me imiliki 

keiwajiban hukum untuk me imbayar ko impeinsasi keipada masyarakat hukum 

adat yang me impunyai hak ulayat atas tanah te irseibut. Akibatnya, para 

Peimo ihoin tidak dapat me ingeilo ila dan meimanfaatkan po iteinsi sumbeir daya 

alam yang beirada di wilayah para Pe imoihoin seibagai keisatuan masyarakat 

hukum adat guna meimeinuhi keibutuhan hidup meireika. 
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Teirhadap dalil peirmoihoinan teirseibut, me inurut Mahkamah, 

keibeiradaan hutan adat dalam ke isatuannya deingan wilayah hak ulayat dari 

suatu masyarakat hukum adat adalah ko inseikueinsi peingakuan teirhadap 

hukum adat se ibagai living law, yang merupakan hukum yang hidup dan 

sejalan dengan hukum yang hidtup di tengah-tengah masyarakat.60 Hal 

teirseibut beirlangsung seitidak-tidaknya seijak zaman Hindia Be ilanda hingga 

seikarang. Mahkamah juga te ilah meimbeirikan peingakuan te irhadap keisatuan 

masyarakat hukum adat, yang antara lain me impeirtimbangkan bahwa Pasal 

33 ayat (3) UUD 1945 meineintukan bahwa bumi dan air dan ke ikayaan alam 

yang te irkandung di dalamnya dikuasai o ileih neigara. Deingan adanya anak 

kalimat dipe irgunakan untuk seibeisar-beisar keimakmuran rakyat dalam Pasal 

33 ayat (3) UUD 1945, maka se ibeisar-beisar keimakmuran rakyat-lah yang 

meinjadi ukuran utama bagi ne igara dalam me ineintukan peingurusan, 

peingaturan atau peingeiloilaan atas bumi, air, dan ke ikayaan alam yang 

teirkandung di dalamnya. Di samping itu, peinguasaan oileih neigara atas bumi, 

air dan ke ikayaan alam yang te irkandung di dalamnya harus juga 

meimpeirhatikan hak-hak yang te ilah ada, baik hak individu maupun hak 

koileiktif yang dimiliki masyarakat hukum adat (hak ulayat), hak masyarakat 

adat seirta hak-hak koinstitusio inal lainnya yang dimiliki oileih masyarakat dan 

dijamin oileih koinstitusi, karena memang pada hakikatnya tujuan konstitusi 

 
60 Hariyanto, “Pembangunan Hukum Nasional Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila”, 

Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi, vol. 1 no. 1, 2018, hlm. 55. 
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adalah memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak anggota 

masyarakat.61 

Hutan adat dalam keinyataannya beirada dalam wilayah hak ulayat. 

Dalam wilayah hak ulayat te irdapat bagian-bagian tanah yang bukan hutan 

yang dapat beirupa ladang peinggeimbalaan, kuburan yang be irfungsi untuk 

meimeinuhi keibutuhan umum, dan tanah-tanah yang dimiliki se icara 

peirseio irangan yang beirfungsi me imeinuhi keibutuhan peirseioirangan. 

Keibeiradaan hak pe irseioirangan tidak be irsifat mutlak. Hubungan antara hak 

peirseio irangan deingan hak ulayat beirsifat leintur. Hak peingeiloilaan hutan adat 

beirada pada masyarakat hukum adat, namun jika dalam pe irkeimbangannya 

masyarakat hukum adat yang be irsangkutan tidak ada lagi, maka hak 

peingeiloilaan hutan adat jatuh ke ipada Peimeirintah. 

Beirdasarkan hal teirseibut di atas, maka diatur hubungan antara hak 

meinguasai neigara deingan hutan neigara, dan hak meinguasai neigara teirhadap 

hutan adat. Teirhadap hutan ne igara, neigara meimpunyai weiweinang peinuh 

untuk me ingatur dan meimutuskan peirseidiaan, peiruntukan, peimanfaatan, 

peingurusan seirta hubungan-hubungan hukum yang teirjadi di wilayah hutan 

neigara. Keiweinangan peingeilo ilaan oileih neigara di bidang ke ihutanan 

seiharusnya dibeirikan keipada keimeinteirian yang bidangnya me iliputi urusan 

keihutanan. Teirhadap hutan adat, weiweinang neigara dibatasi se ijauh mana isi 

weiweinang yang teircakup dalam hutan adat. Hutan adat be irada dalam 

 
61 Hariyanto, “Politik Hukum dalam Legislasi Nasional”, Yudisia: Jurnal Pemikiran 

Hukum dan Hukum, vol. 13 no, 2, 2022, hlm. 302.  
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cakupan hak ulayat kareina beirada dalam satu ke isatuan wilayah masyarakat 

hukum adat Para warga suatu masyarakat hukum adat me impunyai hak 

meimbuka hutan ulayatnya untuk dikuasai dan diusahakan tanahnya bagi 

peimeinuhan keibutuhan pribadi dan ke iluarganya. Deingan deimikian, tidak 

dimungkinkan hak yang dipunyai o ileih warga masyarakat hukum adat 

teirseibut ditiadakan se ipanjang me imeinuhi syarat dalam cakupan pe ingeirtian 

keisatuan masyarakat hukum adat se ibagaimana dimaksud dalam Pasal 18B 

ayat (2) UUD 1945. 

Beirkaitan deingan peirmoihoinan peingujian ko institusio inalitas pasal a 

quoi, Mahkamah juga meimutus peingujian koinstitusio inalitas Pasal 4 ayat (3) 

UU Keihutanan yang meimpeirtimbangkan hak milik, hak guna bangunan, 

hak guna usaha, dan hak-hak lainnya atas tanah harus me indapat 

peirlindungan ko institusioinal beirdasarkan Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28H 

ayat (4) UUD 1945. Dan pe inguasaan hutan o ileih neigara harus juga 

meimpeirhatikan hak-hak yang deimikian seilain hak masyarakat hukum adat 

yang te ilah dimuat dalam no irma a quo i. Beirdasarkan peirtimbangan te irseibut, 

meinurut Mahkamah, Pasal 4 ayat (3) UU Ke ihutanan me imang beilum 

meincakup no irma teintang hak atas tanah yang lainnya yang dibe irikan 

beirdasarkan ke iteintuan peiraturan peirundangundangan, se ihingga pasal 

teirseibut beirteintangan deingan UUD 1945 se ipanjang tidak meimuat pula hak 

atas tanah yang dibe irikan beirdasarkan keiteintuan pe iraturan peirundang-

undangan. Walaupun Mahkamah tidak be irweinang untuk meingubah kalimat 

dalam Undang-Undang, kareina keiweinangan teirseibut hanya dimiliki oileih 
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peimbeintuk Undang-Undang yaitu DPR dan Pre isidein, namun deimikian 

Mahkamah dapat me ineintukan suatu no irma beirsifat koinstitusioinal beirsyarat. 

Keimudian Mahkamah juga me imutus Pasal 5 ayat (1) UU 

Keihutanan, deingan meimpeirtimbangkan bahwa ke iteintuan yang te irdapat 

dalam pasal a quo i beirkaitan deingan Pasal 1 angka 6 UU Ke ihutanan. Oileih 

kareina itu, pe irtimbangan hukum te irhadap Pasal 1 angka 6 UU Ke ihutanan 

mutatis mutandis be irlaku pula te irhadap dalil peirmo ihoinan meinyangkut 

Pasal 5 ayat (1) UU Ke ihutanan. Namun deimikian, o ileih kareina pasal a quo i 

meingatur te intang kateigoirisasi hubungan hukum antara subje ik hukum 

teirhadap hutan, teirmasuk tanah yang di atasnya te irdapat hutan maka ‗hutan 

adat‘ seibagai salah satu kate igoirinya haruslah dise ibutkan seicara teigas 

seibagai salah satu kate igoiri dimaksud, se ihingga keiteintuan meingeinai 

kateigo iri hutan hak di dalamnya haruslah dimasukkan hutan adat. 

Beirdasarkan peirtimbangan hukum di atas, me inurut Mahkamah, 

keiteintuan Pasal 5 ayat (1) UU Ke ihutanan beirteintangan deingan UUD 1945 

seicara beirsyarat, seihingga tidak me impunyai keikuatan hukum me ingikat, 

keicuali dimaknai hutan neigara seibagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 

a, tidak te irmasuk hutan adat. 

Meinyangkut isi rumusan Peinjeilasan Pasal 5 ayat (1) UU Keihutanan, 

meinurut Mahkamah, peinilaian hukum Mahkamah teirhadap Pasal 5 ayat (1) 

UU Keihutanan beirlaku pula te irhadap Peinjeilasan Pasal 5 ayat (1) UU 

Keihutanan, dimana pe injeilasan pasal te irseibut meineigaskan bahwa hutan 

neigara dapat be irupa hutan adat. Dalam pe inilaian hukum te irhadap Pasal 5 
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ayat (1) UU Keihutanan, Mahkamah be irpeindapat bahwa hutan hak harus 

dimaknai bahwa hutan hak te irdiri dari hutan adat dan hutan pe irseioirangan 

atau badan hukum. De ingan deimikian, hutan adat te irmasuk dalam kate igoiri 

hutan hak, bukan hutan neigara.62 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
62 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012, hlm. 164-181.  
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BAB IV  

ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO 35/PUU-X/2012 

TENTANG KEDUDUKAN HUTAN ADAT DALAM PERSPEKTIF 

MAQĀṢID AL-SYARĪ’AH   

A. Ainailisis Pertimbangan Haikim dailaim Putusain Maihkaimaih Konstitusi Nomor 

35/PUU-X/2012 Tentaing Kedudukain Hutain Aidait  

Menurut pendapat penulis, apabila diamati dari isi Putusan mengenai 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 

Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi bahwa Majelis Hakim 

Mahkamah Konstitusi, mengabulkan permohonan para pemohon yang telah 

digugat oleh kelompok Masyarakat hukum adat Aliansi Masyarakat Adat 

Nusantara, Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Kenegerian Kuntu, dan Kesatuan 

Masyarakat Hukum adat Kesepuhan Cisitu, dengan mengabulkangugatan pemohon 

untuk sebagian dalam pengujian materiil, peneliti mengamati adanya arus 

penolakan terhadap Undang-Undang Kehutanan yang mengatur kedudukan dan 

penetapan hutan adat serta adanya pengabaian terhadap hak konstitusional yang 

dirugikan oleh adanya Undang-Undang Kehutanan tersebut.  

Seimeinjak diundangkannya Undang-Undang Keihutanan No imoir 41 Tahun 

1999, teilah me inimbulkan peirmasalahan teirhadap keidudukan hukum atas hutan 

adat. Bagi ke isatuan Masyarakat hukum ada, Undang-Undang Keihutanan 

meinghadirkan keitidakpastian hak atas wilayah adatnya. Padahal, hak ke isatuan 

masyarakat hukum adat atas wilayah hutan adat me irupakan hak yang be irsifat 
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turun-teimurun. Klaim ne igara atas kawasan hutan adat se ilalu dianggap le ibih 

dibeinarkan daripada klaim masyarakat hukum adat.63 

Beibeirapa peirmasalahan muncul deingan adanya peineitapan bahwa hutan adat 

seibagai hutan ne igara adalah diteimuinya beintuk peilanggaran hak asasi manusia 

teirhadap masyarakat hukum adat yaitu : 

1. Peingambilalihan seicara seiweinang-weinang hutan adat atau bagian hutan adat 

meilalui peinunjukan dan peineitapan seibagai kawasan hutan, pe iruntukan fungsi 

koinseirvasi dan peineirbitan hak-hak peimanfaatannya keipada pihak-pihak lain 

untuk peigusahaan hutan, peirkeibunan, peirtambangan atau transmigrasi 

2.  Peingambilalihan hutan adat tanpa pe imbeiritahuan tujuan dan implikasi 

peinggunaannya dan tanpa pe irseitujuan seipeinuhnya masyarakat hukum adat 

yang beirsangkutan 

3. Peirilaku diskriminatif o ileih aparat ke ipoilisian, milite ir dan pe ijabat peimeirintah 

teirhadap masayarakat hukum adat.64 

Salah satu permasalahan yang menyangkut kawasan hutan terhadap 

kesatuan masyarakat hukum adat, yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-

Undang Kehutanan antara kesatuan masyarakat hukum adat dengan Perusahaan 

dan Pemerintah. Sebagaimana konflik yang dialami oleh pemohon dengan 

perusahaan PT. Ledo Lestari yang membuka lahan untuk perkebunan kelapa sawit 

di sekitar wilayah masyarakat hukum adat yang kemudian dalam 

perkembangannya perusahaan terus memperluas lahan garapan dengan 

 
63 Bambang Wiyono, “Kedudukan Hutan Adat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi 

Nomor 35/PUU-X/2012 dan Hubungannya dengan Pengelolaan Hutan di Indonesia, Jurnal Surya 

Kencana Dua, vol. 6 no. 1, 2019, hlm. 674. 
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menyerobot ruang kelola yang hanya bermodalkan izin pemerintah namun tiba-

tiba hadir tanpa restu masyarakat adat. Pembebasan lahan perkebunan kelapa 

sawit yang dilakukan oleh PT. Ledo Lestari juga telah menghilangkan kawasan 

hutan adat masyarakat Semunying Jaya. Sekitar 2.000 hektar kawasan hutan adat 

milik Semunying Jaya digusur habis dan dirubah menjadi kebun kelapa sawit 

masyarakat tanpa permisi hingga merambah sejumlah kawasan penting 

masyarakat adat seperti hutan adat.65 

Hal di atas, me imbuktikkan bahwa dalam ke inyataannya keisatuan 

masyarakat hukum adat be ilum meimpeiroileih hak yang kuat, se ihingga tidak jarang 

meireika justru dianggap pe ilaku kriminal kareina teilah meinghilangkan kawasan 

hutan adat. Keiteintuan deingan dimasukkannya hutan adat se ibagai bagian hutan 

neigara dalam Undang-Undanng Keihutanan pun me inunjukkan bahwa Undang-

Undang ini me imiliki cara pandang yang tidak te ipat teirhadap keibeiradaan dan hak 

keisatuan masyarakat hukum adat yang me irupakan kawasan hutan adat. 

Peingakuan hak se itiap warga ne igara Indo ineisia, teirutama dalam putusan ini 

masyarakat hukum adat me ingajukan peirmoihoinan peingujian Undang-Undang 

Keihutanan teirhadap Undang-Undang Dasar 1945 me irupakan indikato ir 

peirkeimbangan keitataneigaraan yang meinguatkan prinsip ne igara Hukum. 

Mahkamah Ko institusi Reipublik Indo ineisia seibagai “guardian” dari 

“coinstitutioinal right” seitiap warga ne igara Indo ineisia meirupakan badan yudisial 

yang sudah se ipantasnya meinjaga hak asasi manusia se ibagai hak ko institusio inal 

dan hak hukum se itiap warga neigara. Deingan keisadaran inilah, para pe imoihoin 

 
65 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012, hlm. 115. 
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meingajukan peirhoinoinan peingujian Undang-Undang Keihutanan yang dinilai 

beirteintangan deingan Undang-Undang Dasar 1945. 

Pada pengujian materiil, Hakim Mahkamah Konstitusi melanjutkan acara 

persidangan melalui pembuktian guna mempelajari secara utuh pendapat para 

pihak, bukti-bukti, serta Undang-Undang Dasar 1945 dalam hal ini sebagai dasar 

pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi. Dalam uji materiil mengenai Pasal 1 

angka 6, Pasal 4 ayat (3), Pasal 5 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), serta 

Pasal 67 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU Kehutanan, yang kemudian penulis 

jelaskan secara runtut seperti berikut mengenai penjelasan dalam tiap pasalnya.  

1. Pasal 1 angka 6 UU Kehutanan sepanjang kata “negara”, menyebutkan: 

Hutan adat adalah hutan negara yang berada dalam wilayah masyarakat 

hukum adat. 

2. Pasal 4 ayat (3) UU Kehutanan sepanjang frasa “sepanjang kenyataannya 

masih ada”, menyebutkan:  

Penguasaan hutan oleh negara tetap memperhatikan hak masyarakat hukum 

adat, sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya, serta 

tidak bertentangan dengan kepentingan nasional. 

3. Pasal 5 ayat (1) UU Kehutanan, menyebutkan:  

Hutan berdasarkan statusnya terdiri dari:  

a. hutan negara, dan 

b. hutan hak. 

4. Pasal 5 ayat (2) UU Kehutanan, menyebutkan:  
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Hutan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat berupa 

hutan adat. 

5. Pasal 5 ayat (3) UU Kehutanan sepanjang frasa dan ayat (2); dan hutan adat 

ditetapkan sepanjang menurut kenyataannya masyarakat hukum adat yang 

bersangkutan masih ada dan diakui keberadaannya, menyebutkan:  

Pemerintah menetapkan status hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dan ayat (2); dan hutan adat ditetapkan sepanjang menurut kenyataannya 

masyarakat hukum adat yang bersangkutan masih ada dan diakui 

keberadaannya. 

6. Pasal 5 ayat (4) UU Kehutanan, menyebutkan: 

Apabila dalam perkembangannya masyarakat hukum adat yang bersangkutan 

tidak ada lagi, maka hak pengelolaan hutan adat kembali kepada Pemerintah. 

7. Pasal 67 ayat (1) UU Kehutanan sepanjang frasa sepanjang menurut 

Kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya, menyebutkan:  

Masyarakat hukum adat sepanjang menurut kenyataannya masih ada dan 

diakui keberadaannya berhak: 

a. melakukan pemungutan hasil hutan untuk pemenuhan kebutuhan hidup 

sehari-hari masyarakat adat yang bersangkutan 

b. melakukan kegiatan pengelolaan hutan berdasarkan hukum adat yang 

berlaku dan tidak bertentangan dengan undang-undang, dan 

c. mendapatkan pemberdayaan dalam rangka meningkatkan 

kesejahteraannya. 

8. Pasal 67 ayat (2) UU Kehutanan, menyebutkan:  
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Pengukuhan keberadaan dan hapusnya masyarakat hukum adat sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 

9. Pasal 67 ayat (3) UU Kehutanan sepanjang frasa dan ayat (2) diatur dengan 

Peraturan Pemerintah, menyebutkan:  

Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) 

diatur dengan Peraturan Pemerintah. 

Bahwa Pasal 1 angka 6, Pasal 4 ayat (3), Pasal 5 ayat (1), ayat (2), ayat (3), 

dan ayat (4), serta Pasal 67 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU Kehutanan 

sebagaimana dimaksud di atas bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 18B 

ayat (2), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28I ayat 

(3), dan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi: 

1. Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 

Negara Indonesia adalah negara hukum. 

2. Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 

Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum 

adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan 

perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, 

yang diatur dalam undang-undang. 

3. Pasal 28C ayat (1) UUD 1945 

Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan 

dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu 

pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas 

hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. 
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4. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 

Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian 

hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. 

5. Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 

Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, 

martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa 

aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak 

berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. 

6. Pasal 28I ayat (3) UUD 1945 

Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan 

perkembangan zaman dan peradaban. 

7. Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 

Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh 

negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.66 

Dalam duduk peirkara Para Pe imoihoin meinjeilaskan alasan se ibab Pasal 1 

angka 6 Undang-Undang Keihutanan Noimoir 41 Tahun 1999 se ipanjang kata 

”neigara” diajukan. Bahwasannya Pasal te irseibut beirteintangan deingan Pasal 1 ayat 

(3), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 33 ayat 

(3) UUD 1945 kareina dalam hal ini hutan adat dimaknai seibagai hutan neigara. Yang 

dimana seicara lo igis, hutan adat tidak dapat dikate igoirikan me injadi hutan neigara. 

Kareina, di atas wilayah hutan adat, me ileikat hak atas tanah yang dimiliki o ileih 

masyarakat hukum adat yang lahir se icara turun te imurun seijak zaman dahulu. 

 
66 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012, hlm.161-163. 
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Artinya, hutan adat tidak lahir dan beirsumbeir dari neigara, meilainkan sudah ada jauh 

seibeilum beirdirinya suatu ne igara.   

Seibagai Hakim, te intunya peirlu meinjeilaskan teirleibih dahulu te irhadap 

peirtimbangannya. Me ingeinai Pasal 1 angka 6, me inurut Mahkamah, keibeiradaan 

hutan adat dalam ke isatuannya deingan wilayah hak ulayat dari suatu masyarakat 

hukum adat adalah ko inseikueinsi peingakuan teirhadap hukum adat se ibagai living law. 

Hal teirseibut beirlangsung seitidak-tidaknya seijak zaman Hindia Be ilanda hingga 

seikarang dan ada dalam Undang-Undang Dasar 1945. 

Dalam Putusan Mahkamah No imoir 3/PUU-VIII/2010 be irtanggal 16 Juni 

2011, Mahkamah juga teilah meimbeirikan peingakuan teirhadap keisatuan masyarakat 

hukum adat, yang antara lain me impeirtimbangkan bahwa Pasal 33 ayat (3) UUD 

1945 meineintukan bahwa bumi dan air dan ke ikayaan alam yang te irkandung di 

dalamnya dikuasai o ileih neigara. Deingan adanya anak kalimat dipe irgunakan untuk 

seibeisar-beisar keimakmuran rakyat dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, maka 

seibeisar-beisar keimakmuran rakyatlah yang me injadi ukuran utama bagi ne igara 

dalam meineintukan peingurusan, peingaturan atau pe ingeiloilaan atas bumi, air, dan 

keikayaan alam yang teirkandung di dalamnya, seirta meimpeirhatikan hak masyarakat 

yang teilah ada. 

Teirhadap hutan ne igara, neigara me impunyai weiweinang peinuh untuk 

meingatur dan meimutuskan peirseidiaan, peiruntukan, peimanfaatan, peingurusan seirta 

hubungan-hubungan hukum yang te irjadi di wilayah hutan ne igara. Keiweinangan 

peingeiloilaan o ileih neigara di bidang ke ihutanan seiharusnya dibe irikan keipada 

keimeinteirian yang bidangnya me iliputi urusan ke ihutanan. Teirhadap hutan adat, 
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weiweinang neigara dibatasi se ijauh mana isi weiweinang yang te ircakup dalam hutan 

adat. Hutan adat be irada dalam hak ulayat kare ina beirada dalam satu ke isatuan 

wilayah masyarakat hukum adat se ihingga masyarakat hukum adat me impunyai hak 

meimbuka hutan ulayatnya untuk dikuasai dan diusahakan tanahnya bagi 

peimeinuhan keibutuhan. 

Seiteilah diteintukan peimbeidaan antara jenis hutan terdiri dari hutan neigara 

dan hutan hak,67 maka tidak dimungkinkan hutan hak be irada dalam wilayah hutan 

neigara, atau se ibaliknya hutan neigara dalam wilayah hutan hak. Pasal 18B ayat (2) 

dan Pasal 28I ayat (3) UUD 1945 me irupakan peingakuan dan peirlindungan atas 

keibeiradaan hutan adat dalam keisatuan deingan wilayah hak ulayat suatu masyarakat 

hukum adat.68 Beirdasarkan peirtimbangan teirseibut, Hakim Mahkamah Ko institusi 

meinyatakan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Keihutanan tidak me impunyai 

keikuatan hukum me ingikat seihingga beirteintangan deingan Undang-Undang Dasar 

1945. 

Keimudian me ingeinai peimbatasan hak-hak masyarakat hukum adat untuk 

meimanfaatkan hasil hutan yang be irada di wilayah hukum adat, se ipeirti halnya 

dalam Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Keihutanan beirasalasan meinurut hukum 

untuk seibagian. Kata “meimpeirhatikan” dalam Pasal 4 ayat (3) UU Ke ihutanan 

harus dimaknai le ibih teigas, yaitu neigara meingakui dan meingho irmati keisatuan-

keisatuan masyarakat hukum adat be iseirta hak-hak tradisio inalnya,69 seijalan deingan 

maksud Pasal 18B ayat (2) UUD 1945, harus dimaknai se ipanjang masih hidup dan 

 
67 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan 
68 Pasal 18B ayat 2 dan Pasal 28I ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 
69 Pasal 4 ayat 3 Undang-Undang Kehutanan Nomor 41 Tahun 1999 
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seisuai deingan peirkeimbangan Masyarakat. Se ihingga me inurut Mahkamah 

Koinstitusi, Pasal 4 ayat (3) UU Ke ihutanan inko institusioinal beirsyarat, seihingga 

tidak meimpunyai keikuatan hukum me ingikat, keicuali dimaknai peinguasaan hutan 

oileih neigara te itap meimpeirhatikan hak masyarakat hukum adat, se ipanjang masih 

hidup dan se isuai deingan peirkeimbangan masyarakat dan prinsip Ne igara Keisatuan 

Reipublik Indo ineisia yang diatur dalam Undang-Undang. 

Para peimoihoin juga meindalilkan bahwa Pasal 5 ayat (1) UU Ke ihutanan 

beirteintangan deingan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 

28G ayat (1), dan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Ke imudian Mahkamah 

meimpeirtimbangkan bahwa ke iteintuan yang te irdapat dalam pasal a quo i beirkaitan 

deingan Pasal 1 angka 6 UU Ke ihutanan. Namun de imikian, o ileih kareina pasal 

teirseibut meingatur te intang kateigoirisasi hubungan hukum antara subje ik hukum 

teirhadap hutan, te irmasuk tanah yang di atasnya te irdapat hutan maka hutan adat 

seibagai salah satu kate igoirinya haruslah dise ibutkan seicara teigas seibagai salah satu 

kateigoiri dimaksud, se ihingga keiteintuan me ingeinai kateigoiri hutan hak di dalamnya 

haruslah dimasukkan hutan adat.  

Peimbeintukan UU Keihutanan seimeistinya meirujuk pada Keiputusan Preisidein 

Noimoir 44 Tahun 1999 teintang Teiknik Peinyusunan Peiraturan Peirundang-undangan 

Dan Beintuk Rancangan UndangUndang, Rancangan Pe iraturan Pe imeirintah, dan 

Rancangan Ke iputusan Preisidein. Hal ini be irfungsi untuk me injeilaskan substansi 

noirma yang te irdapat dalam pasal dan tidak me inambahkan no irma baru, apalagi 

meimuat substansi yang sama se ikali beirteintangan deingan noirma yang dije ilaskan. 

Oileih kareina itu, pe imbuatan rumusan no irma di dalam bagian pe injeilasan harus 
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dihindari. Peinjeilasan Pasal 5 ayat (1) UU Keihutanan teilah meimuat no irma baru yang 

beirbeida maknanya de ingan no irma yang te irkandung dalam Pasal 5 ayat (1) UU 

Keihutanan. Meinurut Mahkamah, dalam Peinjeilasan Pasal 5 ayat (1) UU Keihutanan 

teirdapat rumusan no irma yang seimeistinya diatur dalam batang tubuh pasal-pasal 

UU Keihutanan. Te irhadap Peinjeilasan Pasal 5 ayat (1) UU Ke ihutanan me ineigaskan 

bahwa hutan ne igara dapat beirupa hutan adat. Dalam pe inilaian hukum te irhadap 

Pasal 5 ayat (1) UU Ke ihutanan, Mahkamah be irpeindapat bahwa hutan hak harus 

dimaknai bahwa hutan hak te irdiri dari hutan adat dan hutan pe irseioirangan/badan 

hukum. Deingan deimikian, hutan adat te irmasuk dalam kate igo iri hutan hak, bukan 

hutan neigara. Be irdasarkan peirtimbangan hukum di atas, me inurut Mahkamah, 

Peinjeilasan Pasal 5 ayat (1) UU Ke ihutanan beirteintangan deingan UUD 1945, kareina 

tidak meimpunyai keikuatan hukum meingikat. 

Peimbeintukan UU Keihutanan seimeistinya meirujuk pada Keiputusan Preisidein 

Noimoir 44 Tahun 1999 teintang Teiknik Peinyusunan Peiraturan Peirundang-undangan 

Dan Beintuk Rancangan UndangUndang, Rancangan Pe iraturan Pe imeirintah, dan 

Rancangan Ke iputusan Preisidein. Hal ini be irfungsi untuk me injeilaskan substansi 

noirma yang te irdapat dalam pasal dan tidak me inambahkan no irma baru, apalagi 

meimuat substansi yang sama se ikali beirteintangan deingan noirma yang dije ilaskan. 

Oileih kareina itu, pe imbuatan rumusan no irma di dalam bagian pe injeilasan harus 

dihindari. Peinjeilasan Pasal 5 ayat (1) UU Keihutanan teilah meimuat no irma baru yang 

beirbeida maknanya de ingan no irma yang te irkandung dalam Pasal 5 ayat (1) UU 

Keihutanan. Meinurut Mahkamah, dalam Peinjeilasan Pasal 5 ayat (1) UU Keihutanan 

teirdapat rumusan no irma yang seimeistinya diatur dalam batang tubuh pasal-pasal 
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UU Keihutanan. Te irhadap Peinjeilasan Pasal 5 ayat (1) UU Ke ihutanan me ineigaskan 

bahwa hutan ne igara dapat beirupa hutan adat. Dalam pe inilaian hukum te irhadap 

Pasal 5 ayat (1) UU Ke ihutanan, Mahkamah be irpeindapat bahwa hutan hak harus 

dimaknai bahwa hutan hak te irdiri dari hutan adat dan hutan pe irseioirangan/badan 

hukum. Deingan deimikian, hutan adat te irmasuk dalam kate igo iri hutan hak, bukan 

hutan neigara. Be irdasarkan peirtimbangan hukum di atas, me inurut Mahkamah, 

Peinjeilasan Pasal 5 ayat (1) UU Ke ihutanan beirteintangan deingan UUD 1945, kareina 

tidak meimpunyai keikuatan hukum meingikat. 

Teirkait deingan Pasal 67 ayat (1) UU Ke ihutanan juga me ingandung substansi 

yang sama deingan Pasal 4 ayat (3) UU Ke ihutanan, dimana harus dimaknai 

“peinguasaan hutan o ileih neigara teitap me impeirhatikan hak masyarakat hukum adat, 

seipanjang masih hidup dan se isuai deingan peirkeimbangan masyarakat dan prinsip 

Neigara Keisatuan Reipublik Indoineisia yang diatur dalam UndangUndang.” 

Teintang peingukuhan dan hapusnya masyarakat hukum adat dite itapkan 

deingan Peiraturan Daeirah (Peirda) dan keiteintuan leibih lanjut diatur dalam Peiraturan 

Peimeirintah (PP), me inurut Mahkamah me irupakan deileigasi weiweinang yang diatur 

dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 yang me inyatakan:  

Neigara me ingakui dan meinghoirmati keisatuan-keisatuan masyarakat hukum adat 

beiseirta hak hak tradisio inalnya seipanjang masih hidup dan se isuai deingan 

peirkeimbangan masyarakat dan prinsip Ne igara Keisatuan Reipublik Indo ineisia, 

yang diatur dalam undang-undang.70  

 

Kareina Undang-Undang yang dipe irintahkan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 

hingga saat ini be ilum teirbeintuk, dan me ingingat keibutuhan yang me indeisak, maka 

 
70 Pasal 18B ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 
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peingaturan yang dite itapkan deingan Peiraturan Peimeirintah dan Pe iraturan Daeirah 

dapat dibeinarkan. 

Seiteilah dijabarkan dan diuraikan pada pe injeilasan seirta pandangan Hakim 

Mahkamah Ko institusi pada tiap pasalnya, me ingabulkan peirmo ihoinan peimoihoin 

untuk seibagian. Pasal peirmo ihoinan yang dikabulkan yaitu te ikait deingan keidudukan 

hutan adat yang awalnya seibagai hutan ne igara, meinjadi hutak hak ulayat dari 

masyarakat hukum adat. Se idangkan Peirmoihoinan yang dito ilak teirkait deingan 

syararat-syarat pe ingakuan teirhadap keibeiradaan masyarakat hukum adat.  

Meinurut peindapat dan pandangan peineiliti, seijak diundangkannya Undang-

Undang Noimo ir 41 Tahun 1999 te intang Keihutanan telah salah memasukkan hutan 

adat ke dalam kategori hutan negara. Karena negara memberikan hutan adat kepada 

pemilik modal dengan sewenang-wenang merampas hak masyarakat hukum adat. 

Hal ini bertentangan dengan konstitusi UUD 1945 Pasal 18B. Pasca dikeluarkannya 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012, kemudian terjadi 

pergeseran penetapan kedudukan hutan adat, dari yang sebelumnya dimasukkan ke 

dalam bagian dari hutan negara menjadi bagian dari hutan hak. Pergeseran 

kedudukan hutan adat memberikan dampak baik bagi masyarakat hukum adat, 

karena mereka tidak lagi dihadapkan dengan peraturan yang mengesampingkan hak 

masyarakat hukum adat. 

Walaupun hutan adat dimasukkan se ibagai hutan hak yang be irada dalam 

wilayah masyarakat hukum adat, harapan peineiliti masyarakat hukum adat pun te itap 

meimpeirhatikan peiraturan peirundang-undangan Neigara Reipublik Indo ineisia dan 
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amanah dalam me ingeiloila dan me ileistarikan hutan deingan bijak, se ihingga 

keibeirlangsungkan hutan adat dapat be irkeilanjutan. 

B. Ainailisis Pertimbaingain Haikim dailaim Putusain Maihkaimaih Konstitusi Nomor 

35/PUU-X/2012 Tentaing Kedudukain Hutain Aidait Dalam Perspektif Maiqai>s}id 

ail-Syairi>’aih 

Setiap agama mengajarkan agar menjaga dan melestarikan alam serta 

menentang tindakan merusak lingkungan. Hubungan agama dan lingkungan 

memiliki keterkaitan yang sangat erat. Dimana ajaran agama diterapkan guna untuk 

mengelola dan memelihara alam lingkungan, termasuk hutan adat. Tetapi seringkali 

terjadi kerusakan hutan adat yang parah karena kerakusan dan ketamakan manusia 

yang disebabkan oleh pola pikir manusia tentang hutan. 

Dalam Islam, alam diciptakan o ileih Allah SWT untuk me imeinuhi keibutuhan 

manusia. Allah SWT tidak me ilarang manusia me imanfaatkan sumbe ir daya alam. 

Namun, manusia se ibagai khalifah dibe iri amanat dan tanggungjawab harus bisa 

meingeiloila dan meimanfaatkan, seikaligus meinjaga dan meimeilihara alam seirta tidak 

meirusak alam. Hal ini dije ilasnya dalam al-Qur’an Surah Asy-Syu’ara ayat 183: 

ينَ ولا تَ بْخَسُوا۟ ٱلنَّاسَ أَشْيَآءَهُمْ    ولا تَ عْثَ وْا۟ فِى ٱلَْْرْضى  دى مُفْسى  

Dan janganlah kamu me irugikan manusia deingan meingurangi hak-haknya 

dan janganlah meimbuat keirusakan di bumi. 

 
Ayat te irseibut meinjadi landasan pe imbeinaran dalam pe ingeiloilaan dan 

peimanfaatan sumbe ir daya alam, te irmasuk hutan adat untuk me imeinuhi keibutuhan 

manusia. Islam me imeirintahkan umatnya untuk me imanfaatkan alam de ingan cara 
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yang baik dan me injadi manusia yang beirtanggungjawab dalam me ilindungi alam 

seirta larangan me irusak alam deingan cara beirleibih-leibihan. Hal ini berkaitan dengan 

tujuan maiqa i>s}id ail-syairi>’aih yang bertujuan untuk kemaslahatan umat dalam 

memanfaatkan dan melestarikan alam.71 

Imamul Hadi menyatakan bahwa kearifan masyarakat hukum adat dalam 

meningkatkan ketahanan lingkungan nasional dilandasi oleh asas religius yang 

menekankan pada pentingnya tanggungjawab, kerjasama, dan kebersamaan yang 

selalu menjadi landasan berfikir dan bertindak bagi masyarakat hukum adat dalam 

mengelola dan memanfaatkan hutan adat.72 

Hutan adat adalah hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum 

adat. Sedangkan masyarakat hukum adat merupakan bagian dari wilayah hukum 

adat. Yang dimana ketika hutan adat tidak ada, maka masyarakat hukum adat pun 

akan kehilangan hutan adat mereka. Maka untuk meminimalisir hal tersebut, 

perlunya perlindungan jiwa terhadap masyarakat hukum adat agar tetap hidup.73 

Hutan adat juga dibentuk sebagai upaya untuk melindungi hutan, satwa, 

sungai, dan pemukiman. Hutan adat merupakan kawasan khusus yang dilindungi 

dan tidak boleh diganggu ataupun dirusak dengan sengaja. Maka, dalam hal ini 

perlunya penjagaan jiwa terhadap hutan adat agar terhindar dari kerusakan hutan 

yang disebabkan oleh hawa nafsu manusia berupa keserakahan dan berlebih-

 
71 Sri Wahyuni, Kinerja Maiqai>s}id, hlm. 9. 
72 Imamul Hadi, Penegakkan Hukum Lingkungan Berdasarkan Kearifan Masyarakat 

Adat dalam Upaya Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup (Bandung, 2011). 
73 Syukur Umar, Perspektif Ekonomi Kesatuan Pengelolaan Hutan (Sleman: Deepublish, 

2020), hlm. 9. 
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lebihan dalam mengambil hasil hutan adat. Penjagaan jiwa yang dimaksud penulis 

dalam hal ini adalah dalam konsep h}ifz} ail-naifs. 

Secara umum, h}ifz} ail- naifs merupakan pemeliharaan jiwa yang berada pada 

kedudukan kedua setelah menjaga agama. Dimana h}ifz} a il-naifs melibatkan 

pemeliharaan terhadap persaudaraan, keadilan, dan keselamatan hidup. Makna dari 

h}ifz} ail-naifs yaitu memelihara ruh individu dan masyarakat secara keseluruhan agar 

terhindar dari bahaya. Sedangkan hakikat dari h}ifz} ail-naifs termasuk dalam lima 

prinsip dasar hukum Islam, karena agama tidak mungkin akan tegak jika tidak ada 

jiwa yang menegakannya. Maka dari itu, jika manusia ingin menegakkan agama 

Islam, berarti manusia tersebut harus mampu menjaga jiwa yang menegakkan 

agama.74 

H>}ifz} a il-naifs juga merupakan salah satu dari tujuan diadakannya syariat 

Islam. Hal ini berlandaskan bahwa sejak empat belas abad yang lalu. Islam dibawah 

Nabi Muhammad SAW memiliki visi, yaitu menghormati hak-hak manusia dan 

yang paling utama yaitu memperhatikan hak hidup manusia. Sehingga jiwa manusia 

dalam rangkaian tujuan syariat Allah tersebut sangat dihormati dan dimuliakan.75 

Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan hukumnya melalui putusan ini, 

menggarisbawahi terkait permohonan para pihak yang dirugikan hak 

konstitusionalnya dengan berlakunya Undang-Undang Kehutana yang mengatur 

tentang kedudukan dan penetapan hutan adat merupakan bagian dari hutan negara. 

 
74 Hasri, “Konsep Pemeliharaan Jiwa berdasarkan Maiqai>s}id ail-syairi>’aih dalam Menghadapi 

Pandemi Covid-19, Jurnal Konferensi Internasional Syariah dan Hukum, 2021, hlm. 59.  
75 Rohidin, Buku Ajar Pengantar Hukum Islam (Yogyakarta, Aksara Books, 2017), hlm. 

31-32. 
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Jika dikaitkan dengan h}ifz} ail-naifs atau penjagaan jiwa hutan adat oleh negara 

tidaklah tepat karena dalam UU Kehutanan, negara justru dengan sewenang-

wenang mengambil dan merampas hutan adat sampai ke wilayah masyarakat 

hukum adat dan mengabaikan hak-hak masyarakat hukum adat atas hutan dengan 

merusak tata kelola hutan adar yang telah dilestarikan sejak lama. Hal ini 

menunjukkan ketidakadilan terkait dengan kedudukan hutan adat, adanya sikap 

kerusakan alam oleh manusia yang tidak bertanggungjawab dimulai dengan 

rusaknya hawa nafsu yaitu keserakahan oleh para pemilik modal dengan merampas 

wilayah dan hak masyarakat hukum adat menimbulkan ketidakadilan. Tuntunan 

moral Islam dalam mengelolan alam, termasuk hutan adat sebenarnya adanya 

larangan serakah dan berlebihan.  

Jaminan adanya pemeliharaan jiwa merupakan jaminan atas hak hidup yang 

terhormat dan mulia, persaudaraan, keadilan, dan kebebasan untuk perlindungan 

hak asasi setiap manusia. Dalam hal ini, pasca putusan Maihkaimaih Konstitusi 

Nomor 35/PUU-X/2012 yang menetapkan kedudukan hutan adat, bukan lagi 

sebagai bukan hutan negara, melainkan hutan hak dari masyarakat hukum. Tidak 

ada lagi hak menguasai negara atas hutan adat, dan pemerintah memberikan 

keadilan dengan tidak memandang rendah masyarakat hukum adat sebagai 

masyarakat yang minoritas dalam hal pengelolaan hutan adat, serta masyarakat 

hukum adat tidak lagi dihadapkan dengan aturan-aturan yang mendiskriminasi atau 

mengesampingkan hak-hak masyarakat hutan adat atas wilayah hutan adatnya. 

Karena hutan adat bagian dari hutan hak, maka pemegang ha katas hutan adat 

adalah masyarakat hukum adat itu sendiri. Masyarakat hukum adat sekarang bisa 
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mengelola hutan adat tanpa ada rasa takut gangguan dari pihak luar sekalipun itu 

pemilik modal. 

Terkait dengan kedudukan hutan adat, dimensi perlindungan terhadap jiwa 

diturunkan kepada perlindungan masyarakat hukum adat. Memberi perlindungan 

kepada masyarakat hukum adat berarti telah memberikan perlindungan kepada jiwa 

yang menjadi salah satu kemasalatan dalam maiqai>s}id ail-syairi>’a ih.  

Selain h}ifz} ail-naifs atau penjagaan jiwa kedudukan hutan adat yang kini 

menjadi bagian dari hutan hak masyarakat hukum adat termasuk kategori  maiqai>s}id 

ail-syairi>’aih h}ifz} a il-mai>l atau menjaga harta. Dimana hutan merupakan sumber paru-

baru dunia yang menjadi salah satu penghasil oksigen terbesar, hal ini sangat 

bermanfaat bagi masyarakat, terutama masyarakat hukum adat. Bagi masyarakat 

hukum adat, hutan adat merupakan tempat tinggal mereka dari zaman nenek 

moyang, sumber daya alam yang ada dalam hutan adat merupakan sumber daya 

alam utama bagi masyarakat hukum adat untuk memenuhi kehidupan sehari-hari 

seperti pemenuhan akan sandang, papan, pangan, sumber penghasil obat-obatan, 

sumber penghasil kayu, dan lain sebagainya. Hal ini membuktikan bahwa 

masyarakat hukum adat sangat bergantung pada hutan adat. Sehingga perlunya 

penjagaan harta berupa hutan adat dengan cara memberikan hutan adat pada 

masyarakat hukum adat. Tetapi tidak hanya masyarakat hukum adat, negara pun 

sudah sepantasnya melestarikan dan mengelolan hutan dengan cara mereboisasi, 

tidak menebang pohon secara sembarangan, tidak membakar hutan, serta tidak 

merusak sumber daya alam hutan untuk mencegah terjadinya bencana alam seperti 

banjir, longsor, kekeringan, kebakaran, dan bencana lainnya.  
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Adapun terkait dengan kedudukan hutan adat juga masuk dalam kategori 

h}ifz} ail-bi>ah atau memelihara lingkungan yang meliputi semua komponen alam 

seperti bumi (daratan), udara, laut, termasuk hutan adat. 76Pada dasarnya tujuan dari 

pemeliharaan lingkungan adalah untuk mewujudkan kemaslahatan sebagai tujuan 

utama dari aktivitas kemanusiaan.  Allah menciptakan alam untuk memenuhi 

kebutuhan manusia. Allah tidak melarang manusia memanfaatkan sumber daya 

alam. Namun, manusia sebagai khalifah diberikan amanat untuk menjaga dan 

memelihara alam serta tidak merusak lingkungan. Hal ini menunjukkan bahwa 

kerusakan dan kelestarian alam berada di tangan manusia. 

Hutan adat merupakan hutan yang sangat dijaga dan dilestarikan oleh 

masyarakat hukum adat, dimana mereka tinggal dan bergantung pada hutan adat. 

Sehingga pemeliharaan lingkungan hutan adat mereka pun dijaga. Konsep 

pemeliharaan lingkungan digambarkan dengan adanya larangan merusak hutan, 

larangan menangkap ikan dengan menggunakan bahan peledak karena dapat 

merusak air atau sungai, dan pemanfaatan hutan dalam pengambilan kayu tidak 

secara berlebihan. Dalam hutan adat juga biasanya terdapat pembatasan ukuran dan 

jumlah kayu yang bisa dan diperbolehkan untuk diambil. Hal ini bertujuan untuk 

menjaga keseimbangan agar tidak terjadi eksploitasi kayu dan memelihara 

kelangsungan generasi mendatang. Oleh karena itu perlunya penjagaan hutan adat 

dengan tidak merusak lingkungan hutan adat. Jika hutan adat rusak, maka akan 

berakibat pada teramcamnya bencana alam dan kehidupan generasi mendatang 

tidak dapat lagi memanfaatkan hutan adat.

 
76 Muhammad Syukri Albani Nasution, Filsafat Hukum, hlm. 74. 



 

81 
 

BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Kedudukan Hutan Adat 

dalam Perspektif Maiqai>s}id ail-Syairi>’aih, peneliti menarik kesimpulan sebagai 

berikut:  

1. Pertimbangan Hakim dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 

35/PUU-X/2012 menyatakan bahwa sejak diundangkannya Undang-

Undang Kehutanan, telah salah memasukkan hutan adat ke dalam 

kategori hutan negara. Karena negara memberikan hutan adat kepada 

pemilik modal dengan sewenang-wenang merampas hak masyarakat 

hukum adat. Hal ini bertentangan dengan konstitusi UUD 1945 Pasal 

18B. Pasca dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 

35/PUU-X/2012, kemudian terjadi pergeseran penetapan kedudukan 

hutan adat, dari yang sebelumnya dimasukkan ke dalam bagian dari 

hutan negara menjadi bagian dari hutan hak. Pergeseran kedudukan 

hutan adat memberikan dampak baik bagi masyarakat hukum adat, 

karena mereka tidak lagi dihadapkan dengan peraturan yang 

mengesampingkan hak masyarakat hukum adat. 

2. Jika dilihat dari perspektif maiqai>s}id ail-syairi>’aih, pergeseran kedudukan 

hutan adat yang kini merupakan hutan hak masyarakat hutan adat 

merupakan pemeliharaan hutan adat terhadap jiwa, harta, dan 

lingkungan. Jaminan adanya pemeliharaan jiwa merupakan jaminan 
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atas hak hidup, keadilan, dan kebebasan untuk perlindungan hak asasi 

masyarakat hukum adat.  

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, peneliti akan 

memberikan saran sebagai berikut: 

1. Pemerintah perlu untuk mensosialikan kepada masyarakat terkait 

dengan kedudukan hutan adat sebagai hutan hak, untuk menghindari 

perbedaan tafsir terkait hutan adat, khususnya bagi para pemilik modal 

agar tidak lagi memanfaatkan hutan adat secara sewenang-wenang 

tanpa memperhatikan kesatuan masyarakat adat didalamnya. 

2. Penyesuaian regulasi terkait kedudukan hutan adat yang sekarang 

menjadi hutak hak perlu ditindaklanjuti, dengan merevisi Undang-

Undang Kehutanan sesuai dengan putusan Maihkaimaih Konstitusi 

Nomor 35/PUU-X/2012. 

3. Perlunya aturan hukum khusus seperti undang-undang khusus untuk 

masyarakat hukum adat di Indonesia agar tidak menimbulkan keraguan 

pemerintah daerah sebagai pihak yang akan menindaklanjuti putusan 

Maihkaimaih Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012. 
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3. Menyatakan Pasal 1 angka 6, Pasal 4 ayat (3), Pasal 5, dan Pasal 67 UU 

Kehutanan tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat;  

[2.6] Menimbang bahwa Pemohon dan Pemerintah menyampaikan 

kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 12 Juli 

2012 dan 10 Juli 2012  yang masing-masing pada pokoknya menyatakan tetap 

dengan pendiriannya; 

[2.7] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, 

segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara 

persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan 

putusan ini; 

3. PERTIMBANGAN HUKUM 

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon 

adalah memohon pengujian konstitusionalitas Pasal 1 angka 6, Pasal 4 ayat (3), 

Pasal 5 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), serta Pasal 67 ayat (1), ayat (2), 

dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888, selanjutnya disebut UU 

Kehutanan) terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 18B ayat (2), Pasal 28C ayat (1), 

Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28I ayat (3), dan Pasal 33 ayat (3) 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya 

disebut UUD 1945); 

[3.2]  Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, 

Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan 

mempertimbangkan: 

a.  kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan a quo; 

b. kedudukan hukum (legal standing) para Pemohon untuk mengajukan  

permohonan  a quo; 

Terhadap kedua hal tersebut, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:  
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Kewenangan Mahkamah 

[3.3]  Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 

10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah 

Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 

2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang 

Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 

70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya 

disebut UU MK), serta Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 

2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan Mahkamah 

adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final 

untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945; 

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon adalah 

pengujian konstitusionalitas norma Undang-Undang, in casu Pasal 1 angka 6, 

Pasal 4 ayat (3), Pasal 5 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), serta Pasal 67 

ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU Kehutanan terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 18B 

ayat (2), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28I 

ayat (3), dan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang menjadi salah satu kewenangan 

Mahkamah, maka Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo; 

Kedudukan Hukum (Legal Standing) para Pemohon 

[3.5]  Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta 

Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang 

terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan 

konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu 

Undang-Undang, yaitu: 

a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang 

mempunyai kepentingan sama);  

b.  kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan 

perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia 

yang diatur dalam Undang-Undang;  
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c.  badan hukum publik atau privat; atau  

d.  lembaga negara;  

 Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap 

UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu: 

a.  kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat 

(1) UU MK;  

b.  adanya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh 

UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang 

dimohonkan pengujian;  

[3.6]  Menimbang pula bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah 

Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan 

Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 bertanggal 20 September 2007, 

serta putusan-putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau 

kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU 

MK harus memenuhi lima syarat, yaitu:  

a.  adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh 

UUD 1945;  

b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap 

dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;  

c.  kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau 

setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan 

akan terjadi;  

d.  adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud 

dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;  

e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka 

kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;  

[3.7]  Menimbang bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut pada 

paragraf [3.5] dan paragraf [3.6] di atas, selanjutnya Mahkamah akan 

mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum (legal standing) Pemohon dalam 

permohonan  a quo  sebagai berikut: 
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[3.7.1] Bahwa Pemohon I mendalilkan dirinya sebagai badan hukum privat, 

sedangkan Pemohon II dan Pemohon III mendalilkan dirinya sebagai kesatuan 

masyarakat hukum adat. Para Pemohon pada pokoknya mendalilkan mempunyai 

hak konstitusional yang diatur dalam  Pasal 1 ayat (3), Pasal 18B ayat (2), Pasal 

28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28I ayat (3), dan Pasal 

33 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan: 

1. Pasal 1 ayat (3) UUD 1945: 

Negara Indonesia adalah negara hukum. 
 

2. Pasal 18B ayat (2) UUD 1945: 

Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat 
beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan 
perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, 
yang diatur dalam undang-undang. 
  

3. Pasal 28C ayat (1) UUD 1945: 

Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan 
dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu 
pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas 
hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. 
 

4. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945: 

Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian 
hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. 
 

5. Pasal 28G ayat (1) UUD 1945: 

Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, 
martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas 
rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak 
berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. 
 

6. Pasal 28I ayat (3) UUD 1945: 

Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan 
perkembangan zaman dan peradaban. 
 

7. Pasal 33 ayat (3) UUD 1945: 

Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh 
negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. 

 

Menurut para Pemohon hak konstitusional tersebut telah dirugikan oleh berlakunya 

pasal-pasal UU Kehutanan, yaitu: 

1. Pasal 1 angka 6 UU Kehutanan sepanjang kata “negara”, yang selengkapnya 
berbunyi: 
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Hutan adat adalah hutan negara yang berada dalam wilayah masyarakat 
hukum adat. 
 

2. Pasal 4 ayat (3) UU Kehutanan sepanjang frasa “sepanjang kenyataannya 
masih ada dan diakui keberadaannya, serta tidak bertentangan dengan 
kepentingan nasional”,  yang selengkapnya berbunyi: 

Penguasaan hutan oleh negara tetap memperhatikan hak masyarakat hukum 
adat, sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya, serta 
tidak bertentangan dengan kepentingan nasional. 
 

3. Pasal 5 ayat (1) UU Kehutanan, yang selengkapnya berbunyi: 

Hutan berdasarkan statusnya terdiri dari: 
a. hutan negara, dan 
b. hutan hak.  

 
4. Pasal 5 ayat (2) UU Kehutanan yang selengkapnya berbunyi: 

Hutan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat berupa 
hutan adat. 
 

5. Pasal 5 ayat (3) UU Kehutanan sepanjang frasa “dan ayat (2); dan hutan adat 
ditetapkan sepanjang menurut kenyataannya masyarakat hukum adat yang 
bersangkutan masih ada dan diakui keberadaannya”, yang selengkapnya 
berbunyi: 

Pemerintah menetapkan status hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan 
ayat (2); dan hutan adat ditetapkan sepanjang menurut kenyataannya 
masyarakat hukum adat yang bersangkutan masih ada dan diakui 
keberadaannya. 
 

6. Pasal 5 ayat (4) UU Kehutanan, yang selengkapnya berbunyi: 

Apabila dalam perkembangannya masyarakat hukum adat yang bersangkutan 
tidak ada lagi, maka hak pengelolaan hutan adat kembali kepada Pemerintah. 
 

7. Pasal 67 ayat (1) UU Kehutanan sepanjang frasa “sepanjang menurut 
kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya, yang selengkapnya 
berbunyi: 

Masyarakat hukum adat sepanjang menurut kenyataannya masih ada dan 
diakui keberadaannya berhak: 
a.  melakukan pemungutan hasil hutan untuk pemenuhan kebutuhan hidup 

sehari-hari masyarakat adat yang bersangkutan; 
b. melakukan kegiatan pengelolaan hutan berdasarkan hukum adat yang 

berlaku dan tidak bertentangan dengan undang-undang; dan 
c. mendapatkan pemberdayaan dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya. 

 
8. Pasal 67 ayat (2) UU Kehutanan, yang selengkapnya berbunyi: 

Pengukuhan keberadaan dan hapusnya masyarakat hukum adat sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 
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9. Pasal 67 ayat (3) UU Kehutanan sepanjang frasa “dan ayat (2) diatur dengan 
Peraturan Pemerintah, yang selengkapnya berbunyi: 

Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur 
dengan Peraturan Pemerintah. 

 
Dengan alasan-alasan yang pada pokoknya, sebagai berikut: 

1. Bahwa Pemohon I mengalami hambatan dalam menjalankan tugas dan 

peranannya untuk memperjuangkan hak-hak masyarakat adat; 

2. Bahwa Pemohon II dan Pemohon III kehilangan wilayah hutan adatnya 

sehingga tidak memiliki akses untuk memanfaatkan dan mengelola wilayah 

hutan adatnya yang mengakibatkan hilangnya sumber pekerjaan dan sumber 

penghidupan; 

[3.7.2] Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan putusan-putusan 

Mahkamah mengenai kedudukan hukum (legal standing) serta dikaitkan dengan 

kerugian yang dialami oleh para Pemohon, Mahkamah mempertimbangkan 

kedudukan hukum (legal standing) para Pemohon sebagai berikut: 

1. Pemohon I adalah badan hukum privat berbentuk persekutuan yang dibuktikan 

dengan Akta Notaris H. Abu Jusuf, S.H. Nomor 26 bertanggal 24 April 2001 

mengenai pendirian Persekutuan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (vide bukti 

P.8). Organisasi ini berbentuk aliansi yang merupakan persekutuan masyarakat 

adat yang berhimpun dan bekerja sama untuk memperjuangkan hak-hak 

masyarakat hukum adat; 

2. Pemohon II adalah kesatuan masyarakat hukum adat Kenegerian Kuntu yang 

berada di Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Hak tanah ulayat kesatuan 

masyarakat hukum adat di daerah Kabupaten Kampar diatur dalam Peraturan 

Daerah Kabupaten Kampar Nomor 12 Tahun 1999 tentang Hak Tanah Ulayat  

(vide bukti P.15); 

3. Pemohon III adalah kesatuan masyarakat hukum adat Kasepuhan Cisitu yang 

dibuktikan dengan Keputusan Bupati Lebak Nomor 430/Kep.318/ 

Disporabudpar/2010 tentang Pengakuan Keberadaan Masyarakat Adat Cisitu 

Kesatuan Sesepuh Adat Cisitu Banten Kidul Di Kabupaten Lebak (vide bukti 

P.17); 
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[3.7.3] Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah, 

Pemohon I adalah badan hukum privat yang peduli untuk memperjuangkan hak-

hak masyarakat hukum adat, sedangkan Pemohon II dan Pemohon III adalah 

kesatuan masyarakat hukum adat yang secara potensial dirugikan oleh berlakunya 

pasal-pasal UU Kehutanan yang dimohonkan pengujian, dan apabila dikabulkan 

maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi 

terjadi. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, para Pemohon memiliki kedudukan 

hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo; 

[3.8]  Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili 

permohonan a quo, dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal 

standing) untuk mengajukan permohonan a quo, maka selanjutnya Mahkamah 

akan mempertimbangkan pokok permohonan; 

Pokok Permohonan 

[3.9] Menimbang bahwa para Pemohon dalam permohonannya mendalilkan 

bahwa ketentuan Pasal 1 angka 6 sepanjang kata ”negara”, Pasal 4 ayat (3) 

sepanjang frasa “sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya, 

serta tidak bertentangan dengan kepentingan nasional”, Pasal 5 ayat (1), ayat (2), 

ayat (3) sepanjang frasa “dan ayat (2); dan hutan adat ditetapkan sepanjang 

menurut kenyataannya masyarakat hukum adat yang bersangkutan masih ada dan 

diakui keberadaannya”, dan ayat (4), serta Pasal 67 ayat (1) sepanjang frasa 

“sepanjang menurut kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya”, ayat 

(2), dan ayat (3) sepanjang frasa “dan ayat (2) diatur dengan Peraturan 

Pemerintah” UU Kehutanan, telah melanggar prinsip persamaan di depan hukum 

sebagai salah satu ciri negara hukum atau rule of law karena bertentangan dengan 

asas legalitas, prediktabilitas, dan transparansi yang diakui dan diatur dalam 

konstitusi, yang menjadi salah satu prinsip pokok bagi tegaknya negara hukum 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Pengakuan dan 

penghormatan terhadap masyarakat hukum adat sebagai kelompok masyarakat 

otonom disadari oleh dunia yang terbukti dari ketentuan yang ada dalam Pasal 3 

dan Pasal 4 Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Masyarakat 

Adat. Masyarakat adat mempunyai hak untuk menentukan nasib sendiri dan dalam 

melaksanakan hak atas penentuan nasib sendiri, memiliki hak atas otonomi atau 
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pemerintahan sendiri dalam hal-hal yang berkaitan dengan urusan-urusan internal 

dan lokal mereka, juga dalam cara-cara serta sarana dan prasarana untuk 

mendanai fungsi-fungsi otonom yang mereka miliki; 

 Untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon mengajukan bukti-bukti 

tertulis yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-36 serta ahli Dr. 

Saafroedin Bahar, Noer Fauzi Rachman, Prof. Dr. Ir. Hariadi Kartodihardjo, M.S., 

Prof. Dr. I  Nyoman Nurjaya, S.H.,M.H., dan Dr. Maruarar Siahaan, S.H., yang 

pada pokoknya mengemukakan bahwa masyarakat adat memiliki karateristik 

khusus sebagai kelompok penduduk yang hidup dalam wilayah secara turun-

temurun dan terus-menerus dengan suatu sistem kebudayaan dan aturan-aturan 

adat khas yang mengikat di antara berbagai kelompok sosial di dalamnya. 

Masyarakat adat ini adalah salah satu golongaan penduduk yang secara langsung 

menjadi korban dan menderita akibat konsesi pertambangan, kehutanan, dan 

perkebunan yang berlangsung semenjak rezim Orde Baru berkuasa tahun 1967. 

Hukum adat sebagai “living law” telah disubordinasi oleh Undang-Undang Pokok 

Agraria Tahun 1960 yang merupakan Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. 

Secara ideologis dan dasar hukum pengakuan masyarakat lokal terhadap sumber 

daya alam dan hak-hak atas tanah menjadi pertanyaan dasar apakah merupakan 

hak yang “genuine‖ ataukah ―pseudo legal recognition‖. Kewenangan publik dalam 

memberi izin pembukaan hutan, lokasi pertanian, perikanan yang ditemukan di 

Maluku Tenggara, merupakan ciri khas dalam sejarah tentang pemerintahan 

hukum adat.  Dalam kondisi setelah kemerdekaan, konstitusi harus menegaskan 

pengakuan negara terhadap masyarakat hukum adat dengan hak-hak yang 

dikenal juga dalam konvensi internasional, harus dapat ditentukan secara 

konseptual untuk kemudian dilindungi secara efektif. Pengakuan yuridis secara 

internasional ditemukan dalam Konvensi International Labor Organization (ILO) 

Tahun 1969 tentang Indigenous and Tribal Peoples in Independent Countries; 

 Di samping mengajukan bukti-bukti tertulis dan ahli, para Pemohon juga 

mengajukan saksi yaitu Lirin Colen Dingit, Yoseph Danur, Jilung, Jamaludin, 

Kaharudin, dan Jailani yang pada pokoknya menerangkan bahwa konflik tanah 

masyarakat adat sudah terjadi sejak zaman penjajahan Hindia Belanda. Menurut 

saksi, hadirnya HPH sangat menimbulkan kerugian karena saksi sebagai anggota 

masyarakat adat tidak dapat menikmati sumber daya alam;  
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[3.10]  Menimbang bahwa Pemerintah menolak dalil-dalil para Pemohon dan 

menyatakan bahwa pasal-pasal yang diujikan konstitusionalitasnya merupakan 

pasal-pasal yang tidak bertentangan dengan konstitusi. Hal tersebut dibuktikan 

dengan keterangan para ahli dari Pemerintah, yakni Prof. Dr. Nurhasan Ismail, 

S.H.,M.Si., yang menyatakan bahwa para Pemohon memahami  pasal-pasal UU 

Kehutanan yang diuji materi hanya secara parsial dan tekstual sehingga 

menghasilkan kesimpulan yang tidak tepat. Ahli lainnya, yakni Prof. Dr. Satya 

Arinanto, S.H., M.H., menerangkan, antara lain, bahwa dari perspektif Hukum Tata 

Negara, pasal-pasal dan ayat-ayat UU Kehutanan yang diuji tersebut justru telah 

sesuai dengan semangat perubahan pasal-pasal dan ayat-ayat UUD 1945 yang 

terkait dengan Bab Pemerintahan Daerah, khususnya yang mengatur mengenai 

masyarakat hukum adat; 

[3.11]  Menimbang bahwa keterangan Dewan Perwakilan Rakyat pada 

prinsipnya sama dengan Pemerintah. Dewan Perwakilan Rakyat, antara lain, 

menyatakan bahwa hutan yang dikelola oleh masyarakat hukum adat dimasukkan 

ke dalam pengertian hutan negara sebagai konsekuensi adanya hak menguasai 

negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat pada tingkat tertinggi dalam 

prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Begitu juga keberadaan masyarakat 

hukum adat tetap terjamin dengan adanya Pasal 67 Undang-Undang a quo. 

Keterangan selengkapnya dari Pemerintah, Dewan Perwakilan Rakyat, dan 

keterangan-keterangan lainnya telah diuraikan secara lengkap dalam bagian 

Duduk Perkara; 

Pendapat Mahkamah 

[3.12] Menimbang, setelah Mahkamah mendengar dan membaca dengan 

saksama permohonan para Pemohon, keterangan Pemerintah, keterangan tertulis 

Dewan Perwakilan Rakyat, keterangan ahli dan saksi para Pemohon, keterangan 

ahli Pemerintah, serta bukti-bukti surat/tulisan para Pemohon, sebagaimana 

termuat dalam bagian Duduk Perkara, Mahkamah mempertimbangkan sebagai 

berikut:  

[3.12.1] Bahwa sebelum mempertimbangkan tentang pokok permohonan, 

Mahkamah terlebih dahulu  perlu mengemukakan hal-hal sebagai berikut: 
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 Ketika rakyat yang mendiami wilayah nusantara mengikatkan diri 

menjadi suatu bangsa dan kemudian membentuk negara ini, yaitu Negara 

Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), mereka menjatuhkan pilihan negara 

kesejahteraan sebagaimana jelas tertulis dalam Pembukaan UUD 1945 alinea IV 

yang menyatakan, ―Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah 

Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh 

tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, 

mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang 

berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial maka 

disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang 

Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik 

Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang 

Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan 

Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam 

permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial 

bagi seluruh rakyat Indonesia‖; 

 Dalam Pembukaan UUD 1945 tersebut, terdapat dua hal penting dalam 

pembentukan negara dengan pilihan negara kesejahteraan. Pertama, mengenai 

tujuan negara, yaitu perlindungan terhadap bangsa dan wilayah, kesejahteraan 

umum, kecerdasan kehidupan bangsa, dan partisipasi dalam mewujudkan 

ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan 

sosial. Kedua, mengenai dasar negara, Pancasila, yaitu Ketuhanan Yang Maha 

Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan 

yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, 

serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 

Sesuai dengan tujuan dan dasar negara tersebut maka negara melalui 

penyelenggara negara haruslah bekerja keras untuk mewujudkan kesejahteraan 

tersebut. Siapa  yang mesti disejahterakan, dalam tujuan negara disebutkan 

―kesejahteraan umum‖, secara spesifik dalam dasar negara disebutkan 

―mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Dengan 

demikian yang dimaksud dengan kesejahteraan umum adalah kesejahteraan 

seluruh rakyat Indonesia. Rakyat yang telah mengikatkan diri menjadi Bangsa 
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Indonesia sebagaimana tercermin dalam semboyan pada Lambang Negara 

Garuda Pancasila, ―Bhinneka Tunggal Ika‖ [vide Pasal 36A UUD 1945] adalah 

rakyat yang terdiri atas berbagai golongan, macam golongan, dan etnis dengan 

berbagai ragam agama, adat dan kebiasaan masing-masing, namun mereka 

bersatu mengikatkan diri sebagai suatu bangsa dalam rangka membentuk negara 

merdeka untuk melindungi dan menyejahterakan mereka. Rakyat yang terdiri atas 

berbagai golongan dan etnis dengan berbagai ragam agama, adat, dan kebiasaan 

masing-masing yang telah ada sejak sebelum terbentuknya NKRI, terlebih lagi 

yang telah terbentuk sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum, tetap diakui dan 

dihormati eksistensi dan hak-hak tradisionalnya sebagai hak konstitusional, 

terutama setelah terjadinya perubahan UUD 1945. Hal tersebut termaktub dalam 

Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan, ―Negara mengakui dan 

menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak 

tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan 

masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam 

undang-undang”; 

 Dalam ketentuan konstitusional tersebut, terdapat satu hal penting dan 

fundamental dalam lalu-lintas hubungan hukum. Hal penting dan fundamental 

tersebut adalah masyarakat hukum adat tersebut secara konstitusional diakui dan 

dihormati sebagai ―penyandang hak‖ yang dengan demikian tentunya dapat pula 

dibebani kewajiban. Dengan demikian masyarakat hukum adat adalah subjek 

hukum. Sebagai subjek hukum di dalam suatu masyarakat yang telah menegara 

maka masyarakat hukum adat haruslah mendapat perhatian sebagaimana subjek 

hukum yang lain ketika hukum hendak mengatur, terutama mengatur dalam 

rangka pengalokasian sumber-sumber kehidupan. Terkait dengan hal tersebut, 

UUD 1945 telah menentukan dasar-dasar konstitusionalnya, sebagaimana 

disebutkan dalam Pasal 33 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) UUD 1945 yang 

menyatakan, (2) “Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang 

menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara”; (3) Bumi dan air dan 

kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan 

dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”; (4) Perekonomian 

nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip 
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kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, 

kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan 

ekonomi nasional; 

 Dalam ketentuan konstitusional sebagai dasar-dasar pengaturan dalam 

rangka pengalokasian sumber-sumber kehidupan bangsa untuk kesejahteraan, 

termasuk di dalamnya sumber daya alam, seperti hutan, terdapat hal penting dan 

fundamental. Pertama, penguasaan negara terhadap cabang produksi yang 

penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak. Kedua, 

penguasaan negara terhadap bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di 

dalamnya. Ketiga, penguasaan negara terhadap sumber daya tersebut, termasuk 

di dalamnya sumber daya alam, dimaksudkan supaya negara dapat mengatur 

dalam rangka pengelolaan terhadap sumber daya kehidupan tersebut untuk 

sebesar-besar kemakmuran rakyat, baik rakyat secara individual maupun rakyat 

sebagai anggota masyarakat hukum adat; 

[3.12.2] UU Kehutanan memperlakukan masyarakat hukum adat yang 

secara konstitusional sebagai subjek hukum terkait dengan hutan berbeda 

dengan subjek hukum yang lain, dalam hal ini terkait dengan kategorisasi hutan 

yang di dalamnya terdapat hubungan hukum antara subjek hukum dengan hutan. 

Ada tiga subjek hukum yang diatur dalam UU Kehutanan, yakni negara, 

masyarakat hukum adat, dan pemegang hak atas tanah yang di atasnya terdapat 

hutan. Negara menguasai baik atas tanah maupun atas hutan. Pemegang hak 

atas tanah dimaksud juga memegang hak atas hutan, tetapi masyarakat hukum 

adat tidak secara jelas pengaturan tentang haknya atas tanah maupun hutan; 

[3.12.3] Dengan perlakuan berbeda tersebut masyarakat hukum adat secara 

potensial, atau bahkan dalam kasus-kasus tertentu secara faktual, kehilangan 

haknya atas hutan sebagai sumber daya alam untuk kehidupannya, termasuk hak 

tradisionalnya, sehingga masyarakat hukum adat mengalami kesulitan dalam 

memenuhi kebutuhan hidupnya dari hutan sebagai sumbernya. Bahkan acapkali 

hilangnya hak-hak masyarakat hukum adat dimaksud dengan cara sewenang-

wenang, sehingga tidak jarang menyebabkan terjadinya konflik yang melibatkan 

masyarakat dan pemegang hak; 
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[3.12.4] Keadaan sebagaimana diuraikan di atas sebagai akibat berlakunya 

norma yang tidak menjamin kepastian hukum dan menimbulkan ketidakadilan 

terhadap masyarakat hukum adat dalam kaitannya dengan hutan sebagai sumber-

sumber kehidupan mereka, karena subjek hukum yang lain dalam Undang-Undang 

a quo memperoleh kejelasan mengenai hak-haknya atas hutan. Masyarakat 

hukum adat berada dalam posisi yang lemah karena tidak diakuinya hak-hak 

mereka secara jelas dan tegas ketika berhadapan dengan negara dengan hak 

menguasai yang sangat kuat. Seharusnya penguasaan negara atas hutan 

dipergunakan untuk mengalokasikan sumber daya alam secara adil demi sebesar-

besarnya kemakmuran rakyat; 

[3.13] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah 

selanjutnya akan mempertimbangkan apakah pasal-pasal yang didalilkan oleh 

para Pemohon bertentangan dengan UUD 1945, sebagai berikut: 

[3.13.1] Para Pemohon mendalilkan bahwa Pasal 1 angka 6 UU Kehutanan 

sepanjang kata “negara” bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28C ayat 

(1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945; 

  Menurut para Pemohon, hutan adat secara langsung didefinisikan 

sebagai hutan negara yang berada di atas tanah dalam wilayah masyarakat 

hukum adat. Padahal, suatu hutan disebut sebagai hutan negara apabila hutan 

tersebut  berada di atas tanah yang tidak dibebani suatu hak atas tanah. Hal ini 

memungkinkan negara memberikan hak-hak di atas tanah hak ulayat kepada 

subjek hukum tertentu tanpa memperoleh persetujuan masyarakat hukum adat 

dan tanpa memiliki kewajiban hukum untuk membayar kompensasi kepada 

masyarakat hukum adat yang mempunyai hak ulayat atas tanah tersebut. 

Akibatnya, para Pemohon tidak dapat mengelola dan memanfaatkan potensi 

sumber daya alam yang berada di wilayah para Pemohon sebagai kesatuan 

masyarakat hukum adat guna memenuhi kebutuhan hidup mereka; 

 Terhadap dalil permohonan tersebut, menurut Mahkamah, keberadaan 

hutan adat dalam kesatuannya dengan wilayah hak ulayat dari suatu masyarakat 

hukum adat adalah konsekuensi pengakuan terhadap hukum adat sebagai ―living 

law‖. Hal tersebut berlangsung setidak-tidaknya sejak zaman Hindia Belanda 

hingga sekarang. Selain termaktub di dalam UUD 1945, pengakuan terhadap 
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kesatuan masyarakat hukum adat pasca-perubahan UUD 1945 [vide Pasal 18B 

ayat (2)] juga tersebar di berbagai Undang-Undang selain UU Kehutanan; Undang-

Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; Undang-Undang 

Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; Undang-Undang Nomor 31 

Tahun 2004 tentang Perikanan; dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 

tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; 

 Dalam Putusan Mahkamah Nomor 3/PUU-VIII/2010 bertanggal 16 Juni 

2011, Mahkamah juga telah memberikan pengakuan terhadap kesatuan 

masyarakat hukum adat, yang antara lain mempertimbangkan bahwa  Pasal 33 

ayat (3) UUD 1945 menentukan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang 

terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara. Dengan adanya anak kalimat 

―dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat‖ dalam Pasal 33 ayat (3) 

UUD 1945, maka sebesar-besar kemakmuran rakyat-lah yang menjadi ukuran 

utama bagi negara dalam menentukan pengurusan, pengaturan atau pengelolaan 

atas bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Di samping itu, 

penguasaan oleh negara atas bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di 

dalamnya harus juga memperhatikan hak-hak yang telah ada, baik hak individu 

maupun hak kolektif yang dimiliki masyarakat hukum adat (hak ulayat), hak 

masyarakat adat serta hak-hak konstitusional lainnya yang dimiliki oleh 

masyarakat dan dijamin oleh konstitusi, misalnya hak akses untuk melintas, hak 

atas lingkungan yang sehat dan lain-lain (vide Putusan Mahkamah Nomor 3/PUU-

VIII/2010 bertanggal 16 Juni 2011, paragraf [3.14.4]); 

Salah satu peristiwa penting terkait dengan pengakuan dan penguatan 

masyarakat hukum adat secara internasional berawal dari hasil Earth Summit di 

Rio de Janeiro pada tahun 1992 dengan dikeluarkannya Rio Declaration on 

Environment and Development. Dalam Prinsip 22 dinyatakan bahwa masyarakat 

hukum adat mempunyai peranan penting dalam pengelolaan dan pembangunan 

lingkungan hidup karena pengetahuan dan praktik tradisional. Oleh karenanya 

negara harus mengenal dan mendukung entitas, kebudayaan, dan kepentingan 

mereka serta memberikan kesempatan untuk berpartisipasi aktif dalam 

pencapaian pembangunan yang berkelanjutan (sustainable development); 

Pasal 1 angka 4 UU Kehutanan menentukan bahwa hutan negara 

adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah. Adapun 

Pasal 1 angka 5 UU Kehutanan menentukan bahwa hutan hak adalah hutan yang 
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berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah. Baik hutan negara maupun 

hutan hak menurut konstruksi yang diderivasi dari Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 

dikuasai oleh negara. Hak menguasai dari negara meliputi semua tanah tanpa ada 

yang terkecuali;  

Hutan adat dalam kenyataannya berada dalam wilayah hak ulayat. 

Dalam wilayah hak ulayat terdapat bagian-bagian tanah yang bukan hutan yang 

dapat berupa ladang penggembalaan, kuburan yang berfungsi untuk memenuhi 

kebutuhan umum, dan tanah-tanah yang dimiliki secara perseorangan yang 

berfungsi memenuhi kebutuhan perseorangan. Keberadaan hak perseorangan 

tidak bersifat mutlak, sewaktu-waktu haknya dapat menipis dan menebal. Jika 

semakin menipis dan lenyap akhirnya kembali menjadi kepunyaan bersama. 

Hubungan antara hak perseorangan dengan hak ulayat bersifat lentur. Hak 

pengelolaan hutan adat berada pada masyarakat hukum adat, namun jika dalam 

perkembangannya masyarakat hukum adat yang bersangkutan tidak ada lagi, 

maka hak pengelolaan hutan adat jatuh kepada Pemerintah [vide Pasal 5 ayat (4) 

UU Kehutanan].  Wewenang hak ulayat dibatasi seberapa jauh isi dari wewenang 

hak perseorangan, sedangkan wewenang negara dibatasi sejauh isi dan 

wewenang hak ulayat. Dengan cara demikian, tidak ada tumpang tindih 

(kejumbuhan) antara wewenang negara dan wewenang hak masyarakat hukum 

adat yang berkenaan dengan hutan. Negara hanya mempunyai wewenang secara 

tidak langsung terhadap hutan adat; 

 Berdasarkan hal tersebut di atas, maka diatur hubungan antara hak 

menguasai negara dengan hutan negara, dan hak menguasai negara terhadap 

hutan adat. Terhadap hutan negara, negara mempunyai wewenang penuh untuk 

mengatur dan memutuskan persediaan, peruntukan, pemanfaatan, pengurusan 

serta hubungan-hubungan hukum yang terjadi di wilayah hutan negara. 

Kewenangan pengelolaan oleh negara di bidang kehutanan seharusnya diberikan 

kepada kementerian yang bidangnya meliputi urusan kehutanan. Terhadap hutan 

adat, wewenang negara dibatasi sejauh mana isi wewenang yang tercakup dalam 

hutan adat. Hutan adat (yang disebut pula hutan marga, hutan pertuanan, atau 

sebutan lainnya) berada dalam cakupan hak ulayat karena berada dalam satu 

kesatuan wilayah (ketunggalan wilayah) masyarakat hukum adat, yang 

peragaannya didasarkan atas leluri (traditio) yang hidup dalam suasana rakyat (in 

de volksfeer) dan mempunyai suatu badan perurusan pusat yang berwibawa 
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dalam seluruh lingkungan wilayahnya. Para warga suatu masyarakat hukum adat 

mempunyai hak membuka hutan ulayatnya untuk dikuasai dan diusahakan 

tanahnya bagi pemenuhan kebutuhan pribadi dan keluarganya. Dengan demikian, 

tidak dimungkinkan hak yang dipunyai oleh warga masyarakat hukum adat  

tersebut ditiadakan atau ―dibekukan‖ sepanjang memenuhi syarat dalam cakupan 

pengertian kesatuan masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

18B ayat (2) UUD 1945; 

Setelah ditentukan pembedaan antara hutan negara, hutan hak (baik 

berupa hutan perseorangan maupun hutan adat yang tercakup dalam hak ulayat), 

maka tidak dimungkinkan hutan hak berada dalam wilayah hutan negara, atau 

sebaliknya hutan negara dalam wilayah hutan hak sebagaimana dinyatakan Pasal 

5 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang a quo, serta hutan 

ulayat dalam hutan negara, sehingga menjadi jelas status dan letak hutan ulayat 

dalam kaitannya dengan pengakuan dan perlindungan kesatuan-kesatuan 

masyarakat hukum adat yang dijamin oleh Pasal 18B ayat (2) UUD 1945. Dengan 

demikian, hutan berdasarkan statusnya dibedakan menjadi dua yaitu hutan negara 

dan hutan hak. Adapun hutan hak dibedakan antara hutan adat dan hutan 

perseorangan/badan hukum. Ketiga status hutan tersebut pada tingkatan yang 

tertinggi seluruhnya dikuasai oleh negara. 

Sebagai perbandingan, dalam hukum pertanahan, hak  ―menguasai dari 

negara‖ tidak memberi kewenangan untuk menguasai tanah secara fisik dan 

menggunakannya seperti hak atas tanah, karena sifatnya semata-mata hukum 

publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 

1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (selanjutnya disebut Undang-

Undang Pokok-pokok Agraria), yakni wewenang hak menguasai dari negara 

digunakan untuk mencapai sebesar-besar kemakmuran rakyat dalam arti 

kebangsaan, kesejahteraan, dan kemerdekaan dalam masyarakat dan negara 

hukum Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil, dan makmur; 

 Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3) UUD 1945 merupakan 

pengakuan dan perlindungan atas keberadaan hutan adat dalam kesatuan dengan 

wilayah hak ulayat suatu masyarakat hukum adat. Hal demikian merupakan 

konsekuensi pengakuan terhadap hukum adat sebagai “living law” yang sudah 

berlangsung sejak lama, dan diteruskan sampai sekarang. Oleh karena itu, 
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menempatkan hutan adat sebagai bagian dari hutan negara merupakan 

pengabaian terhadap hak-hak masyarakat hukum adat;  

  Berdasarkan pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah, kata 

“negara” dalam Pasal 1 angka 6  UU Kehutanan bertentangan dengan UUD 1945. 

Dengan demikian dalil para Pemohon beralasan menurut hukum; 

[3.13.2] Para Pemohon mendalilkan bahwa Pasal 4 ayat (3) UU Kehutanan 

sepanjang frasa “sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya, 

serta tidak bertentangan dengan kepentingan nasional” bertentangan dengan 

Pasal 1 ayat (3), Pasal 18B ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (3) 

UUD 1945 karena membatasi hak-hak masyarakat hukum adat untuk 

memanfaatkan hasil kekayaan alam yang berada di wilayah adatnya; 

Para Pemohon, antara lain, menyatakan bahwa pengakuan terhadap 

masyarakat hukum adat berdasarkan atas asas rekognisi, bukan dikarenakan asas 

yang dikenal dalam sistem pemerintahan daerah dekonsentrasi, desentralisasi dan 

tugas pembantuan. Masyarakat hukum adat mempunyai hak untuk menentukan 

nasib sendiri, secara bebas menentukan status politik mereka dan secara bebas 

mengejar kemajuan ekonomi sosial dan budaya mereka. Para Pemohon mengakui 

bahwa perintah pengaturan tentang tata cara mengakui dan menghormati 

kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya melalui 

Undang-Undang. Bahwa keberadaan ketentuan pada pasal-pasal UU Kehutanan 

yang dimohonkan pengujian, yang secara tegas telah menyebabkan terjadinya 

perampasan dan penghancuran masyarakat hukum adat beserta wilayah hukum 

adat serta hak-haknya, menjadikan ketentuan-ketentuan ini bertentangan dengan 

Pasal 18B ayat (1) dan Pasal 28I ayat (3) UUD 1945; 

 Berkaitan dengan permohonan pengujian konstitusionalitas pasal a quo, 

Mahkamah pernah memutus pengujian konstitusionalitas Pasal 4 ayat (3) UU 

Kehutanan dalam Putusan Nomor 34/PUU-IX/2011, tanggal 16 Juli 2012, yang 

antara lain, menyatakan sebagai berikut:   

- .......dalam wilayah tertentu dapat saja terdapat hak yang telah dilekatkan 
atas tanah, seperti hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha, dan 
hak-hak lainnya atas tanah. Hak-hak yang demikian harus mendapat 
perlindungan konstitusional berdasarkan Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28H 
ayat (4) UUD 1945. Oleh karena itu, penguasaan hutan oleh negara harus 
juga memperhatikan hak-hak yang demikian selain hak masyarakat hukum 
adat yang telah dimuat dalam norma a quo; 
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- Berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah, Pasal 4 ayat (3) 
UU Kehutanan memang belum mencakup norma tentang hak atas tanah 
yang lainnya yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan, sehingga pasal tersebut bertentangan dengan UUD 1945 
sepanjang tidak memuat pula hak atas tanah yang diberikan berdasarkan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. Walaupun Mahkamah tidak 
berwenang untuk mengubah kalimat dalam Undang-Undang, karena 
kewenangan tersebut hanya dimiliki oleh pembentuk Undang-Undang yaitu 
DPR dan Presiden, namun demikian Mahkamah dapat menentukan suatu 
norma bersifat konstitusional bersyarat; 

- Bahwa sejalan dengan maksud Putusan Mahkamah Nomor 32/PUU-
VIII/2010, bertanggal 4 Juni 2012, kata “memperhatikan” dalam Pasal 4 ayat 
(3) UU Kehutanan haruslah pula dimaknai secara imperatif berupa 
penegasan bahwa Pemerintah, saat menetapkan wilayah kawasan hutan, 
berkewajiban menyertakan pendapat masyarakat terlebih dahulu sebagai 
bentuk fungsi kontrol terhadap Pemerintah untuk memastikan dipenuhinya 
hak-hak konstitusional warga negara untuk hidup sejahtera lahir dan batin, 
bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, 
mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih 
secara sewenang-wenang oleh siapa pun [vide Pasal 28H ayat (1) dan ayat 
(4) UUD 1945]. Oleh karena itu, Pasal 4 ayat (3) UU Kehutanan 
bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai “Penguasaan 
hutan oleh negara tetap wajib melindungi, menghormati, dan memenuhi hak 
masyarakat hukum adat, sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui 
keberadaannya, hak masyarakat yang diberikan berdasarkan ketentuan 
peraturan perundang-undangan, serta tidak bertentangan dengan 
kepentingan nasional (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-
IX/2011 paragraf [3.16.2])‖;  

 Berdasarkan pertimbangan hukum dalam Putusan Nomor 34/PUU-

IX/2011 tersebut di atas menyatakan bahwa Pasal 4 ayat (3) UU Kehutanan 

bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai, ―Penguasaan hutan 

oleh negara tetap wajib melindungi, menghormati, dan memenuhi hak masyarakat 

hukum adat, sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya, hak 

masyarakat yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-

undangan, serta tidak bertentangan dengan kepentingan nasional‖ (vide Putusan 

Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-IX/2011 bertanggal 16 Juli 2012, paragraf 

[3.16.2]); 

 Walaupun Mahkamah pernah memutus permohonan pengujian 

konstitusionalitas Pasal 4 ayat (3) UU Kehutanan, Mahkamah menilai bahwa 

alasan konstitusional permohonan pengujian dalam permohonan para Pemohon 

terhadap pasal a quo berbeda. Berdasarkan Pasal 60 ayat (2) UU MK dan Pasal 

42 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang 

Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, permohonan 
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pengujian Undang-Undang terhadap muatan ayat, pasal, dan/atau bagian yang 

sama dengan perkara yang pernah diputus oleh Mahkamah dapat dimohonkan 

pengujian kembali dengan syarat-syarat konstitusionalitas yang menjadi alasan 

permohonan yang bersangkutan berbeda. Oleh karenanya, Mahkamah akan 

memberikan  pertimbangan  hukum  terhadap  dalil  permohonan  dalam  perkara  

a quo; 

 Menurut Mahkamah, UUD 1945 telah menjamin keberadaan kesatuan-

kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih 

hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan 

Republik Indonesia yang diatur dengan Undang-Undang dalam Pasal 18B ayat (2) 

UUD 1945. Sekalipun disebut masyarakat hukum adat, masyarakat demikian 

bukanlah masyarakat yang statis. Gambaran masyarakat hukum adat masa lalu  

untuk sebagian, kemungkinan besar telah mengalami perubahan pada masa 

sekarang. Bahkan masyarakat hukum adat dengan hak ulayatnya di berbagai 

tempat, lebih-lebih di daerah perkotaan sudah mulai menipis dan ada yang sudah 

tidak ada lagi. Masyarakat demikian telah berubah dari masyarakat solidaritas 

mekanis menjadi masyarakat solidaritas organis. Dalam masyarakat solidaritas 

mekanis hampir tidak mengenal pembagian kerja, mementingkan kebersamaan 

dan keseragaman, individu tidak boleh menonjol, pada umumnya tidak mengenal 

baca tulis, mencukupi kebutuhan sendiri secara mandiri (autochton), serta 

pengambilan keputusan-keputusan penting diserahkan kepada tetua masyarakat 

(primus interpares). Di berbagai tempat di Indonesia masih didapati masyarakat 

hukum yang bercirikan solidaritas mekanis. Masyarakat demikian merupakan 

unikum-unikum yang diakui keberadaannya (rekognisi) dan dihormati oleh UUD 

1945. Sebaliknya masyarakat solidaritas organis telah mengenal berbagai 

pembagian kerja, kedudukan individu lebih menonjol, hukum lebih berkembang 

karena bersifat rational yang sengaja dibuat untuk tujuan yang jelas;  

 Kata “memperhatikan” dalam Pasal 4 ayat (3) UU Kehutanan harus 

dimaknai lebih tegas, yaitu negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan 

masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya, sejalan dengan maksud 

Pasal 18B ayat (2) UUD 1945. Adapun syarat pengakuan dan penghormatan 

masyarakat hukum adat dalam frasa ―sepanjang kenyataannya masih ada dan 

diakui keberadaannya‖, harus dimaknai sepanjang masih hidup dan sesuai dengan 

perkembangan masyarakat, karena hukum adat pada umumnya merupakan 



177 

 

hukum yang tidak tertulis dan merupakan living law, artinya merupakan hukum 

yang diterima (accepted) dan dijalankan (observed) serta ditaati oleh masyarakat 

yang bersangkutan karena memenuhi rasa keadilan bagi mereka dan sesuai serta 

diakui oleh konstitusi; 

Di samping itu, berkenaan dengan syarat sepanjang kenyataannya 

masih ada dan diakui keberadaannya, dalam kenyataannya status dan fungsi 

hutan dalam masyarakat hukum adat bergantung kepada status keberadaan 

masyarakat hukum adat. Kemungkinan yang terjadi adalah: (1) kenyataannya 

masih ada tetapi tidak diakui keberadaannya; (2) kenyataannya tidak ada tetapi 

diakui keberadaannya. Jika kenyataannya masih ada tetapi tidak diakui 

keberadaannya, maka hal ini dapat menimbulkan kerugian pada masyarakat yang 

bersangkutan. Misalnya, tanah/hutan adat mereka digunakan untuk kepentingan 

lain tanpa seizin mereka melalui cara-cara penggusuran-penggusuran. Masyarakat 

hukum adat tidak lagi dapat mengambil manfaat dari hutan adat yang mereka 

kuasai. Sebaliknya dapat terjadi masyarakat hukum adat kenyataannya tidak ada 

tetapi objek hak-hak adatnya masih diakui. Artinya, berdasarkan sejarah 

keberadaan mereka pernah diakui oleh negara, padahal kenyataannya sesuai 

dengan perkembangan zaman sudah tidak terdapat lagi tanda-tanda atau sifat 

yang melekat pada masyarakat hukum adat. Tanda-tanda dan sifat masyarakat 

hukum adat yang demikian tidak boleh dihidup-hidupkan lagi keberadaannya, 

termasuk wewenang masyarakat atas tanah dan hutan yang pernah mereka 

kuasai. Hutan adat dengan demikian kembali dikelola oleh Pemerintah/Negara. 

Pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, tidak bermaksud melestarikan 

masyarakat hukum adat dalam keterbelakangan, tetapi sebaliknya mereka harus 

tetap memperoleh kemudahan dalam mencapai kesejahteraan, menjamin adanya 

kepastian hukum yang adil baik bagi subjek maupun objek hukumnya, jika perlu 

memperoleh perlakuan istimewa (affirmative action). Identitas budaya dan hak 

masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan 

peradaban [vide Pasal 28I ayat (3) UUD 1945]. Tidak dapat dihindari, karena 

pengaruh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, masyarakat hukum 

adat cepat atau lambat juga akan mengalami perubahan, bahkan lenyap sifat dan 

tanda-tandanya. Perubahan tersebut dapat berdampak positif maupun negatif bagi 

masyarakat yang bersangkutan. Untuk mencegah terjadinya dampak negatif, UUD 

1945 memerintahkan keberadaan dan perlindungan kesatuan-kesatuan 
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masyarakat hukum adat supaya diatur dalam Undang-Undang, agar dengan 

demikian menjamin adanya kepastian hukum yang berkeadilan; 

Para Pemohon menyatakan ―suatu masyarakat hukum adat mempunyai 

hak untuk menentukan nasib sendiri, secara bebas menentukan status politik 

mereka dan secara bebas mengejar kemajuan ekonomi sosial dan budaya 

mereka‖. Menurut Mahkamah, wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia 

semula merupakan wilayah jajahan Belanda, kemudian menjadi wilayah negara 

yang merdeka dan berdaulat, yang diikat dalam kesepakatan-kesepakatan, yang 

kemudian dituangkan dalam kesepakatan tertulis, UUD 1945. Wilayah Negara 

Kesatuan Republik Indonesia terbentang dari Sabang hingga Merauke. Pendapat 

para Pemohon tersebut di atas dapat berimplikasi pada upaya pemisahan diri 

masyarakat hukum adat untuk mendirikan negara baru yang lepas dari Negara 

Kesatuan Republik Indonesia (separatisme). Keberadaan masyarakat hukum adat 

demikian tidak sesuai dengan prinsip ―tidak bertentangan dengan kepentingan 

nasional‖ dan  prinsip ―Negara Kesatuan Republik Indonesia‖. Jikapun ada 

kebebasan, hal tersebut telah diatur pembatasannya dalam Undang-Undang 

tentang otonomi daerah serta Undang-Undang lainnya dan masih dalam bingkai 

dan cakupan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pertimbangan Mahkamah  

yang berkenaan dengan Pasal 4 ayat (3) UU Kehutanan dalam Putusan 

Mahkamah Nomor 34/PUU-IX/2011 tersebut di atas mutatis mutandis berlaku 

untuk Pasal 4 ayat (3) UU Kehutanan dalam perkara a quo. Adapun terkait dengan 

permohonan pengujian konstitusionalitas Pasal 4 ayat (3) UU Kehutanan 

sepanjang frasa “sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya, 

serta tidak bertentangan dengan kepentingan nasional”  beralasan menurut hukum 

untuk sebagian, sehingga menurut Mahkamah, Pasal 4 ayat (3) UU Kehutanan 

bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat (conditionally unconstitutional), 

sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, kecuali dimaknai bahwa  

―penguasaan hutan oleh negara tetap memperhatikan hak masyarakat hukum 

adat, sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat  dan 

prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang‖;   

[3.13.3] Para Pemohon mendalilkan bahwa Pasal 5 ayat (1) UU Kehutanan 

bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), 

Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Alasan hukum dalam 

permohonan a quo bersesuaian dengan Pasal 1 angka 6 UU Kehutanan; 
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  Terhadap dalil permohonan tersebut, Mahkamah mempertimbangkan 

bahwa ketentuan yang terdapat dalam pasal a quo berkaitan dengan Pasal 1 

angka 6 UU Kehutanan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas. Oleh karena 

itu, pertimbangan hukum terhadap Pasal 1 angka 6 UU Kehutanan mutatis 

mutandis berlaku pula terhadap dalil permohonan menyangkut Pasal 5 ayat (1) UU 

Kehutanan. Namun demikian, oleh karena pasal a quo mengatur tentang 

kategorisasi hubungan hukum antara subjek hukum terhadap hutan, termasuk 

tanah yang di atasnya terdapat hutan maka ‗hutan adat‘ sebagai salah satu 

kategorinya haruslah disebutkan secara tegas sebagai salah satu kategori 

dimaksud, sehingga ketentuan mengenai „kategori hutan hak di dalamnya 

haruslah dimasukkan hutan adat‟; 

 Berdasarkan pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah, 

ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU Kehutanan bertentangan dengan UUD 1945 secara 

bersyarat (conditionally unconstitutional), sehingga tidak mempunyai kekuatan 

hukum mengikat, kecuali dimaknai bahwa “Hutan negara sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf a, tidak termasuk hutan adat”. Adapun hutan hak terdiri dari 

hutan adat dan hutan perseorangan/badan hukum; 

 Terhadap hutan negara, sebagai konsekuensi penguasaan negara 

terhadap hutan, negara dapat memberikan pengelolaan kepada desa untuk 

dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakat desa, dan hutan negara dapat juga 

dimanfaatkan bagi pemberdayaan masyarakat. Dengan demikian, dalil para 

Pemohon mengenai pengujian Pasal 5 ayat (1) UU Kehutanan beralasan menurut 

hukum untuk sebagian; 

[3.13.4] Bahwa ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU Kehutanan dijelaskan dalam 

Penjelasan UU Kehutanan. Penjelasan Pasal 5 ayat (1) UU Kehutanan 

menyatakan: 

“Hutan negara dapat berupa hutan adat, yaitu hutan negara yang 
diserahkan pengelolannya kepada masyarakat hukum adat 
(rechtsgemeenschap). Hutan adat tersebut sebelumnya disebut hutan 
ulayat, hutan marga, hutan pertuanan, atau sebutan lainnya. Hutan 
yang dikelola masyarakat hukum adat dimasukkan di dalam pengertian 
hutan negara sebagai konsekuensi adanya hak menguasai oleh negara 
sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat pada tingkatan yang 
tertinggi dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan 
dimasukkannya hutan adat dalam pengertian hutan negara, tidak 
meniadakan hak-hak masyarakat hukum adat sepanjang kenyataannya 
masih ada dan diakui keberadaannya, untuk melakukan kegiatan 
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pengelolaan hutan. Hutan negara yang dikelola oleh desa dan 
dimanfaatkan untuk kesejahteraan desa disebut hutan desa. Hutan 
negara yang pemanfaatan utamanya ditujukan untuk memberdayakan 
masyarakat disebut hutan kemasyarakatan. Hutan hak yang berada 
pada tanah yang dibebani hak milik lazim disebut hutan rakyat;” 
 

 Meskipun Pemohon tidak mengajukan permohonan pengujian terhadap 

Penjelasan Pasal 5 ayat (1) UU Kehutanan, menurut Mahkamah, Penjelasan Pasal 

5 ayat (1) UU Kehutanan sangat berkaitan erat dan menjadi satu kesatuan dengan 

Pasal 5 ayat (1) UU Kehutanan. Oleh karena itu, Mahkamah perlu memberikan 

penilaian hukum terhadap Penjelasan Pasal 5 ayat (1) UU Kehutanan, walaupun 

tidak diajukan permohonan pengujian oleh para Pemohon; 

 Bahwa UU Kehutanan disahkan dan diundangkan pada tanggal 30 

September 1999. Dengan demikian, pembentukan UU Kehutanan semestinya 

merujuk pada Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik 

Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Dan Bentuk Rancangan Undang-

Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden 

(selanjutnya disebut Keppres 44/1999), yang ditetapkan pada tanggal 19 Mei 

1999. Sesuai dengan kebiasaan yang berlaku dalam praktik pembentukan 

peraturan perundang-undangan, yang juga diakui mengikat secara hukum, 

penjelasan berfungsi untuk menjelaskan substansi norma yang terdapat dalam 

pasal dan tidak menambahkan norma baru, apalagi memuat substansi yang sama 

sekali bertentangan dengan norma yang dijelaskan; 

 Dalam Lampiran I Keppres 44/1999 dinyatakan bahwa pada dasarnya 

rumusan penjelasan peraturan perundang-undangan tidak dapat dijadikan sebagai 

sandaran bagi materi pokok yang diatur dalam batang tubuh. Oleh karena itu, 

penyesuian rumusan norma dalam batang tubuh harus jelas dan tidak 

menimbulkan keragu-raguan. Penjelasan berfungsi sebagai tafsiran resmi atas 

materi tertentu, namun tidak dapat digunakan sebagai dasar hukum untuk 

membuat peraturan lebih lanjut. Oleh karena itu, pembuatan rumusan norma di 

dalam bagian penjelasan harus dihindari; 

 Menimbang bahwa kebiasaan dimaksud ternyata telah diabaikan oleh 

pembentuk Undang-Undang dalam merumuskan Penjelasan Pasal 5 ayat (1) UU 

Kehutanan karena memuat perubahan terselubung. Hal ini tampak jelas dari fakta 



181 

 

bahwa Penjelasan Pasal 5 ayat (1) UU Kehutanan telah memuat norma baru yang 

berbeda maknanya dengan norma yang terkandung dalam Pasal 5 ayat (1) UU 

Kehutanan. Menurut Mahkamah, dalam Penjelasan Pasal 5 ayat (1) UU 

Kehutanan terdapat rumusan norma yang semestinya diatur dalam batang tubuh 

pasal-pasal UU Kehutanan; 

  Menyangkut isi rumusan Penjelasan Pasal 5 ayat (1) UU Kehutanan, 

menurut Mahkamah, penilaian hukum Mahkamah terhadap Pasal 5 ayat (1) UU 

Kehutanan berlaku pula terhadap Penjelasan Pasal 5 ayat (1) UU Kehutanan, 

dimana penjelasan pasal tersebut menegaskan bahwa hutan negara dapat berupa 

hutan adat. Dalam penilaian hukum terhadap Pasal 5 ayat (1) UU Kehutanan, 

Mahkamah berpendapat bahwa hutan hak harus dimaknai bahwa hutan hak terdiri 

dari hutan adat dan hutan perseorangan/badan hukum. Dengan demikian, hutan 

adat termasuk dalam kategori hutan hak, bukan hutan negara; 

 Berdasarkan pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah,  

Penjelasan Pasal 5 ayat (1) UU Kehutanan bertentangan dengan UUD 1945; 

[3.13.5] Para Pemohon mendalilkan bahwa Pasal 5 ayat (2) UU Kehutanan 

bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), 

Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Alasan hukum dalam 

permohonan a quo bersesuaian dengan Pasal 1 angka 6  dan Pasal 5 ayat (1) UU 

Kehutanan; 

 Terhadap dalil permohonan tersebut, Mahkamah mempertimbangkan 

bahwa oleh karena ketentuan yang terdapat dalam pasal a quo berkaitan dengan 

Pasal 1 angka 6 dan Pasal 5 ayat (1) UU Kehutanan maka pertimbangan hukum 

terhadap dalil permohonan kedua pasal tersebut mutatis mutandis berlaku 

terhadap dalil permohonan mengenai Pasal 5 ayat (2) UU Kehutanan. Dengan 

demikian, dalil para Pemohon  beralasan menurut hukum; 

[3.13.6] Para Pemohon mendalilkan bahwa Pasal 5 ayat (3) UU Kehutanan 

sepanjang frasa “dan ayat (2); dan hutan adat ditetapkan sepanjang menurut 

kenyataannya masyarakat hukum adat yang bersangkutan masih ada dan diakui 

keberadaannya” bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 18B ayat (2), Pasal 

28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (3) UUD 1945, karena pasal a quo sulit dipahami, 
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sulit dilaksanakan secara adil, dan mendiskriminasi kesatuan masyarakat hukum 

adat; 

 Terhadap dalil permohonan tersebut, Mahkamah mempertimbangkan 

bahwa oleh karena permohonan pengujian atas ketentuan Pasal 5 ayat (2) 

dinyatakan beralasan hukum dan bertentangan dengan UUD 1945 sehingga tidak 

mempunyai kekuatan hukum mengikat maka frasa “dan ayat (2)”  dalam Pasal 5 

ayat (3) UU Kehutanan tidak relevan lagi dan harus pula dinyatakan tidak 

mempunyai kekuatan hukum mengikat. Adapun terhadap frasa “dan hutan adat 

ditetapkan sepanjang menurut kenyataannya masyarakat hukum adat yang 

bersangkutan masih ada dan diakui keberadaannya”, Mahkamah berpendapat 

bahwa frasa dimaksud sudah tepat sebagai ketentuan yang sejalan dengan 

ketentuan konstitusional dalam Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I  ayat (3) UUD 

1945; 

 Dengan demikian, rumusan Pasal 5 ayat (3) UU Kehutanan menjadi, 

“Pemerintah menetapkan status hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan 

hutan adat ditetapkan sepanjang menurut kenyataannya masyarakat hukum adat 

yang bersangkutan masih ada dan diakui keberadaannya; 

[3.13.7] Para Pemohon mendalilkan bahwa Pasal 5 ayat (4) UU Kehutanan 

bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 18B ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan 

Pasal 28I ayat (3) UUD 1945 karena membatasi hak-hak masyarakat hukum adat 

untuk memanfaatkan hasil kekayaan alam yang berada di wilayah adatnya dan 

mendiskriminasi kesatuan masyarakat hukum adat; 

 Terhadap dalil permohonan tersebut, Mahkamah telah memberikan 

pertimbangan hukum terhadap pengujian konstitusionalitas Pasal 4 ayat (3) UU 

Kehutanan pada paragraf [3.13.2] mengenai frasa “sepanjang kenyataannya 

masih ada dan diakui keberadaannya, serta tidak bertentangan dengan 

kepentingan nasional”. 

 Berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah, apabila 

dalam perkembangannya masyarakat hukum adat yang bersangkutan tidak ada 

lagi maka hak pengelolaan hutan adat adalah tepat untuk dikembalikan kepada 



183 

 

Pemerintah, dan status hutan adat pun beralih menjadi hutan negara. Dengan 

demikian, dalil para Pemohon a quo tidak beralasan menurut hukum; 

[3.13.8] Para Pemohon mendalilkan bahwa Pasal 67 ayat (1) UU Kehutanan 

sepanjang frasa “sepanjang menurut kenyataannya masih ada dan diakui 

keberadaannya”  bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 18B ayat (2), Pasal 

28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (3) UUD 1945 karena membatasi hak para 

Pemohon untuk memanfaatkan hasil kekayaan alam yang berada di wilayah 

adatnya serta mendiskriminasi kesatuan masyarakat hukum adat. Para Pemohon 

juga mendalilkan bahwa  Pasal 67 ayat (2) UU Kehutanan bertentangan dengan 

Pasal 1 ayat (3), Pasal 18B ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (3) 

UUD 1945 karena pengaturan tata cara pengukuhan keberadaan dan hapusnya 

masyarakat hukum adat oleh Peraturan Daerah adalah ketentuan yang 

inkonstitusional. Lebih lanjut, para Pemohon juga mendalilkan bahwa Pasal 67 

ayat (3) UU Kehutanan bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 18B ayat (2), 

Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (3) UUD 1945 karena pengaturan hak 

masyarakat hukum adat serta pengukuhan dan hapusnya masyarakat hukum adat 

dengan Peraturan Pemerintah adalah ketentuan yang inkonstitusional; 

 Terhadap dalil permohonan tersebut, Mahkamah mempertimbangkan 

bahwa Pasal 67 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU Kehutanan mengandung 

substansi yang sama dengan Pasal 4 ayat (3) UU Kehutanan dalam konteks frasa 

“sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya”. Oleh karenanya, 

pertimbangan hukum terhadap Pasal 4 ayat (3) UU Kehutanan menyangkut 

konteks frasa “sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya”  

mutatis mutandis berlaku terhadap dalil permohonan Pasal 67 ayat (1), ayat (2), 

dan ayat (3) UU Kehutanan; 

 Di samping itu, menurut Mahkamah, keberadaan masyarakat hukum 

adat, fungsi dan status hutan (adat), penguasaan hutan, mensyaratkan sepanjang 

menurut kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya, sehingga seluruh 

pertimbangan hukum yang telah disebutkan di atas mutatis mutandis berlaku 

dalam pertimbangan hukum ini. Adapun tentang pengukuhan dan hapusnya 

masyarakat hukum adat ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan ketentuan lebih 
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lanjut diatur dalam Peraturan Pemerintah, menurut Mahkamah merupakan 

delegasi wewenang yang diatur dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 yang 

menyatakan “Negara  mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat 

hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai 

dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik 

Indonesia, yang diatur dalam undang-undang“. 

 Undang-Undang yang diperintahkan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 

hingga saat ini belum terbentuk. Oleh karena kebutuhan yang mendesak, banyak 

peraturan perundang-undangan yang lahir sebelum Undang-Undang yang 

dimaksud terbentuk. Hal tersebut dapat dipahami dalam rangka mengisi 

kekosongan hukum guna menjamin adanya kepastian hukum. Dengan demikian, 

pengaturan yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Daerah 

dapat dibenarkan sepanjang peraturan tersebut menjamin kepastian hukum yang 

berkeadilan. Lagi pula dalam menetapkan batas wilayah hutan negara dan hutan 

adat tidak dapat ditetapkan secara sepihak oleh negara tetapi berdasarkan 

Putusan Mahkamah Nomor 34/PUU-IX/2011 tanggal 16 Juli 2012 yang harus 

melibatkan pemangku kepentingan (stake holders) di wilayah yang bersangkutan. 

Dengan demikian dalil para Pemohon tidak beralasan menurut hukum; 

4. KONKLUSI 

 Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di 

atas, Mahkamah berkesimpulan: 

[4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan para Pemohon; 

[4.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk 

mengajukan permohonan a quo; 

[4.3] Pokok permohonan para Pemohon beralasan menurut hukum untuk 

sebagian; 

 Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah 
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Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-

Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5076); 

5. AMAR PUTUSAN 

Mengadili, 

Menyatakan: 

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian; 

1.1. Kata ―negara‖ dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 

1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3888) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945; 

1.2. Kata ―negara‖ dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 

1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3888) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga 

Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang 

Kehutanan dimaksud menjadi “Hutan adat adalah hutan yang berada 

dalam wilayah masyarakat hukum adat”;  

1.3. Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang 

Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 

167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) 

bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai “penguasaan hutan oleh negara 

tetap memperhatikan hak masyarakat hukum adat, sepanjang masih 

hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara 

Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang‖;   

1.4. Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang 

Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 
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167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) tidak 

mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 

“penguasaan hutan oleh negara tetap memperhatikan hak masyarakat 

hukum adat, sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan 

masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur 

dalam undang-undang‖;   

1.5. Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang 

Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 

167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) 

bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai “Hutan negara sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf a, tidak termasuk hutan adat”; 

1.6. Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang 

Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 

167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) tidak 

mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Hutan 

negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, tidak termasuk 

hutan adat”; 

1.7. Penjelasan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 

tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 

Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

3888) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

1.8. Penjelasan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 

tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 

Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

3888) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; 

1.9. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang 

Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 

167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) 

bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945; 
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1.10. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang 

Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 

167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) tidak 

mempunyai kekuatan hukum mengikat; 

1.11. Frasa  “dan ayat (2)” dalam Pasal 5 ayat (3)  Undang-Undang Nomor 41 

Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3888) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

1.12. Frasa  “dan ayat (2)” dalam Pasal 5 ayat (3)  Undang-Undang Nomor 41 

Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3888) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, 

sehingga Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 

tentang Kehutanan dimaksud menjadi “Pemerintah menetapkan status 

hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan hutan adat ditetapkan 

sepanjang menurut kenyataannya masyarakat hukum adat yang 

bersangkutan masih ada dan diakui keberadaannya”; 

2. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia 

sebagaimana mestinya; 

3. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya;  

 Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh 

sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap 

Anggota, Achmad Sodiki, Ahmad Fadlil Sumadi, Harjono, M. Akil Mochtar 

Muhammad Alim, Hamdan Zoelva, Maria Farida Indrati, dan Anwar Usman, 

masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa, tanggal dua puluh enam, 

bulan Maret, tahun dua ribu tiga belas, dan diucapkan dalam Sidang Pleno 

Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal enam 

belas, bulan Mei, tahun dua ribu tiga belas, selesai diucapkan pukul 15.05 WIB 

oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu M. Akil Mochtar, selaku Ketua merangkap 

Anggota, Achmad Sodiki, Ahmad Fadlil Sumadi, Harjono, Muhammad Alim, 

Hamdan Zoelva, Maria Farida Indrati, Anwar Usman, dan Arief Hidayat, masing-
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masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Dewi Nurul Savitri sebagai 

Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon dan/atau kuasanya, 

Pemerintah atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang 

mewakili. 

 
KETUA, 

 
 

ttd. 

 
M. Akil Mochtar 

 

ANGGOTA-ANGGOTA, 

 

ttd. 

Achmad Sodiki 

 

ttd. 

Ahmad Fadlil Sumadi 

 

ttd. 

Harjono  

 

ttd. 

Muhammad Alim 

 

ttd. 

Hamdan Zoelva 

 

ttd. 

Maria Farida Indrati 

 

ttd. 

Anwar Usman 

 

ttd. 

Arief Hidayat 

PANITERA PENGGANTI, 
 
 

ttd. 
 

Dewi Nurul Savitri 
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